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ABSTRAK

Nama : Antonius Budi Satria

Program Btudi : Magister [Imu Hukum Pidana (Konsentrasi Hukum dan Sistern
Peradilan Pidana)

Judul . Penerapan Pidana oleh Penuntut Umum Sebagai Upaya Ultimum
Remedium Dalam Penyelesatan Masalah Keiahatan Lingkungan
(Oleh Korporasi

Tesis inl membahas penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU No.
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, model dan teori
pertanggungjawaban yang dapat diganakan untuk menjerat korporasi, proses
konstruksi dakwaan dan konstruksi penuntutan pidapa terhadap korporasi, dan
kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara
tindak pidana lingkunpan hidup dan upays mengatasi kendala-kendala tersebut.
Disertakan juga tinjavan terhadap posisi korporasi dalam RKUHP Tabun 2008 dan
analisa terhadap dimuat ulangnya kriminalisasi terhadap findgk pidana lingkunmgan
dalam RKUHP Tzhun 2008. Penclitian ind merupakan penclitian normatif-ompiris
dengan menggunakan daia sekunder sebagal data utama dan data pritoer sebagai data
pendukung. Permasalahan tesis ini adalah peruntutan terhadap korporasi selama i
belum seragam menggunakan dan mendasarkan diri pada model-model dan doktrin-
doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang ada dan masih ada
kesulitan Penuntut Umum merumuskan surat dakwaan maupun surat tuntutannya.
Termasuk kendala belum ada aturan yang memuat secara tepas khususnya dalam hal
mengenai perwakilan korporasi, untuk menentukan siapa sebenarnya yang mewakili
korporasi di depan persidangan. Hasil tesis ini menyarankan perlu adanya peningicatan
pemahaman dan persamaan persepst apargt penegak hukum khusesoye penuntut
umum tentang rend merebaknya corporate erime di bidang lingkungan hidop dalam
wadah iriangle environmental crimimal justice system serta perlunya segera
memberikan kurikulum mengenai kejahatan korporasi dalam penegakan hukum
lingkungan pada pendidikan dan pelatiban pembentukan jaksa sejak awal.

Kata kunci :
Rorporast, Ultimum Remedion, Lingkungan Hidup,
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ABSTRACT

Name :  Antoniug Budi Satria
Study Program ¢ Law and Criminal Justice System
Title :  Application of Criminal by Public Prosecutor As

Dltimum  Remedium Efforts In  Troubleshooting
Corporate Environmental Crimes

This thesis discusses the determination of the corporation as the subject of eriminal
action in the Law, 23, 1997 on Environmental Management, questioned the theory and
models that can be uged to trap the corporation, the process of construction claims and
congtruction of criminal prosecution against the corporation, and the obstacles in the
criminal law enforcement against corporate orime in the environment and efforts to
overcome obstacles - these constraints. Also included a review of the corporation’s
position in RKUHP Year 2008 and analysis of re-criminalization of the criminal
environment in RKUHP Year 2008. This research is a normative-empirical research
using secondary data es the primary data and primary data as supporting data. The
problem of this thesis is that the prosecution against the corporation for this use has
not been uniform and base themselves on the models and the docirines of criminal
responsibifity to the corporation and who have still bave difficulty formulating public
prosecutor and the indictment of scale down one's demands. There are no obstacles,
including rules that explicitly especially in the case of the representatives of the
corporation, to determine who is actually representing the corporation in font of the
trial. Results suggest that this thesis will need to increase the understanding and
perception of law enforcement, espesially on the prosecutor general about expansion
of the symptoms corporate crime in the area of the environment in the forum of
triangle environmental criminal justice system and the need to immediately provide
the curriculum on corporate crime in the law enforcement environment i the
education and training establishment prosccntors since the beginning.

Key words :
Corporations, Ultimum Remedium, Enviranment.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalab,

Pembanguoan nasional harus disertai dan harus mengakibatkan
peningkatan kuvalitas kebidupan sumber daya manusianya jika tidok ingin
pembangunan ity kehilangan maknanya. Meningkainya arus investasi modal
dari luar negeri schagai akibat davi keikuisertaan Indonesia dalam Organisasi
Perdagangan Dunia atau ¥World Trade Orgomization menguingt kemajuan
kegiatan perekonomian nasional umumnya dan khususnya di  bidang
perindustrian dan perdagangan, membawa sektor inl kepada meningkatnya
transaksi tingkat lokal melalui  PMDN (Penanaman Modal Dalam MNegeri)
maupun transaksi multinasional atau internastonal melaloi PMA {Penanaman
Modal Asing). Ditambah fenomena kemajuan ilmu pengetabuan dan teknelogi
semekin  mempermudah  kegisten ekonomi ifu  sehingga mengalami
pertumbuhan pesat sepertt yang dapat dissksikan sekarang ini dan menciptakan
istilah fat world atau berderless nation, negara ta;zpa batas.

Masyarakal Indonesia pun saat ini dikatakan sedang berada dalam
masa peralihan dad “masyarakat agraris” ke “masyarakat industii” dan
menuju ke “masyarakal informasi”. Fungsi negamalah dalam hal ind wntuk
wajib melindungt segenap wargs negaranya dalam menjamin didapativa
kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan vang memadai dalam menjalankan
kegiatan ini ferutama perlindungan negara melalai kebijakan penal dan non-
penal nasionalnya schagai implementasi dan amanat Pasal 5 ayat (1), Pasal 21
ayat(1l), Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945,

Konsep perlindungsn negara terhadap warganya dilandasi dua arus

perhatian, yaitu:

1. Adanya pikiran babwa negara turut bersalah dalam terjadinys
korban, karena ilu  sewajamyalah negara  memberikan
kompensast kepada korban;

2. Adanya aliron poemikiran baru dalam  kdminologi  yang
meninggalkan pendekatan posivistis dan lebth memerhatikan

1 Universitas Indonesia
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proses-proses yang terjadi dalam system peradilan pidana dan
struktur masyavakatoya (crifical criminolpgy), pandangan
kriminologi kritis int banyak memengaruht pemikiran dalam
viktimelogi,'

Perlindungan ncgara terhadap warganya tersebut terutama terhadap

bentuk-bentuk kejahatan ekonomi merupakan prioritas karena,

“Kejahatan ekonomi, merupakan salahsatu bentuk kejahatan yang
erat hubungannya dengan system atau struktur sosial ekonomt
masyarakat yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga sangat
dipengarohi oleh tatanan ckonomi dunia internasional. Sccara
nasional, berarti fungsionalisasi hokum pidans harus pula
memerhatikan  sasaran  pembangunan ekonomi nastonal  yang
hendak  dicapai. Adanya . pengaruh  globalisasi ekonomi dan
keterkaitan dengan tata ekonomi internasional baru sudah barang
tenty menuntut pula wsaba pembarnan uniuk mengophimalkan
berfungsinya hukum pidana”?

Tulisan tersebut di ates mengisyaratkan upaya perlindungan
masyarakat oleh negara itu depat ditempuh melalvi sarana kebijakan pidana
{penal) maupun sarans non-pidama {(non-penal). Sementars dilibat darn
kebijakan penal maka fungsi houkum pidana yeng didasarkan kepaeda tiga
konsep, vaitw tindak pidana, kesalaban dap pemidanaan, jelas mengandung
keterbatasan dan bukan saty-satunya sarana yang paling ampub untuk
menyelesaikan segala permasalahan yang berkembang di masyarakal. Oleh
karena itu, untuk mencapal tujuan yang diinginkan, hukum pidana tidak dapat
bekerja sendirian, tetapi perlu melibatkan sarana-sacana lainnya {pon-penal}.

Dalam kaitan ini Mardiono Reksodiputro menyatokan bahwa
penggarapan melalul serana nos-penal ind akan lebih memuaskan danpada

menggunakan sanksi hukum pidana, yaitu melalui serang Alterngtive Dispute

Mardiono Reksodiputro, Beborapa Cofatan Umum tentong Masaleh Korban dulom
Szzlwia;z?, {ed)., Viktimolopi: Sebuah Bunga Rampai, (Jokonia: Sinar Harapan, 1987), hal 7.
Barda Nawaw! Ardef, Fungsionafisasi Hubum Pliana datam Penangendangan Kejahatio
Eronond, dalam Mulsdi don Barda Newewl Ariel {ed), Bunga Rompal Hokum FPldona,
{BandungPeaerbit Alumnd, 1992} hal 166,
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Resolution (4DR). Contoh dari penpgunaan instrument ADR ini adalsh
peayelesaian yang dilskukan melalui MSAd Masier of Seitlement and
Acquisition Agreementj yang disertai klansul Relesse and Discharge
terhadap kasus penyimpangan penyaluran bantuan likuiditas Bank indonesia.*

Akan tetapl negsra telap harus melakukan proses Kriminalfisasi
dengan sarana pidana atau pengl. Hal inf juga dilakukan sebagai suatu
keharusan alas fungsi dan peran negara sebagal penjage ketertiban, Maka
proses itw harus terus berlangsung dan harus selaly dilakukan evaluasi, karena

sehagaimana pernah ditulis oleh Bruggink,

- “Dewssa ini orang makin mengeluh bahwa melimpahnya aturan-
aturan hukum mempunyai dampak scbaliknya ketimbang yang
dituju. Ketimbang bahwa mengatur kehidupan kemasyarakatan
dengaa cara lebih baik, aturan-sturan hukum itu justru mencekik
kehidupan kemasyarakatan Hu dengan terlalu  membelengeu
kreativitas dan spontanitas™.®
Dalam pertumbuhan sistem dan struktur ckonomi yang pesat
dewasa ini, secara tidak langsung telah memiasilitasi peran korporasi untuk
meluas di segala aspek/bidang kehidupan masyarakat, Di satu sisi, hal tersebut
adalals buah dari dilaksanakannya pembangenan nasions! oleh pemerintah
yang dimaksudkan tidak laim untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakatnya, kalau tidak bisa dikatakan sebagai dampak dari
kemajuan fingkat peradaban manusia itu sendiri.

Kegiatan ckonomi yang dijalankan oleh korporasi telah turut
menciptakan  modernisasi di segala bidang kehidupan serta membawa
perubshan polz dan paya hidup, termasuk pola hubungan/inter-relasi dalam

kehidupan masyarakat yang semakin kompleks di perkotaan-perkotaan di

‘Addef Amralah, Poliik Hdkum Pidana dalam Perlindunpan Korbon Kejohotan Ehonomi

i Birnng Perhankan cotakan kedua {Melang: Bayn Media Publishing, 2007, hal 28

“Walanpun menjelang akhir tobus 2008 inf kasus yang dikenal sebags!l kasus “BLBI

terschut tolah dHaniotkan kembali penyelesaiannya dengan diambil atih kasus forscbut oleh Komisi
Pembersstagsn Kovepst molalul samna pidans aizy Penel. Ind (ockalt dengan lerlibatnys beberasa
okawm Kejoksasn yang sebelumnys menangani kasus BLBI dalam dugean profifikest, vang
menyebabkan berlarui-laruinys peayelessian kasus ini.

ILH. Bruggink  dulam  Bemard  Ariel  Sidharta, Refleksi  tentemg  liukum,

(Bardung: Alumak, 19963, hal. 167,
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Indonesia yang kini semakin bergantung kepada teknelogl informasi,
demikian juga halnya korporasi dalam aktivitasnya.

Kenyvamanan  portumbohan ckonomi  membawa  dampak
nteningkatnya kemudaban yang dapat dintkmati kehidupan masyarakat
dewasa ini. Prosentase kualitas hidup menunjukkan peningkatan, antara lain
terutama adalah prosemtosi barapan hidup masyaraket Indonesia mengalami
kenatkan secars signifikan.

Disadari maupun tidak, dart pertumbuhan ¢konomi yang kini
dinilanati masyarakat, berkembung pula jenis kejahatan dari yang semuia
bersifat konvensional {meminjam istilah Suthedand: Biwe Collar Crime),
menujs ke era  kgjahatan  ekonomi, vyang dalam  perkembangannya
memunculkan korporasi sebagai subjek/pelaku kejahatan jenis baru ini.

Korporasi itu sendin diben definisi sebagai,

“An artificial person or legal entily created by or under the authority
af the laws of e state or a nation, composed, in some rare instances, of
a single person and his successors, being the incumbents of a

particular office, bur ordinarily consisting of an association of
numerows individuals ™

Dari definisi tersebut, dapat dilntisarikan bahwa “korporasi’ adalah
guatn bentuk arrificial (hanya “dianggap’ sebagai manusia namum bukan
manusia sesungguhnya) atau sebuah badan hekum yang diciptakan oleh atau
dibawzh hukum nepara yang di dalamnya terdiri dan seseorang atau beberapa
orang dengan memiliki suat tempat tinggal.

Korporasi, si ‘pemain baru’ dalam aktivitas skonomi di sctiap

negara masa kini, terutama terkenal karena perannyz vang menonjol dalam

hampir semua kegistan ekonomi. Joel Balkan mengatakan bahwa,

“Today, corporation govern our lives. They determine what we et
what we watch, what we wear, where we work, and what we do. We
are inescajpaé}éf surrounded by their cultwre, iconography, and
ideclogy™,

® Henry Campbell Black,M.A. Blsck’s Law Dictionary, Fifth Edition., (8t Paul Minn:West
Publizhing Cn, 1979), hal 367,

"Joel Balkan, “The Corporation:The Pathefogical Pursuit of Proft and Power”, {Rew
York:Free Press, 20043, hal s,
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Asunisi pernyataan Joel Balkan bahwa korporasi telah memainkan
peran penting dan babkan menjadi kekuatan ckonomi dominan melalui
jaringan Multi-Nationai  Corporation {MNC) mewujud menjadi fakia
Korporasi sast ipi telah menjadt pemberi natkah rmasyarskat yang tidak
terserap di sekioy pubhk, monjadi pencipta frendsetrer dan menjadi icon
kemnjuan peradaban pada setiap masanyva.

Sepertt diuraikan sebehamnya, pertuinbuhen ekonomi teptulah akan
menimbulkan pula kerugian, diantaranye adalah tembubnys kriminalitas,
[nilah konsekuensi dari sctiap pembangunan., Seperti dikatakan Mardjono

Reksodiputro bahwa:

“Berbeda dengan pendapat lama {pendekatan dengan hubungan
negatif} vang melihal kejahatan sebagai salah satu akibat dard
buruknya keadasn ekonomi {yang berarti bahwa blia ckonomi
membaik, kejahatan akan mcouron), maka pendekatan dengan
hubungan positif {direct relationship) melihat bahwa ggala
kriminalitas ini merupakan pula suatu kelanjutan dari kegiatan dan
pertumbuhan gkonomi®,

Pada kongres tentang The Prevention of Crime and The Treatment
gf Offenders ¥YBE ke-7 tahun 1985 di Milan, dibicarskan dimensi baru-
kejahatan dalam konteks pembangunan. Digambarkan cleh kongtes ®...a new
dimension of criminality is the very substansial increases in the financial
volupte of certain conventional economis crimes”, seperti © pelanggaran
hukum pajak, transfer modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi,
pemalsuan invoice, penyelundupan, dan lain-fain’. Termasuk lain-lain disini
adaiah tindak pidana pencemaran lingkungan,

chendemngan dewasa ini terdapat jenis keiahatan baru yaitu
bahwa banyak dari kejahatan o turut pula dilakukan oleh korporasi

khususnya karena peran mereka sebagai pelaku ¢konomi yang dominan

z"Mardjono Reksodipairo, Damipak Keinhatan Korporasi Untnk Pembangunon dalam
Kemjuan  Pemdumgunan Ekonprif dan Keighotan (Jukarta:Pusat Pelayanan Kesdilsn dan
Pengabdian Fubum, 2007}, hal 42, {Selaniutnya disebut buku I).

"tbid hal A2,
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disamping individu, Perbuatan menyimpang baik individu maupun kerporasi
khususnya dalam melakakan kniminalitas yang ada kaitannya dengan kegiatan
perekonomian terschut masuk dalam kategori Whire Coflar Crime.

Sccara bebaz, White Collar Crime diartikan sebagai “kejahatan
kerah putih®, Kejahatan jenls ini memang bissa dikaitkan dengan tingkat
kemajuan atau pertumbuhan perckonomian suatu negara. Kejahotan i bisa
disebut juga sebagat kejahatan ekonomi, karena biasanya dilakukan baik olch
individu maugun korporagi dikaitkan dengan aktivitasnya atau dalam kerangka
okupasinya/pekeriaannva dalam kegiatan perekonomian.

Dalam bukunya yang diterbitkan tabun 1949, White Collar Crime,
Sutherland membatasi WCC sebagai “a violation of criminal law by ihe
person of the upper socio-economie class tn the couwrse of his veeupational
getivities”. Pelaka kejahatan jenis ini biasanva dideskripsikan sebagai
seseorang yang mempunyal status sosial tingg, ahli dalam bidangnya baik
secara praktik maupun teori, memiliki kompetensi dalam bidangnya dan
bekerja sesual cede of conduct dan yang paling penting adalah mercka
memonopoli bidang pelayanannya den berada dalam system yang luput dan
pengawasan masyarakat,

Terdapat batas tipis antara kejahatan kerah puilh yang dilakukan
oleh individu maupun korporasi, sehinggs selanjuinya menimbuikan istilah
khmsus yang disebut keiahatan korporasi {corporate crime). Perbedasnnya
tipisnya terutama berkaitan dengan model perumusan fanggungjawab
pidananya. Dalam maodel-mode! tentang pertenggungjawaban pidana techadap

korporasi terdapat tiga pokek ajaran utama yaitu:

a. Pengurus korporast sebagal pembuat dan penguruslah  yang
bertanggungjawab.

b. Korporasi sebagsi pembuat dan peagurus bertanggungjawab

¢. Korporasi sebagai  pembuat  dan  juga sebagai  yang
bertanggungiawab,
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Mehhat model perlanggungiawaban terscbut, sepera dipahami
babwa dalam WCC, pertanggungjawaban pidana dapat ditimpakan terhadap
individu maupun korporasi. Inilah yang terkadang sulit dibedakan mana yang
murni keiahatan kerah putih dilakukan oleh individo dan mana keishatan
kerah putih yang murnd dilakukan okch korporssi. Schingga selanjutnya
muncul yang discbut secara khusus sehagai ‘keiahotan korporast” unfuk
membedakannya dengan keinhatan kerah putih yang difakukan oleh individu,

Joseph F. Sheley dalam bukunya Expleining Crime {1987),
mengatakan bahwa,

“Corporate Crime {Kejahatan Korporas)) dibagi dan didefinisikan
dalam enam (6) kategori yaitw, defrauding the stock holders
(perusabaan tidak melaporkan besar keuntungan yang sebenarnya
kepada pemegang saham), defrauding the public (mengalabui
publik tentang produk-prodiknya terutama yang berkaiten dengan
matu dan bahan), defrauding the government (membuat laporan
pajak yang tidak benar), endangering emplovees (perusahaan yang
tidak memperhatikan keselamatan kerfa para karyawannya), filegal
intervention in the political process (berkolust dengan partai politik
dengan memberikan sumbangan kampanye) dan endangering the
public welfare {proses produk yang menimbulkan polusx {debu,
limbah B3, suara dan lain schagainya)”.'

Dikatakan pula bahwa kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh
korporasi merupakan kejahatan yang dilakukan “taopa kekerasan™ (non-
violent), disertai dengan kecurangan (deceit), penyesatan (misprecentation),
penyembunyian kenvataan (concealment of facls), manipulasi, pelanggaran
kepercayaan (breach of frusé), akab-zkalan fsubterfuge), atau pengelakan
terhadap peraturan (ilegal circumvertion), Pibalik itu sermus, apa yang tedadi
sebenarnya merupakan prakiek bisnis vang tidak jujur’ '

Meskipun investasi di Indomesia diperlekan uniuk mendorong

perfumbuhan ekonomi, negara tidak boleh tunduk kepada korporasi. Apslagi

“Ylosgph F. Sholey dalam Mardiono Reksodiputro, Pertanggunpiowaban  Pidana

Karporasi dofam Tindak Pidena Korperssi delam Kemgiuan Pembongusnen Ekenomi don
Pembongunay, Eskatia: Puspé Pelayonan Keadilan don Pongabdizn  Hokem  Univesitas
indonesia, 2007), hal 87,

Ustuladi,  Demobrotisast,  Huk  Asmsd Masasio,  don Reformagsi Huobum D0

Indonesia, flakare:tiahibie Centes, 2002 hal. 158
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negara memiliki mandat konstitusional untuk menjamin kesejahtcraan rakyat
sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945, Salab satu bahaya yang saat
i dibadapi  Indonesia  dulam  arus  global  adalah  Forporatokrosi,
Korporatokrasi adalah gabungan kekwatan korporasi, institusi keuangan
internasional, dan pemerintah yang menyatukan kekuatan financial dag politik
mereka untuk memaksa masyaraket dunia mengikuti kehendak mereka'?,

Motivasi korporasi melakukan berbagai bentuk pelanggaran di
bidang ekonomi adalah untok mencapai tyjuan dan keuntungan yang
menimbulkan kerugien bagi warga wasyarakat, negara dan lingkungan', -
Yang menakutkan lagi adalah kerugian terbadap kemajuan pembangunan
gkonomi Indonesia akan menjadi jaub lebih besar damn senius lagh, apabila
dalam kejzhatan  korporasi  tepjadi  persckongkolan {kolusiicollusion;
conspiracy; samenspanning) antara pemegang kuasa ckonomi {economic
power) dengan pemegang kuasa politik {public power; bureancracy)’. Trend
atau kecenderungan korporasi dewasa ini sebagai pelaku kejahatan adalah juga
selaras dengan yang dikemukakan Nitibaskara :

Kejahatan merupakan produk dari masyarakatnya sendin {(crime is ¢
product af society its self), “habitaf” baru ini dengan segala bentuk
pola-pola interaksi yang ada didalaminya, akan menghasilkan jenis-
jenis kejahatan vang berbeda dengan kejahatan-kejahaian lain yang
sebelumnya telah dikenal'®,

Ungkapan ini menyatakan bahwa corporaie crime  {(Kejahatan
komporasi) merupakan kejshatan baru yang berbeda dengan kejahatan-
kejahatan  konvensional atau sebelumnya sebagai  akibat negatif dari
perkembangan ekopomt.

Dalam Kongres PBB ke-7 di Milan pula dikatakan:

Y halid Mulammad, Negara Jangan Fakhk Kepoda Kerporasi, Kompas, Kamis snggal
18 Juli 2008,

PHamzah Heirk, 4zas Pertanggungiavaban Korgporasi dotam Hulwm Pidana Indonesin
{Sirict Lichitity dan Ficarious Liability}, Cet 1. {fakarta:Raja Grafindo Peryada, 19963, hal. 10,

“Mardjono Reksodiputro, Op.Cit hah. 128,

YTubagus Rony Rahman Nitibaskars, Kerike Kefahainn Berdawlat, Sebuch Pendekatan
Kriminotogi Hikurs dan Sesivlogi, (Jakarta: Peradaban), 2001, Hal. 28,
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“Mengingat  keterjalinan  antars pencegaban  kejahatan,
pembangunan dan tatanan ckonomi mternasional baru maka
perabshmueperubahan dalam bidang ckonomi dan struktur soeial
scharusnya ditkuti dengan pembsharean yang tepat dalom bidang
peradilan pidana, yaitu sebagai upaya untuk memeastikan kepekaan
system hukum pidana terhadap silai-nilai dusar dan tujvan
masyarakat, sesuai dengan aspirast masyarakat internasionai”™.'

Oleh karenanya, maka negara wapib untuk melakokan keiminalisasi
yaitu usaha untuk memperluas herlakunya hukum pidana, tanpa harus tefjebak
dalam over-crimingdization terutama di dalam kejahatan yang dipandang
sebagai mala prohibita stay perbuaten yang hanya ditetapkan oleh negara
sebagail perbuatan yang dilarang (unlaw/nd). Salah satunya upaya kriminalisasi
{criminalizanon} terhadap subyek hukum korporasi diroaknai schagai suatu
proses untuk menjadikan suatu perbwatan pidana yang dilakukan oleh
korporasi, yang semula bukan tindak pidana maka di kemudian hari akan
‘menjadi tindak pidana’”.

Ada kemnginan internasional terhadap kejshatan korporasi
{corporate  crime} kKhususnya dalam  kejahatan  lingkungan  untuk
mmggzmakaﬁ hzzimzﬁ pi{izzm; i}dak .iagi sebagai “ultimunt remedipn” namun
difungsikan sebagal “premin remedinm”. Keinginan internasional itu dapat
dilihat salahsatunys dari formulasi intemasional dalam XV™ International
Congres of Penal Law, Crimes Against The Environment — Application of The
General Part yang diselenggarakan di Rio de Janeirn, Brazil, pada tanggal 5-
i0 September 1994, dimana inlisarl draft resolusi tersebut adalab periana,
pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkongan
hidup dikenakan kepada badan hukum privat maupun publik, sebagaimana
juga dikenakan kepada orang perscorangan.'®

Tentu saja inl mengingat dalam kasus kejahatan lingkungan fakta
yang bersifat menderitakan si korban sudah cukup untuk menuntut

pertanggungjawaban sf pelaku sesuai dengan adagium “res ipsa loguitor” |

“Drs. M. Arief Ameulah,SH., M Hum, Op.cit, halvil.

PMardjono Reksodipuiro, Op.ci, hal. 196.

Brtuladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistems Peraditan Pidana, {Semarang:Badan
Penerbit Universitas Diponsgors 2002), hal 190,
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i Maka upaya keiminalisast

yang uctinya “fakta sudah berbicara sendir
terhadap subjek hukum korporasi yang mclakukan perbuatan pidana bersifat
sistemaik  dan  komprehensif, tanpa  meninggalkenm  celah-celah  ontuk
dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungiawab, bukan pekerjaan ringan,
mengingat kondisi tata hukum nasional dan penegakan hukum nasional yang
masth jauh dari yang dicita-citakan saat ini, maka perlulah dilakukan
reformast hukum secara terus menerus.

Upaya terus meneres untuk menciptakan hulkum pidana modern
sebagal persyaratan yang harus dimilik dan sesuai standor baku uniuk
pergautan  antar bangsa mutlak diperlukan. Tedebih karena Indonesia
menganut system hukum civil lew, dimana legislatif sebagal satu-satunya

lembaga  vang mempunyai  kompetenst dan  ctoritas  untuk  membust
perundang-undangan, Sampai dengan saal ini pengaturan tentang pemidanaan
korporasi dalam R«KUHP masih dibahag di lembapa legisiatif sebsgal upaya
ontuk secara lebih spesifik mengatur mengenai kejshatan korporasi dan agar
tidak meninggaikan celah hukum vang dapat disalshgenakan.

Di Belanda, untuk pertama kalinya korporasifbadan hukum
dianggap sebagai subjek tindsk pidana diletakkan dalam pasal 15 ayat (1} Wet
Economische Delicten {(WED} 1950, yang kemudian berdasarkan asas
konkordanst diterapkan juga i Indonesia melalu: berbagai Undeng-undang
pidana khusus, misalnya dalam pasal 15 ayat (13 No. 7 Drt 1955,

Namus, kemudian dalam perkembangan, pasal 15 ayat (1) et
Ecoromische Delicten (WED) 1850 telah diubah dengan Undang-undang
tanggal 23 Tahun 1976 Sth.377 yang disahkan tanggal 1 Sepilember 1976,
yang mengubah pasal 51 W.v.8. (KUHP Belanda} schingga korporasi di
Belanda secara tegay merupskan subjek tindak pidana umum den menghapus
pasal 15 ayat (1) Wet Economische Delicten {(WED) 1950 fersebut™,
Sehingga dalam hokum pidana umum (KUHP Belanda) dikatakan “tindak

"Muladi don Dwidja Priyatno, Perianggungiowaban Korparasi dalam Hukam Pidana,
Cetakan Pertams. (Bandung: Bagian Penerbitan Sekolah Tiaggi Hukum, 1981}, hal. 94,

¥nfuladi dan Privatno, Perfanggungiawabarr Korporasi dalem Hubkum Pidone, Colakan
Pertama, {Bandung: Bagian Penerbitan Sckolah Tinpgl Hukum Bandung, 1981), hal 30,
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pidana dapat dilakukan olch manusia (natiurlijken personen) dan badan
hukum/korporasi (rechtspersoon).

Prof. B.V.A. Rolling pada tahun 1976 itu juga di Belanda juga
mendesak untuk memperluas system tersebut agar berlaku untuk semua tindak
pidana, schubungan dengan fungsi sosial korporasi dalam masyarakat (theory
van het functioneel daderschaap)®'. Ruang tingkup kejahatan yang dilakukan
korporasi pun lebih luas cakupannya, dapat disebutkan diantaranya dalam
bidang lingkungan hidup, perbankan, tenaga kerja dan lain sebagainya.

Diharapkan juga dalam RKUHP Nasional yang saat ini masih
dalam tahap pembahasan memuat ketentuan bahwa korporasi dapat
merupakan subjek hukum pidana, maka ajaran ketiga diatas, yaitu korporasi
sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab, telah masuk pula
dalam hukum pidana umum Indonesia.

Dalam bidang hukum pidana melaksanakan politik hukem pidana

berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan

datang. Sudarto menulis,”

“Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses
politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas,
karena ia akan memberi bentuk dan mengatur ataw mengendalikan
masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk
mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa undang-undang itw mempunyai
dua fungsi, yaitu:

1) Fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai, dan;

2) Fungsi instrumental.

Bertitik tolak dari kedua fungsi tersebut maka sebaiknya politik
hukum pidana dijalankan tanpa mengingkari fungsi lainnya,
misalnya sifat atau pengaruh simbolis dari undang-undang
tertentu.”

Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang diambil oleh
pemerintah dalam suatu sistem pembangunan dan dalam reformasi hukum

harus dilihat dalam tiga kerangka, bidang yang perlu diperbaharui adalah

' Mardjono Reksodiputro, Op.cit, .hal.25.
Zgudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni,1983),hal.93-94,
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sisters hokuro (substansi, struktur dan kultur). Ketigs aspek perombakan ini
paling mempengaruhi satu sama lain®™. Struktur adalah mekanisme yang
terkait dalam kelembagaan, Substanst adaloh landasan-landasan, aturon-
aturan, dan fatapan-tatanan vang mendosan sistom itu. Kemudian Keltur
adalah konsistensi terhadap pandangan sikap flosofis yang mendasan
gistern ??

Keterkaitannya adalah supaya sistem penal nagional kita batk materiil
maupun formil sedapat mungkin mengindabkan prinsip-prinsip Hak Asasi
Manusia. In1 penting mengingat dalam upaya krimsnalisasi terhadap tindakan
subjek hukum korporasi akan berkait erat dengan sizpa yang akan
betanggungjawab. Pokok-pokok bghasan tersebul hingga sest ini masih
diperdebatkan dan bahkan masih menyisakan pro dan konira pakar hukom,
teoritisi maupun praktisi.

Namun hal ini tidak menjadikan kita surut untuk terus mengevolusi
aturan hukum nasional kita menuju kesempurnaan yang dicita-citakan,
Pengaturan terhadap korporasi sebagai subjek hukum vang dapat diminta
pertanggungiawaban pidana saat ini sangat urgen dan mendessk seharusnya
dijadikan prioritss wiama. Isu uiamanya adalah korporasi dan problem
Iingkungan dewasa ini.

Berikut int adalah contoh-contoh kejahatan lingkungan digeriai daftar

nama transnational company dan kotporasi nasional yang melakukannya:*’

HDR.S}*:‘aiﬁzﬁah,S‘H.,M‘HA,R&,{?&?&SZ Sesiologi Hukw,{Jskarta: PT.Refika Adbama, 2007},
hal.B3s,

*Disampuikan oleh Mutadi dalam kufish Sistern Peradilan Pidana, di Program Magister
Hmu Hokuen (5.2 UNDIP, 1933 delam Drs, M. Arief Amrulah SH. M Hom, O ot hal 25,

BGunawan, Hwkum Linghwngen den Tanggungiawab Linglungan Korporssi dalsm
Jentera Jurnal Hukem, Edist 18 (Jakara; Tabus [V Januari-Juni 28083, hal 56,
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Tabel 1.1. Nama Perusahaan dan Jenis Pelanggaran

t3

r i

Nama

ar ke Lt ..,

Chevrén

Pctréicimia

Perusakan hutan fropis Amazon

melalui pengeboran  minyak
besar-besaran  dan membuang
limbahnya di sungai Amazon dan
menpousur  jutasn  penduduk
Amazon

Coca-cola

Minoman

Privatisasi air
menghancurkan

banyak orang

yang
kehidupan

Dow Chemicals

Bahap kimia

Membuang lbwbah berseun d&
duergh radat penduduk

Foré Motlor Company

Automohil

Saizh sty penyumbang TNGs
emisi  karbon  tethessmr  danm
membiayal perEng demi
parebutan rainvak bund

Monsanio

Agroindustn

Kerusakan
pertanian monckaliur skala besar
yang difakukan dan
membahavakan keschatan
mamsia dengan Eanasan
genetiknve

lingkungan akibat

Wilmar Holding

Perkebunan Kelapa
Sawit

Kerusskan  lingkuagen dengsa
ckspansi  perkebunan  besar-
besaran dan peaychab
pengpusuran  masyarskat | dard
iahan mereka

Salim Group

Perkebuaan Kelapa
Sawit

Kerusakan  Hagkungan  dengan
ekspanst  perkebunan  besar-
besaran  (merupakan perusahaan
perkebunan dengan lahan terluas
di  Indonesia) dan  penyebab
penggusuran  masyarakat  dari
Ishan mereka

PT Newmont  Minghaga

Raya™

Penambangan

Membuang Tailing NMR  yang
mengandung  limbah B3 ke
Teluk Buyat tanpa izin

¥ Arsip Surst Dakwaan Jaksa Peauntut Umvm delam perkars pencemaran lingkungan olch
PT.Newmant Minahisa Rays, No.PRM-TRANDAS200%
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| PT.Lapindo Brantas,Jne”’ | Penambangan Melakukan pengeboran  tanpa
nnyak mengingdahkan proseduy
pemasANgan ring schagai
persyaratan  keamanan  yang
akibatkan luapan  humpuorimeed
secara  lar  yang  akhimya
menggenmel  [shan magvarakat
sekilar.

Pemanasan global sesungguhnya bukaniah sebab, ia adalah akibat.
a adalah skibat kapitalisme dan neoliberafisme, Ilustrasi diatas adalah tepat
uniuk menggambarkan perdagangas bebas sebagai salah safu pemicu
cepatnya pemsanasan global,

Mode produksi kapifalisik-neoliberalis pada indostri-industii
{ferutama perfasiss, indusi dan jasa) sepcrti vang dinyatakan diatas terus
berkembang hingga menjadi raksasa. Aktor-aktor utamanya yaitu Kerporasi
alias perusahaan fransnasional raksasa (TNCs) tentunya menghasilkan produk
yang luar aasa masifaya uniuk dijual, dilempar, atau di dumping ke pasar.
Pasar disini tentu tidak hanya negara nsal penghasil misalnya negara maju
‘macam AS dan Uni Eropa, pamun juga menkju negara-negara miskin macam
Asia, Afrika dan Amerikea Latin Ini adalah cici perekonomian global yang
berjalan diatas mode produksi kapitalistik-neoliberal vang terus berekspansi,
berotientasi ekspor, dan tuk henti memburu pasar-pasar barn.* :

Walhasii, negara miskin inenerima dampak kebijakan ckonomi
neolberal yang keliru seperti pembayaran utang vang besar, penghancuran
pasar dan harga preduk lokal, bencana lingkungan, konflik sosial dan
pelanggaran HAM, serta “pengurasan” sumber daya alam. Mereka juga harus
menanggung pemanasan giobal yang disebabkan  oleh sumbangan emisi
karbon duri model perismbuban ekonomi negara industrd maju.”’

Tantangan-tantangan tersebut diatss, membuoat aparat penegak
hukum, khususnya Penuntut Umem, untuk melakukan respon yang tepat demd

membela kepentingan masyarakat lvas dan menjamin keadilan ditegakkan.

¥ Arsip P-19 dan £-18 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur stas Berkes Perkara dari Polda Jawa
Timur dalas: kasas PT.Lapinds Brantas Inc,

Bunawan, Loc.oit.

SGunawan, Loc.oit,
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Beborapa  waktu  terakhir  inipun, perhatisn  nasional tertuju  pada
disidangkannya, —walau dalams waktn yang berbeda-, kasus pencemaran
lingkungan yang diduga dilakokan oleh PT. WNewmont Minshasa Raya
{PT.NMK) yang berlokasi di Minahasa dan Bolang Mongondeoow, Sulawesi
Utara, serta kasus luapan lumpur danl tempat pengeboran minyak bumi sumur
banjar panji-1,Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, vang diduga dilakukan oich
1. Lapindo Brantas Inc.

Menuret penulis, dari kedua kasus tersebul, tanpa mengurangt
bobot kualitas ilmiah dan tingkat kesulitan teknisnya dact berbagai disiplin
ilmu dalam pembuktian kedua kasus itu di persidangan, maka kasus PT NMK
bisa dikatakan istimewa dari kacamata hukum pidana, karena dalam kasus
pemidanaan lerhadap PT. NMR isilah ontuk pertama- kalinya korporasi
didakwa dan dituntut ke muka persidangan oleh Jaksa Peruntut Umum.
Dalam konstruksinya, maka dalam kasus ini, PT. NMR dijadikan sebagai
subtek hokum disamping fentu saja pengurusnva.

Hal ini membuat penulis tertarik dan tergerak oleh rasa ingin fahu
yang besar untuk melakukan analisa mendalam, menelasghnya dan mengkaji
secara kritis dan ilmiah proses pesuntutan yang dilskukan oleh Penuntut
Umum dalam kasus ini, terutama terkait kajian teoritis terhadap dokirin-
doktrin  pertangguigjawaban {(dari berbagal dokirin yang ada) yang
diaplikasikan kepada PT.NMR, disamping itv juga adalah pembernian dan
pengakuan terhadap korporasi dalam kasus int sebagai subjek hukum
disamping persoon yang mempunyai sifat persoonlijk (kemandirian) sungguh
meerupakan suatu terobosan hukum, mengingat hingga saat ini belum ada satu
pun korporasi yang dipidanzkan, terutama yapg menyangkut kegiatan
ekonomi korporasi yang membert dampak buruk terhadap lingkunpan.

Keistimewaan ini juga mengingat banvaknya pakar hukum dengan
sikap mendukung dan pokar hukum dengan sikap menolak dengan dasar atau
argumen hukumnya masing-masing pula yang menyatakan bahwa korporasi
dapat dimintai pertanggungiawaban dan juga korporasi tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana. Bahkan, jika dicermati, kedua argument dari

perspektif pakar-pakar yang berbeda tersebut keduanya dapat dibenarkan dan
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dapat diterima secara logis. Inilah yang membuat telsahan terhadap
pertanggungjawaban pidana korporasi ini menjadi menarik. Argumentasi
masing-masing pakar ini akan divraikan lebih fanjut pada Bab [IL

Bahkan Remmelink schubungan dengan hal itu menyatakan,
walaupun awalnya behau telah mengajukan teord pendekatan “psikologis”

terhadap badan hukuny;

“Harus saya akui bahwa sayas mengalami kesulitan dalam
menghadapi soal penetapan dapat dipidananya badan hukum di
datam hukom pidana komunal. Saya memandang hukum pidana,
bersalah atau dikenakan penghukuman, tidak muungkin dapat
memainkan peranan wtama di dalamnya,™

Sementara Ter Heide memilih pendekatan hukum pidana yang lebih
bermuansa “soswlogis”. Ia  menyatakan, “hohwae ferdapat  suatu
kecenderimgan dimana hikum pidana semakin lame semakin dilepaskan dari
konteks marnusia”. Sehingga hanya manusia saja sebagai subiek hukum dapat
pula disimpangi,

Alasan untuk memperiakukan badan hukum scbagai subjek
hukurm adalah berkaitan dengan badan hukum mampu untuk turut berperan
dalam mengubah situasi kemasyarakatan {penetapan badan hukum sebagai
pelaku fungsicnal), vang mengimplikasikan bahwa badan hukum dapat
dinyatakan bersalah.”

Dan beberapa data yang telah dikumpuikan oleh penulis, terdapat
beberapa tulisan baik atas hasil peneclitian terhadap pertanggungjowaban
pidana korporast melalui stadi kasus maupun tefashan secara teoritls mumi,
beberapa diantaranya jugs terkait dengan tindak pidana korporasi terhadap
lingkungan hidup, namun pada wmumnya data-data tersebut memuat hasil

penelitian dan kesimpulan yang didapat adalah masih memakai doktrin

®a.LJ. Van Slelen, Het Daderschap van de rechisperseon 5if milieudelicten, dalam M.G
Foure, L. Gudijk, D. Schaffimeisier, Ketthawatiran Masa Kivi Pemikiran Mengenai Fikum
FPidano Lingkungan dolam Teori dan Prakick, peneciemal Thstiam P, Mocliono, (Bandung:Cita
Aditya Bakh, 1994}, hal 229,

M Ibid, hal 237-238.
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perfangpungiawaban kepada subjek hukwm atau pengurus dari korporasi,
bukan terhadap korporasi it sendini.

Penclitian jurisprudensi yang dilakukan olch A, Pohan sehubungan
dengan masalah ini, hanya menemukan satu perkara saja yang menempatkan
korporasi scbagi terdakwa, yaitu perkara NV. Kosmo dan NV, Sahara dolam
putusan Pengadilan Negeri Ekonomi Jakarta No. 3/E/1065. Kesimpuolan
dalam peselibian jurisprudensi i adalah bahwa prakick peradilan pidana
Indonesia belum mengenal atau belum mengakol perfanggungjawaban pidana
suatu korporasi sebagal pelaku, Dengan perkataan lain, meskipun Korporasi
dapat dibuktikan scbagsi pelaku, pamun perfanggungiawaban pidananva
dibebankan kepada manusia vang menjalankan korporasi tersebut ataupun
melakukan tindak pidana yang bersangkutan ™

Menurut AU, Van Strien, bagaimanapun beratfiya akibat/dampak
dari kriminalitas, kita tetup harus memperhatikan aspek-aspek pembatasan,
penyelenggaraan kekuasaan dori asas legalitas mavpun asas kesalahan, Cara

" bagaimana kedua asas itu dikaitkan, tergantung pada tindak pidana yang
dilakukan,*

Berpegang teguh pada landasan hukum serta cara menerapkan
pemidanaan terhadap korporasi-korporasi tersebut dengan tetap merujuk pada
“dire procezs of law” ataun “proges hukum yang adil dan layak™ tetap harus
menjadi pedoman dalam penegakkan hulkum. Arti dari “due process of law”
adalah lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-
undangan secara formif™.

Dalam Surat Ederan Jaksa Apung Muda Tindak Pidana Umum {8E
JAMPIDUM) NomorB-6O/E/EIP/01/2002 tangga! 29 Januari 2002 butir 3

jelas dinyatakan, @

“Kejahatan perusahsan {Corporate Crime) merupakan kejahatan
yang relalif barn dalam prakick penyidikan, pemuntutan den

Mardjono Reksodiputro, fbid, buku i, hal.64-85.
BaA U, Van Strien datam Tristan B, Mocliono, Kekhawatiran Masa Kini (Pemikivan

Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Prakiek), (Bandung:Ciira Aditya, 1994},
hal.46.

¥Mardjono Reksodipotro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana,

(Jakarta,Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukoum,2007), hal 8.
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peradilan di negara kita. Dengan kian majunya teknologi, ilmu
pengelahuan dan system informasi, kejahatan-kejshatan perusahaan
kian marak dan umumpya menyangkat kejahatan finansial/harta
benda dalain jumlah besar™.

Berkenaan dengan pertanggungiawaban korporasi ind, beberapa hal
vang perlu dikai uwlang oleh penuntul wmum adalah : dapatkah korporasi
dikatakan sebagai subjek hukwm yang wmempunys: hek dan kewajiban
sebagaimana Imyaknya subjek hukum manusia? sejauh mana korporasi harns
bertaaggqng jawab terhadap tindak pidana  yapg  terjadi?.  Muodel
pertanggungiawaban pidana yang manakah yang dapat diterapkan kepada
korporasi?, serta ajaran perfanggnngiawaban yang manaksh pula yang dapat
diagosasikan terhadap korporasi sebagai subjek hukum?

Sehﬁbuﬁgan dengan prinsip-prinsip pokok yang harus diperhatikan
dalam rangks pertangpungiwaban pidana terhadap korporass, dan dikaitkan
dengan respon atas mendesaknya vntuk menerapkan pidana terhadap subjek
hukum korporast yang disangka melakukan tindak pidana khususnya terhadap
lingkungan hidup yang cenderung meningkat dewasa i, maka permasaiahan
penegokan hukum terhadap korporast yang disangka sebagsi pelaku kejahatan
Lingkungan tidak dapat ditunda.

Persoalan tersebut sangat penting untuk dikaji secara lebih
mendalam secara imiah, mengingat belum sempumanya hukum dan belum
adanya kesatuan pendapat hukum dari pakar hukum, teoritist dan praktisi
mengenal pokok permasalahan yang mengiringi upaya pemidanaan terhadap
korporasi o sendir.

Penuntet umum di satu sisi dituntut ontuk dapat melakukan
tuntutan hukum melalul rumousan delik dan pemiiihan dokinin yang dirasa
tepat untuk menjangkao dan memidanakan korporasi yang disangka sebagal
pelaku kejahatan lingkungan. Ini sesual dengan bunyi pasal 37 ayat (1)
Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Mo 23 Tahun 1997 (UUPLH)
menyotakan bahwa “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke
pengadilan dan/ateu melaporkan ke penegak bukem mengenat berbagai

masalah lingkungan hidup yang merugiken perikehidupan masyarakat™.
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t.2. Rumusan Masalah.

Dari uraian di atas terlibat behwa di satu sisi ada kebutuhan untuk
meclakukan respon yang tepat berupa pencrapan pidana terhadap korporus
yang didakwa melakukan tindak pidana i{husuénya terhadap lingkungan hidup
yoang cenderung meningkat dewasa ini, scmentara di sisi yang lain belum
terdapat kesatvan pendapat hukum dari pakar hukum, teoritisi dan prakiisi
mengeneai upaya pemidanaan terhadap korporasi,

Oleh karepa itu penulis menilai penting untuk  melakukan
penelitian mengenal sejavhriana penuntut wmum mengakomodir tuntutan
masyarakat dalam  menyclesasikan perkara tindak pidana pencemaran
lingkungan hidup oleh korporasi serta aps sajs kendala vang dihadapi
penuntut umom  dalam  upaya wemidanakan korporasi dalam  situasi
térbatasnyn peraturan yang ada tentang kejahatan korporasi. !

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat {ebih terarah, rumusan
permasalahan tersebut difokuskan kepada beberapa pertanyaan penelitian
sebagal berikut :

1. Dokirin/ajaran tentang pertanggungiawaban manakah vang digunakan oleh
Penuntii Umum dalam upaya memidmakaﬁ korporasi seﬁagai pelaku
kejahatan lingkungan?

2. Bagaimana bentuk dakwaan yang digunskan oleh- Pemuntut Umuom
terhadap terdakwa korporasi sebagni subjek hukum?

3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Penuntut Umum untuk meserapkan

pemidanaan sebagal upaya sltimum remedinm terhadap korporasi?

1.3, Tujuan Dan Manfaat Penclitian

Berkaitan dengan masaiah upaya pemidanaan korporasi scbagai
upaya wltinnon remedium dalam kejshatan lingkungan, maka tujuan yang
hendak dicapal dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana
penuntut umum pada saat inl menyiasati keterbatasan perundang-undangan
atau kelentuan peraturan tenfang pemidanaen terhadap korporasi terutama,
maupun dalam peraturan pengelolaan lingkungan hidup itu sendirl untuk

menjerat korporasi sebagai pelaku kejohatan lingkungan.

Universitas Indonesia
Penerapan Pidana..., Antonius Budi Satria, FH Ul, 2009



Telaghan dan analisa idmiah akan dilakukan dengan melihat pada
pendekatan doktrin yang dianut dalam prakteknya saat ini, sehingga dapat
mempermudah dan menghilangkan keragoan pada penuntut umum dalam
merumuskan subjek hukum korporasi dalam surat dakwaannya vang nantinya
juga akan dipakai untuk lsndasan jenis pemidanssn vang dapat diterapkan
kepada korporasi, serta untuk dapat menganalisis kendala-kendala yang
dihadapi dalam upaya menggunakan pidana terscbut  sebagai premniion
remedivm terhadap korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup.

Selain v twujuan dan manfaat penelitian ini juga secars praktis
uniuk membert sumbangan kepada pemerintah, masvargkat dan penegak
hukum delam  hal perumusan kembali delik-delik vang terkait dengan
korporast i dalam RUU thi'iP sgbagal juy constituendwm dalam upays
menanggulangi keiahatsm korporasi dalari berbagai bidang serta secara teoritis
guna menambah referensi ilmu pengetahuan Hmiak di bidang huknn pidana,

khususnya yvang berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi.

1.4. Kerangka Konseptual

Perkembangan ckonomi telah menyebabkan majunya aktifitas
perekonemian masyatakat dan mendorong peningkatan kualitas hidup di
peloagai  bidang, khususnya bidang eckonomi dan sosial. Masyarakat
internasional pun saat ini tolah memasuki bidang kehidupan yang didasad
kepentingan-kepentingan ckonomi semata, baitk dalam kapasitasnya sebagai
individu maupun dalam wujud korporasi dalam bidang industri.

Korporasi sendiri sccara khusus mendapat bahasan yang mendalam
pada Kongres PBB ketujuh di Milan, Itali, tahun 1983, Corporaiion crime atau
kejahatan korporast merupakan jems kejahstan yang tergolong baru dan
karenanya masth menimbulkan ketidaksamaan dalam pendefinisian corporate
crime tersebut, hanya terdapat pengertian secars universal terhadap kejahatan
korporasi. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kejahatan korporasi ini

adalah bagian dari white collar crime dan terutama dilakukan dalam skala
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bisnis yang besar (big bussines)’ . Sementara Frank dan Lynch dalam bukunya
Corporate Crime, Corporate violence membedakan antara white collar crime,
corporate crime dan corporate violence. Menurut Frank dan Lynch (1992:17)

white collar crime adalah:

“Socially injurious and blameworthy acts committed by individuals
or groups of individuals who occupy decision-making positions in
corporations and bussineses, and which are committed fir their
own personal gain against the bussineses and corporations that
employ them”.

Sementara itu yang dimaksudkan dengan corporate crime adalah:

“Socially injurious and blameworthy acts, legal or illegal, that
.cause financial, physical or environment harm, -commited by
corporations and businesses against their workers, the general
public, the environment, other corporations and businesses, the
government, or other countries. The benefactors of such crimes is
the corporation”.

Mengenai corporate violence, menurut mereka adalah:

“is a subset of all corporate crimes which includes: corporate
crimes, as defined above, that cause physical injury to workers, the
general public (both in the US. And abroad), or the environment

(including land, air, water, animals and plants »36

Kejahatan jenis baru ini dirasakan sangat merugikan kesejahteraan
masyarakat, bangsa dan negara dan dapat dikategorikan sebagai public welfare
offences. Dampak merugikan terutama dirasakan oleh negara sedang
berkembang.

KUHP nasional yang saat imi berlaku masih merupakan
peninggalan atau warisan dari pemerintah kolonial Belanda, sehingga dirasakan
pasal-pasal yang ada sudah tidak mampu lagi menampung perkembangan nilai-
nilai yang ada di masyarakat yang seharusnya merupakan cerminan substansi
dari nilai budaya masyarakat. Pembaharvan hukum karenanya mutlak

dilakukan untuk me-reformulasi KUHP nasional yang saat ini berlaku dengan

”Mardjono Reksodiputro, Pertanggungjewaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana
Korporasi”, dalam Op_Cit. hal 67.

®prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini,S.H., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,
(Jakarta:P.T. Grafiti Pers,2006), hal, 40-41.
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perkembangan yang terjadi vang diselaraskan dengan substansi nilai-nifai
budaya bangsa. Pembaharuan int tentu saja hares komiprefiensif meliputi hukum
pidana maternl, hukus pidapa formil dan hukum pelaksanasn pidaz‘za”. Ketiga
hal tersebut perlu dilakukan secara berinngan satu dengan yang jain.
Dalam pertanggungjawaban  pidana korporasi, tampakaye R-
KUHP {draft 2008) menerapkan dokfrin identification theory. Hal i teshihat -
dari pengaturan Pasal 48 dalam RKUHP tersebut. Terdapat definisi pada
Pasal 48,

“Bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan

oleh orang-orang vang bertindak untuk dan atas nama korporasi,

atau demm kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja alau B}
berdasarkan hubungen latn, dalam lingkvp uwsaba, korporasi '
tersebut, baik diri sendiri atair bersama-sama™, A '

Kemudian dalam Pasal 31, persoalan mengenai sejauh mana

pertanggungiawaban terhadap pengurus korporast dinyatakan,

“pertangpungjawaban  pidana  pengurus  korporasi | dibatasi
sepanjang pengurus mempunysi kedodukan fungsional dan straktur
korporasi®™,

Pasal ini menunjukkan bukan pemidanaan untuk korporasi tetapi
pemidanaan untuk pengurus. Kalau kita Lihat dalam Pasal 48 ini sdalah .
menyangkut paykeris ability’®. Paykeris ability artinya orang bisa dipidana
semata-mata karena kedudukan bukan karena keteriibatan dia dalam findakan
pidana tersebut. Di satu pihak ada kebutuhen untuk menuntut tanggung jawab
dari orang-orang yang melalatkan tugasnya, di [ain pihek ada persoalan-
persoalan dalam kaltsnnya dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan.

Sementars penerapan doktnin strict Hability dan viearious Lability
masih terlihat dalam R-KUHP Nasional draft 2008 | Dapat dilihat misalnya
tlalam Pasal 49,

Ysudarto, Penbaburnan Mk Pidana di Indenvsia, dalam Simposium Pembaharuan
Hukura Pidana Masional, Jakaria:Binacipta, 1986),kal. 26,

*Agus Tinus Polan, Makeloh Kejohatan Korporasi dalam RUU KUHP, Seri Diskust
Rancangen KUJHEP 3, {(Bandung:2005), kal 3,
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“Hka tindak pidana dilokukaen och korporasi, pertanggungiawaban
pidana dikenskan terhadayp korporasi dan atan pengurusnya”.

Pertimbangan perumusan  konsep s#rict finbility dan Konssp
vicarious Hability dalam R-KUHP nasional tersebut didasarkan kepada realitas
bahwa akhir-akhir inl keruglan vang ditimbulkan dalam aktivitas kerporast
baik bagi individn maupun masyarskat dan negars adalah sangat besar”
Dalam hal in, strict liability {absolute liability) yang meninggalkan asas mens
rea merupakan refleksi  kecenderungan untuk  menjaga  keseimbangan
kepentingan sosial.*®

Yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan sekarang juga adalah
upaya “penanggulangan terhadap kejahatan korporasi  tersebut dengan
menggunakan sarana penal, diéarﬁping tentunya terdapat sarana non-penal,
terhadap fenomena ini di tengah keterbatasan ketentnan atau aturan
perundangan lenfang pemidansan korporasi yang  s2at ind sedang di
reformulasi.

Dralam hal ini aparat penegak hukum, khususnya Penuntut Umum
harus segera mengatasi Kkelemshan  peraturan dalam  hal ini dengan
menggunakan pendekatan kebijakan don pendekatan nilai suatu dokirin tertentu
yvang berfungst sebagal ;wfiindurzgaﬁ sosial (secial defense) untuk

mernpertahankan kesejahicraan masyarakat.

1.5. Kerangka Teori

Ketika perkembangan perckonomian semakin pesat dan menyentuh
semua bidang kehidupan magyarakat, maka perubahan sosial masyarakat juga
mengalam: kecenderungan untuk berubah dengan cepat. Namun seperti
layaknya dua sist mata vang, disamping terdapat perubahan sostal yang memuju
pada aspek positif dan konstruktif, terkadang perubahan sosial yang cepat juga
mengakibatkan eckses negatif atan memiliki dampsk buruk pada perubahan

PHamzah Hatrik, Op.Cir, hal 16,
bid
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ntlai-nilai social yang bersifat de-moralisasi atas nilai dan norma vang hidup
dalam masyarakat ito sendint,

Hukum atau aturan pada ummunnya, baik penal maupun non-pendl
scbagar bagian penunjeng dart kebijakan sosial yang berfungsi sebagai
kebijakan perdindungan sostal yang bertujuan sntok mencapai tujuan berupa
kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masvarakat, tidak dapat dilepaskan

fakior-faktor yang mempengaruhinya, Mahfud MD menulis,

“Kebijakan Hukum yang akan atay telah dilsksanakan secara nasional
oleh pemerintah; mencakap pula pengertian teatang bagaimana politik
memengarahi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang
ada di belakang pembuatan dan penepakan hukum ite, Di sini hukum
 tidak dapat banya dipandang scbagai pasal-pasal vang bersifat
imperative ataw kebarusan-keharusan, melainkan harus dipandang
" sebagai sub-sistém yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat
ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-

pasainya maupun dalam implementasi dan penegakannya™®'.

Perlu ada pengaturan ferus mencrus terhadap segala sesustn yang
berkembang dan terjadi di dalam masyarakat. Perkembangan ckonomi yang
sangat cepat telah mengubah bentuk dan modus kriminalitas yang terjadi di
masyarakat. Hukum selatu tertinggal, teriehih dalam kejahatan dengan cird
yang ;}iéakukan “tanpa kekerasan” {(non-violeni), dan yang “sebenarnya
merupakan prakiek bisnis yang tidak jujur” dar pelaku ekopomi itu sendin
yaitu korperasi,

Hendry R.Chasseman memberikan pendapat,

“Law cannot be wrilten in advance to anticipate every dispute that
could arise in the futwre. Therefora, general principles are developed
to be applied by court and juries (o individual disputes. This flexibility
in law leads to some uncertainty in predicating result of lawsuit"*,

{Hukum tidak dapat dibuat atqu ditulis terlebih dabuly, mendahului
dan uotuk mengantisipasi setiap sengketa yang mungkin bisa datang di

"Mahfud MD, Pelitik Huknm di Indonesia, {Jokana:LP3ES,1998), ha.1-2,

“Hendry R, Chesseman,  Conmtemporary  Bisiness  and  E-Commerce
Law:Legal Global Digital and  Ethicel Environment Foweth Edition, (New Jersey:Prentice
Hat 2001, hal, 4.
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ntasa yang akan datang. Sehingga prinsip-prinsip umum
dikembangkan oleh pengadilan dan para juri untuk diterapkan ke
sengketa-sengketa  individual.  Fleksibilitas dari hukum ~ ini
mengakibatkan ketidakpastian di dalam memprediksi hasil dari suatu
sengketa hukum. Terjemahan bebas penulis).

Menurut Hendry bahwa hukum tidak mungkin berada di depan
perkembangan teknologi informasi maupun perkecmbangan masyarakat itu
sendiri.

Lawrence M.Friedman mengatakan dalam sebuah system hukum
terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi. Ketiga komponen tersebut
adalah: struktur (structure), substansi (substance) dan budaya hukum (legal
culture)”. Menurut Friedman cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur
hukum itu adalah deﬁgah mengibaratkan-struktur hukum sebagai me_sin,”dengan
substansi berupa apa yang dikerjakan atau dihasilkan dari kerja mesin tersebut,
sedangkan budaya hukum adaazh apa atau siapa yang memutuskan untuk
menghidupkan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut
d{gunakan“.

Berpijak dari konsep hukum yang dikemukakan oleh Friedman
tersebut, maka dalam seb.uah sistem peradilan khususnya bagaimana lembaga
penuntut umum/penuntut umum menerapkan peraturan yang ada dalam
kaitannya dengan penuntutan/pemidanaan terhadap korporasi juga mengandung
ketiga unsur tersebut. Struktur, dalam hal ini dikhususkan adalah lembaga
penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk mendakwa dan menuntut
perkara kejahatan korporasi. Substansi, adalah aturan yang dipakai oleh
penuntut umum untek melakukan penuntutan terhadap korporasi yang didakwa
melakukan kejahatan lingkungan. Budaya hukum, hal-hal yang berupa suasana
pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum
digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Kemajuan ekonomi telah
mengakibatkan kemudahan di setiap aspek kehidupan manusia, seiring dengan

itu timbul pula berbagai masalah baru sebagai akibat logis atau konsekuensi

YLawrence M. Friedman, American Law:An DIuroduction, 2™ Edition (Hukum
Amerika:Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wishnu Basuki), (Jakarta:Tatanusa,2001),hal.6-8.

dd 4y -

Tbid . 11al.8.
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dari setiap kemagjuan, dalam hal ini  adalah  jenis baru  pelaku
kejahatankorporast.

Kajian krininologi yang telah ada pada saat ini masih lebih banyak
ditujukan kepada penvelidikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku
per individy, belum beranjak atau berkembang terhadap penyclidikan atas
keishatan yung dilakukan oleh korporasi. Kiranya ini menjadi catalan penting
univk ditindaklanjuti dalam penelitian tersendiri. Indoncsia juga tidak luput
dari cengkeraman kejahatan oleh korporasi ini lervtama juga karena bukum
posilif vang ada saat ini belum secara spesifik mengatur kejahatan korporast
tersebut.  Datam  R-KUHP - Nasional tshun 2008 telsh  dicoba untuk
mengkonsepkan korporasi sebagat subjek pidana den oleh karcmanya dapat
dipertanggnngjawabkan secara pidana. Dalam hal inilah dirasakan masth
terdapat ketidakjelasan, untuk ity perlu pembaharvan. System akan bekena
dengan baik untuk mencapai tujuan apabila setiap unsur saling mendukung dan
melengkapi. Kelemahan pada satn sistern akan berdampek pada robohnya
keselumhan sigtem.

Terlebih lagi, jangan sampai dikarenalcan ketidakjelasan formalitas,
hak warganegara untuk rﬁerzt:azi dan mendapat keadilan nenjadi terhalang,
yang berarti keadilan tidak akan fercapai karena aparaturnya jusirz menjadi
penghalang  {barrier) dengan alasan ketiadsan aturan, Dengan  lidak
diaksanakannya kewajiban hukum sesuni aturannya maka dapat dikatakan
penegak hukum melekukan Dnpunity terthadap pelaku tindak pidana atau
hahkan delict by omission,

Sebagal sehuah sistem, peradilan pidana merupakan safe kesatuan
yang berorientasi kepada tujuan bersama, Criminal Justice System memiliki
tujuan jangka pendek untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana,
tujuan jangka menengah adalah pemberantasan kejahatan don untuk twjuan
jangka paniang mencapal kescjahteraan sosial®®. Mardiono Reksodiputro juga
berpendapat bahwa sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk mencegah
masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesatkan kasus kejohatan yang
terjadi sehingpa masyarakat puss bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang

SMuladi, Kapita Selekin Sistem Peradilan Pidona, (Semarang:Badan  Penerbit

Universizas fHgonegoro 2004} hal, 2.
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bersalah dipidana, dan mengosahakan agar mereks vang pemah melakukan

kejahatan tidak melakukan kejahatan fagi™.

L&, Metode Penelitian
Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bshan
yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah diromuskan.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalan penulisan ini
terdiri dari sistematika sebagai berikut:
1.6.1. Bentuk dan Jenis Penelilian
Penclitian ini bersifat penclition normatifempiris’,  yakni
penelitian yang didasarkan pada deta primer (data Japangan) yang
stinber datanys didapat dengan cara wawancara dan-data sekonder
yang sumber datanya diambil darl peratwran-peraturan hukum,
putusan pengadilan, teori-teort hukum dan pendapat para pakar
hukum serta dengan melakukan telaahan/pengkajian terhadap
hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang akan
diteliti,terutama  dari  kasus penanganan terhadap kejahatan
iiﬁgkuﬁgén oleh korporasi diantaranys éaiam- kasus terhadap PT.
Newmont Minahasa Rayas (PT.MNRY.
-1.62. Jenis dan Sumber Daia
Data vang dipergunakan adalah :
1.6.2.1. Data sekunder yang didukung dengan data primer. Data
sckunder yang digunakan adalah yang paling sesuvai dan
berkaitan erat dengan materi penelitian, yaitu peraturan
ptrundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya
yang memuat tentang pemidanaan lerhadap korporasi serta
putusan-putusan pengadilan  fentang kasus kejahalon
lingkungan eleh korporasi. Sember data ini dipercleh

dengan cara penclusuran literatur dan memanfazatikan

“Mar&icm Reksodiputre, Loe. Cit, Hal 84,
“Soerjono Soeksnto dan Sri Manwdii, Penefition Hukum Normatif Cel 4, (Jakarta:Raja

Grafindo Persada, 1994}, hal 12-22,
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hahan-bahan lainnya sepertiz hasil penclitian, buku-buku,
hasi seminar, jurnal ilmiah serta media masss lainnya,
1.6.2.2. Data primer diperoleh nmielalul penclitian lapangan yakni
dengan melakukan kegiatan wawancara kepada pihak-
pihak terkait dengan topik penelitian ini, antara lain Jaksa
Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Unium votuk mengetabui selama i dokirin apakah vang
dianut dalam/digunakan untuk menjerat korporasi sebagai
pelaku kejahatan lingkungan, serta bsgaimana rumusan
dakweannya terutama yang terkait dengan penanganan
kasus kejahatan lingkungan oleh korporasi. Juga
. wawaneara akan dilakukan dengan para pakar hnkum dan
praktisi hukurn.
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data
1.63.1.  Dalam rangka pengompulan data sekunder dilakukan
penelitian  kepustakaan (library research) melalui buku-
bukw/ijteratur, jurnal flmiab dan sumber lain yang relevan
dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini
penulis mengumpulikan bahaa-bahan bukum primer berupa
peraturan perundang-tndangan dan bahan hukom sekunder
berups kepustaksan hukum, literatur/baban bacoan sera
bahan hukum tersier berupa bahan yang diambil dar media
massa yong memuat penelitian yang dapat menunjang dan
digunakan sebagai informasi tambahan penelitian ini.
1.6.3.2. Dalam rangka pengumpulan data primer dilakukan penelitian
lapangan {(ffeld research) dengan cara wawsancara langsung
dar: terbuka depngan para pakar hukum lingkuengan dan
prakiisi hukuwm (Jaksa, Hakim dan Advokat).
1.6.4. Analisis Data
Data vang diperoleh akan dianalisis kemudian disusun secara sistermatis
untuk selanjuinya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan

terhadap masalah yang dibahas.
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1.7. Bistematika Pegelitian

Hasil penelitian ini secara keseluruhan akan ditvangkan dalam lima

bab, dengan urutan pembahasan sebagai berikut :

BAB1

BAB I

BAB Il

PENDAHULUAN

Merupakan Bab pendahuluan yang menyajikan  latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, kerangka konseptuai, kcrangka teor,
dan metode penchitian, dan sistematika penulisan penelitian,
TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN
KORPORASI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

KORPOKRASI SERTA TINDAK PIDANA
KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA
LINGEKUNGAN INDONESIA

Bab ini memust azas dan konsep pertanggungjawaban
korporasi, termasuk dokirin/teori  pentanggungiawaban
yang dianut dalam hokum lingkungan Indonesia, model-
model pertanggungiawaban  korporasi, kedudukan
korporasi sebagai subjek hukum pidana/pelaku tindak
pidana dan pertanggungjawabannya dalam  hukum
Indonesia, berbagat bentuk tindak pidana korporasi dalam
kasus lingkungan hidup, dampaknya terhadap korban dan
pembangunan ckonomi.

PEMIDANAAN KORPORASI SEBAGAL UPAYA
ULTIMUM REMEDIUM OLEH PENUNTUT UMUM
DALAM KASUS KEJAHATAN LINGKUNGAN
HIDLUP

Bab ini membahas hasi! penelitian terhadap kasus-kasus
kejahatan lingkungan vang dilakukan oleh korporasi yang
pernah  terjadi G Indonesia, khususnya dalam  kasus
pencemaran hingkungan oleh PT. Newmont Minahasa
Raya, serta doktrin manakah yang dianut dan delik apakah

yang digunakan untuk menjeratnya, bagaimana penuniut
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BABIV

BABY

3G

umum mennmuskan dalowaan terhadap korporasi sebagai
subjek hukum pidena, sanksi apa yang selama ini dapat
dijatuhkan oleh penuntut umum kepada korporssi serta
kendala-kendala apa saja yang dihadapi peruntut umum
dalam memidana korparasi,

PENGATURAN KEJAHATAN LINGKUNGAN OLEH
KORFORAS] DALAM  RANCANGAN  KUHP
NASIONAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA

Bab im membahas perkembangan upays kriminalisasi
kejahatan korporasi di dalam RUU KUHP Nasional
dihubungkan dengen hasil penelitian terhadap kejshatan
lingkungan oleh korporasi yang telah terjadi apakah telgh
ditampung di  dalam RUU KUHP sebazai upaya
mengantisipasi kejahatan jenis baru ini.

PENUTUP

Merupakan bab penutup dari tulisan ini yang akan mencoba
untuk memberikan kesimpulan dari analisis penelitian
berdasarkan permasalahan dan pembahasan dalam bab-bab
sebelumnya dan garan yang mungkin dapat digunakan
untuk para pihak vang terkait.
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BABII
TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN KORPORASI,
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SERTA
BERBAGAI TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA
LINGKUNGAN INDONESIA

2.1, Azas dan Konsep
2.1.1. Pengertian Korporasi

Perkembangan dunia dewasa ini -dilthat dan  berbaga
nerspekfifnya- sungguh mengagumkan. Banyak sekali pergeseran nilai
dalam tatsnan kKehidupan modem kini. Paradigima masyarakat tidalk

¢ lagi sepenubnya berpegang teguh. pada primordialisme nasionalisme
bangsa-negara, namun mulai tombuh dan mewuiud dalam identitas
barz schagai manusia intemasional yang bergaul sebagai suatu
komunitas masyarakat internasional. Mindses ini pastinya terbentuk
sebagai sebuah pemenuhan aken peluang aktifitas ekonomi terkini
vang dimensinya seclah mengatasi muang dan wakiu dan selalu
melintasi sckat-sckat perbatasan multi-negara.

Era perdagangan bebas dumia saat ini pun, didukung oleh
kemajuan ilmu pengetabuan dan teknologi, khususnya dalam
teknolegi informasi, telah membuat batas-batas nepara tidak lagi
mempunyai arti penting. Kenyamanan menkmali  pertumbuban
ekonomi tinggl yang ditkuti pesatnys volumne perdagangan mullilaters!
sebagat akibat gktivites masvarakat intemasionsl memunculkan
‘pemain bany’ yaitu korporast. _

Mamun, modernisas) juga membawa konsekucnsi berbeds,
Peran dan kegiatan ckonomi korporasi yang masuk ke segola lini
kehidupan masyarakat modem sangat memudahkan dan bahkan
merubah pola hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, di satu sisi
ternyata menimbulkan dampak juga terhadap lingkuogan idup.

Beberapa kasus di Indonesia yang terkait kasus sy lingkungan

hidup telah mengakibatkan sengketa antara rakyat dengan korporasi
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yang dibarengi pula tuntutan akan tanggungjawab negara untuk turot
serta dalam penyelesainn sengketa tersebut. Kasus Teluk Buyat dan

Luapan lumpur Lapindo bisa dijadikan contoh yang tepat dalan hal

ini. ¥

Lantas, apakah tanggungjawab korporasi dalam pengelolaan
lingkungan merupakan  baglan  dari  tanggungjawabnya  atau
kewajibannya telah selesai ketika korporasi tzrsebut membayar pajak,
jadi  pengelolsan  lingkungan adalab  tanggungiawab negara
{nemerintah)?.*

Kamla Bhasin, seorang aktivis masalah kesenjangan sosial

antar negara dan juga kesetaraan gender dan India, bervjar,

“Sistem ekononi  saat im  membuat  penghidupan  dan
kehidupan orang miskin memburnk. Ketika Mal {pusat
perbelanjaan} besar datang, ratusan pedagang kecil bangkrat.
Korporasi f(ransnasional mcorampas sumber air penduduk,
memprases, mengemas, lalu  menjual  kembali  kepada
masyarakat pemilik air dengan harga mahal. Padahal sekitar
1,1 milyar penduduk dupia tidak punya akses pada air minum,
sekitar 2,6 milyar orang tak punya sanitasi memadai dan 1,8
Jula anak mati setiap tahun oleh penyakit terkait air.

Air, udara, dan tanah {ercemar kegiatan indusiri yang
meracumd  sumber pangan, Hutan dan dJdaerah resapan air
dihancurkan. Saat imi 200 korporasi fransnasional mengontrol
&0 persen ckonomi dunie, membuat ketimpangan ekonomi
sernakin dalam.

Semua tindgkan kriminal seperti penghancuran lingkungan
dan pomografi anak adalah bisnis milyaran dolar, demikian
pula perang. Keserakahan menjadi tuhan, System ekonomi
yang didasan keserakahan wmenciptakan perang terbesar
perang melawan  kehidupan, perang  menghancurkan
Ingkungan dan alam. Lingkungan dan keseharian kita penuh
kekerasan™.

Lebih lanjut Kamia mengatakan,

BGunawan, Hikum Linghkungan dan Tanggingjoweb Linglumgan Korporasi, artikel dalamn
Jurnal Hukum Jontere,, Edist 18 (Jakarna Tahun 1V Januar-Joni 2008), hal 46,

“ihid
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*Perang global saat i (adalah) akibat langsung dari
keserakahan korporasi yang ingin mengontrol sumber daya.
Ekonomi yang hanya didasari keserakahan dan pengerukan
untung adalah ekonomi kematian, Sistermn ckonomi global saat
ini adalah ekonomt perang permanen. Instrument perangnya
perjanjian  dagang yang koersif dan  digumakan untuk
membangun system ckoromi berdasarkan perang dagang,
teknologi produksi berdasarkan kekerasan dan kontrot™°

Juga perlu mendapat pechation adalaly bahwa keishatan dengan
pelaku korporasi/badan hukum ini dilakukan melalui tindakan dan
perilaku iixzzdak pidana yvang tdak nwdah dimengerti oleh awan,
namun dengan akibat dapn kermugian yang diimbuoikan bahkan jauh
melebihi kejahalan konvensional seperti vang dilskukan oleh manusia
pribadi {natiaaiijke person). _

Terkait perilaku tindak piéazzav korporasi yang tidak mudah
dimengerti oleh awam ditegaskan kembali oleh Clinard dan Yeager
yang mengatakan,

“Except in such crimes as fraud, ihe victim of ordinary crime
knows that he or she has been victimized. Victims of corporate

crimes, on the pther hand, are often unaware that they have

been taken” !

Demikianlah perkembangan korporasi banyak memberikan
kontnbusi perkembangan perekonomian suatu negara, sekaligus juga
ta tak jarang menciptakan dampak negatif karena keinginannya untuk
memperoleh keuntungan sebesar-besamya.

Trend perkembangan dan pertumbuhan peran korporasi yang
menggurita dalam setiap aspek kehidupan masyarakat tidak lein
merupakan sifat yang menonjob dari majunya peradsban masyarakat
pasca-industri itu sendird pada awal abad ke-21. Karporasi semakin

mendapat peran penting karena refleksi kemajuan teknologi berbagal

®Kamla Bhasin, Kamia Bhasin tentang Kesalinglerkaitan, Hodian Kompss, wngpal 16
November 20088, hal 12

S'Marshall B. Clinard dan Peter £, Yeager dalam Made Darma Weda, Reberapa Cotatan
rany  Kejahatan Korporasi, AMokeleh Seminar Nagional Vikiimolop: Hl, Swsbava FH
Universitas  Alrlangga bekerjasoma dengan Mivazaws Foundation Asies Crime  Provention
Foundation (ACFP) Moasumoto Foundation, 1993), hal. 13,
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bitlang  yang membuatnya memiliki  nefwork sebhagal  korporasi
multinasional.

Ketika porsi perbatian terhadap hukum ckenomi semakin besar,
maka demikian pula perhatian terhadap korporasi. Perkembangan
korporasi terutama terfadi di bidang hukum perdata ketimbang di
dalam bidang hukum pidaon.  Perkembangannya didassri pada
kebutnhan magyarakat untuk memodernisasi perckonomiannya.

Istilsh korporasi scbenarnya merupakan istilah yang biasa
digunakan oleh para ohli bukum pidana dan kriminolog untuk
menyebut apa yang dalme bidang hukom lain, kKhususnya bidang
hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda
disebut rechispersoon atau dalam bahssa Inggris dengan istilah /egaf
person atau legal body™.

Pengertian korporasi itu  sendiri menurut Black's Law

discbutkan sebagai:

“An Ewtity (usually a bussines) having auhority under faw to
aci as a single person distinct jrom the shareholders who own
it and having rights o issues stock and Yo exist indefinitely, a
group or suceession of persons established in accordance with
fepal rules into. o legal or juristic person that has legal
personality distinct from the natural persons who make it up.
Exist indefinitely opart from them, and has the egol powers
that Is constitution gives it

Dalam The Cencise Dicticnary of Law dikatakan:
“Corporation (hody corporate): An entity that has legal

personedity, Ledt iy capable af enjoying and being subject to
logal rights and duties".>’

“Rudi  Prasetyo, Perkembangan Korperesi Dalam  Proses  Maodernisesi  don
Penyimpangan-penyimpungannya, Makalsh dispmpaikas pada Semmnar Nosional Kejahatan
Korporasi i FH-UNDIP |, {Semarng:23-24 November [989), halZ.

“Bryan A.Garner, (Editor in Chief), Black's Law, Seventh Edition, (St.Paul, Minim;
West Publishing Co., 1999), hal.341.

H Elizabeth A Martin (ed), Martia R. Baham,dlde, 7he Coneise Dictionary of Law, {Great
Britisn:Oxford University Press, 1988), hal 85,
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Sementara dalam  Jowitt's Dictionary of English Law,
keterangan mengenat apa yang dimaksudkan dengan corporation

sangat panjang, antara fain dijctaskan sebagai berikut”

Corporation, a siceession or collection of persons having in
the estimation of the law an existence and rights and duties
distine from those of the individuad persons who form it to form
fime io time.

A corparation is also known as a body politics. It has a fictious
personality distinct from that of its members.

A corporation soul consists of only one member at a lime, the
corporate character being kept up by g succession of solitary
S members,

A corporation gggregate consists of several members ai the
same time, The most frequent examples are in corporated
companies. The chief pecudiarity of « corporation aggregate is
that it has perpetual succession ,(i.¢.existence), a name, and a
common seal by which its intention may be evidence, that,
being merely o creation of the low, it cannot enter inlo a
personal relution; and that, generally speaking, the majority of
the members {whose voting powers may depend on the number
af their shares, or the like} have power to bind the minorilyin
matiers within the power of the corporation.

Menurut Kamus Hukum Fockema dndreae:

“Corporatie: dengan istilab mi kadeng-kadang dimaksudkan
suatn badan hokum, sckumpulan manusia yang menunt
hukum terikat mempunyai tejuan yang sama, atau berdasackan
sejarah menjadi bersatu, yang memperiihatkan sebagai subjek
hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagar suatu

kesatuan..”, %

Pgark Jowwit dan Clifford Walsh,LLM. Jowwit's Dictionary af English Law, Second
Edition by John Burke, (Londomn:Sweet and Maxwell Ltd,1977), hal 474475,

N.E. Algra, H.W.Gokkel,Baleh Adiwinata, A Teloeki Boerhanoeddin St Batoeah,
Kanuz Itilah Hukum Fockma Androae Belanda-Indonesia, (Bandung: Binacipia, 1983), hal 83,
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Sedangkan Kamuas Besar Bahasa Indonesia, Korporast diartikan

sehagai

1. badan usaha yang sah; badan hukum:

2. perusahasn atauw badan wvsaha vang sengat besar alaw
beberapa perusahaan vang dikelofa dan dijalankan sebagai
suatu perusahaan besar,”’

Senada dengan pengertian tadi, Ronald A. Anderson, Ivan Fox

dan David P. Twomey mengatakan bahwa:

“"A Corporation is an artificial lfegal being, created by
government grant and endowed with certain powers. That is
the cerporation exists in the eyes of the law as a person,
separate . and .distinct from the people who own the
corporvalion » 34

Selanjutnya dikatakan bahwa,

“The corperation can sue and be sued in ils own name with
respect to corperate rights and liabilities, but the shareholders

canrot ste or be sued.as lo hose rights and labilines””

Beberapa sarjona hukum Indonesia, diantaranya Subekti
dan Tiitrosudibio menyatakan bshwa korporasi adalsh “suatu
perseroan yang menspakan badan hukum™.%

Sementara Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa:

“Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hekum. Badan
vang diciptakannya itu terdiri dari “eorpus”, yaito struktur
fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur
“animus” yang membuat badan hukum itu merupakan
kepribadian. Oleh karena badan hukum ite merupakan
ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya

s B

pun juga ditentukan cleh hukum®,

K amus Besar Bahasa Indonesia, {Jakarta: Penerhit Balai Pustaka, 2061}, hal 396,

FRonald A. Anderson, Ivan Fox, David P. Twemey, Bussines Law, {Cincionati
Ohio:South Western Publishing, 1984), kal 64842,

5 fdem, hal 641-642,

“gubekii dan R, Tiitrosudibsio, Kanniss Hukuem, {Jakarta: Pradnya Paramita, 1979) hal.34,

% Satjipto Rahurdio, M Fukum, (Bandung:Alumai, 1 9863, Hal 110
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Di dalam beberapa undang-undang nasional sendini telah
dimuat pengertian korporasi. Undang-undang yang memuat pengertian
korporagi antara lain dalam Pasal 1 bubir 13 Undang-undang No 5
Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal | butir 19 Undang-
undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menentukan

bahwa:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang
dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun
bukan.” '

Undang-undang No.31 Tahun 1999 ientang Pemberaniasan
Tindek Pidana Korupsi sebagaimana telah divbah dengan Undang-
undang MNo.20 Tahun 200! dalam Pasal 1 angka 1 memberkan
definisi terhadap korporasi sebagai berikun

“Korporasi adalah sekumpuian orang dan/atau kekayaan
yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum.”

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.13 Tahun 2002 tentang
Tuxdak Pidana Pencucian Uang sebageimana telah diubah dengan
Undang-undang No25 Tahun 2003 juga memberikan definisi yang

sama tentang korporasi yaihu

“Korporasi adalah sckumpulan orang dan/atan kekayaan vang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum.”

Dalam Pasal ! angka 24 Undang-undang Ne.23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memuat definisi
terhadap korporasi:
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"Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok
orang, dan/atat badan hukum.”

Sementara dalam Pasal 46 ayat (1) UUPLH juga dikatakan:

*...jika dilakukan oleh atau atas nama suntu badan hukem,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain”,

Dalama UU No. 15 Tabun 2003 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjahi Ul;{iang~
undang juga mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana vaitu
daiagt Pasal 1 angka 3, “"Korporasi adalah kumpulan crang
danfatau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan
hokum maupun bukan baden hukum”. Sementara pemidanaan

terhadap korporasi sendini dalam UL Terorisme diatur dalam:

Pasai 17

(1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau
atas nama suate  korporasi, make tunfutan dan
penjatuhan  pidana  dilakekan terhadap korporasi
dan/atau penguorusnya,

(2) Tindak pidana {erorisme dilskukan oleh korporasi
apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-
orang baik berdasarkan hubungan keria  maupun
hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi
tersebut baik sendini maupun bersama-gama,

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu
korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh
pengurus.

Pasal {8

{1} Dalam hal funtutan pidana dilakukan terhadap korporasi,
maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat
panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus &
tempat  tinggal pengurus atau di tempat pengurus
berkantor.
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(2) Pidana pokok yang dapat dijstuhkan terhadap korporasi
hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp
1.000.000.000.000,- {satu triliun rupiah).-

(3) Korporast yang terhibat tindak pidana terorisme dapat
dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai
korporasi yang terlarang,

Dalam Undang-undang Perserpan Terbatas Nomor 40 Tahun

2007 Pasal 1 angka 1 dikatakan Korporasi/Perseroan Terbutas adalah,

“Badan hukum vang merupskan  persekutuan modal,
didintkan berdasarkan perjaniian, melakukan kegistan usaha
dengan modal dasar yang selurobnye terbagt dalam sabam
dan memenuhi persyaratan vang ditetapkan ds&iam undang-
undang ini serta peratoran pelaksanaannya”, - {

Dalam UUPT vang baru inl juga telab diatur puls peribal
Carporate Social Responsibility {CSR) dalam Pasal 1 angka 3 vang
menyatakan,

“Tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen
perserpan unfuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan gona meningkatkan kualites kehidupan dan
lingkunpgan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan Terbatas
sendini, komunitas setempal maupun  masvarakat ada
umumnya’,

Rancangan KUHP Nagional dreaft tahon 2008 juga
memberikan definisi terhadap korporasi yang secara tegas diatur
dalam pasal 182, "Kerporasi adalah kumpulan terorganisir dari
orang dan aiau kekayoan, baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum™,

Daiam paragraph & teatang Korporasi Pasal 47 disebutkan
bahwa “korporasi merupakan subjek tindak pidana”, Penjelagan Pasal

47 menguatkan bahwa “berdasarkan ketentuan dalam Pasal ind,
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kerporasi teiah diterima sebagai subjek hukum pidana, dalam arti
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang
dilakukan™,

Demikianlah, di satu sisi peranan korporasi menggerakkan
roda perckovomian di suatu negara, babkan cakupan bisnisnya
melintasi batas-batas negara, atau lebih iepatnva dikataken sebagai
ckspansi mencant pasar-pasar baru, sedang pada sisi lain, disadari atau
tidak, menmmbulkan distorsi dan ketidakadilan bagi masyarakat vang
bahkan ronisinya tidak disadari dan tidak dicasakan.

Dari berbagal definisi fentang korporasi di  berbagai
undang-undang  tersebut, ternysia  undang-undang  memberikan
‘beragam pengertian. Dapat- disimpulkan bshwa korporasi diartikan
sebagai baden hukorm, suatu badan basil ciptsan hukum, perseroan,
perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan bahkan kelompok orang
dan atau kelompok kekayaan saja sudah dapat disebut sebagai badan
hukum,

Kendatipun dalare definisinga korporast dapat diartikan
tidak saja ferbatas ke?ada sekumpulan terorgan‘éséf dart orang dan atau
kekayaan yang bisa berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum, namun dalam tulisan ini penulis hanya memfokuskan bahasan
pada sekumpulan terorganisic dari orang dan ateu kekayaan yang
berbentuk badan hukum saja, khususnya koerporasi yang berbentuk
Persercan Terbatas (FT) saja, dan tidak membahas korporasi dalam
bentuk CV, Firma, NV dan Yayasan, teriebih lagi vang bukan
berbentuk badan hulum, dimana bentuk-bentuk tersebut sebenamya
juga merupakan ikon atau ciri utama dan gebuah masyarakat industri
yang modem,

Alasan penulis membatasi pembahasan hanya terhadap
korporasi berbadan hukem yang berbentuk PT antara lain adalah
dikarenakan hingga saat ini masih sedikit perkara yang benar-benar
menempatkan dan mendudukkan korporasi sebagai badan hukom it

sendiri sebagai pelaku. Satu perkara yang menempatkan korporasi
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selaku badan hukum scbagat terdakwa ada dalam perkara PT.
Newmont Minshasa Raya, Suvlawesi Utara,

Data yang berhasil dibimpun oleh penulis dari Kementerian
Lingkungan Hidup untuk penanganan perkara lingkusgan hidup tahun
2000-2003 di berbagai daerah menunjukkan bahwa beberapa PT
memang dituntut ke muka persidangan dan babkan telah dijatuly
vonnis, namm terdalkowanya adalah pengurus dari PT tersebut saja.

Sebut saja misalnya dalam perkare PT. ddei Planiation &
Industry yang didakwa melakukan pencemaran dan/aton perusekan
lingkamgan hidup guna persiapan lahan sawit dengan cara pembakaran
lzhan Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pidana penjara 4
tahun dar denda  Rp.S00 juta subsidiair 8 bulan kurungan yang
akhimya Pengadilan Negeri Bangkinang menghukum terdskwa 2
tahun penfara dan membayar denda Rp. 250 juta subsidiair 6 bulan
kurungan.

Kemudian terdapat PT. Mulii Growth didakwa membuang
timbah di atas baku mutu sesuai vang ditetapkan Surat Keputusan
Ga’oémur Jawa Barat ke selckan vang mengalir ke waduk Saguling
Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pidana penjara 6 bulan
dan denda Rp.50 juta dan Pengadilan Negen Bale Bandung
menghukum terdakwa 5 bulan penjara percobaan 10 bulan dan denda
Rp.10 juta {terdakwa 1} dan 3 bulan penjara percobaan 6 bulan dan
denda Rp.10 juta,

Alasan lzin adalzh, kata “korporasi”™ itu sendird schenarmya
merupakan sebutan yang lazim digunskan para pakar hukum pidana
untuk menyebut apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai “badan
hukom” (rechtspersoon; legal eatities, mrpom!an)&. Sama halnya
dengan yayasan, korporasi adalah badan hukum karena keduanya
memiliki unsur-unsur:

8. Mempunyai harta sendirl yang terpisah;

"szzéy Prasctye,” Perkembangan Korporasi  dafam Proses  Modernisast  dan
Penpimpangannya ™, Makalzh pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, diselenggarakan FH-
UNDIP di Semarang, 23-24 Navember 1989, haj.2,
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b, Ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana
kekayaan terpisah itu diperuntukkan;
¢. Ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.
Sebingga dengan demikian, penggunaan stilah “badan
hukum™ (recltspersoon; fegal entities; corporaion) sehagal subjek
hukum semata-mata untok membedakan dengan manusia (watterlijhe

persen) sebagai subjek hukum saja.

2.1.2. Penggolengan Kerporasi
Sesuni perkembengan masyarakat modern saat ini, subjek
hukum dalam huksm pidana mendapat ekstensifikasi-definisi, dimana
sebelumnya yang diakui sebagat subjek hukum hanyaish manusia saja,
kini diberiken pengakuan pula terhadap subjek hukum yang bukan
menasia, yaitu badan hukum (corporatedegal person), Maoka, badan
hukum saat ini sudah dapat dipandang pula sebagai pendukung hak
dan kewajiban, vang dapat menuntut dan difuntut di muka pengadilan.
\ Korporasi atau badan hukum terlebih dahulu dapat
dikatakan sebagai korporasi atau badan hukum apabila secara umum

mermiliki limea cirl penting, vaifu:

1. Merupakan  subjek  hukum  buatan  yang memilifa
kedudukan hukum khusus.

. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas.

. Memperoieh kekuasaan {dari nepara) untuk melakukan
kegiatan bisnis tertentu.

4. Dimiliki oleh pemegang saham.

5. Tanggupg jawab pemegang sabham lerhadap kerugian

korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.®

Ll 3

Mochiar Kusumaztmadia juga mengatakan bshwa cin
badan hukum adalah;

8. Susamte, Tinjawan Kriminologis Terhadap Kefahuion Ekonomi, Makalah pada
Penataran Hukum Pidana dar Kominologi, 23-30 November 1958, Bemarang:FH-UNDIP, 1998},
hal7.
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1.1, Memiliki kekayaan sendini yang terpisah dari kekayaan
orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-
badan hukam tersebut;

1.2. Memiliki  hak-hak dan  kewajiban-kewajibann  yang
terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-
orang yang menjalankan kegiatan badan hukur tersebut;

£330 Memiiki tujuan tertenty;

1 4. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti
keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu,
karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada
meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.®*

Jika ciri sebagai syﬁr;zi untuk dapat disebut scbagal badap
hukum telah terpenuhi, maka kemudian badan hukum dapat lebih
mudah dibedakan menurut beberapa kriteria ?embcé?{;ya, antara lain,
dapat dibedakan atas das&ir jemisnya, vaitu; badan hukum publik dan
badan hukum privat. Kriteria yang digunakan vntuk menentukan
bahwa suatu badan hukum ternnasuk badan hukum publik ataukah
termasuk badan hukum privat, ada dua macam, yaifa:

a. Berdasarkan terjadinya, vekni badan hukum privat
didirikan oleh perseorangan, sedangkan badsn hukum
publik didirikan oleh pemerintab/negara.

b, Berdasarkan lapangan kerianya, yakni apakah lapangan
pekerigaanya e untuk kepentingan umum atau tidale

Kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan waum, -

maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum
umumn publix., Namun jika lapangan pekerjaanmnya uniuk
kepentingan perseorangan, maka badan hukum ity
temasuk badan hukum privat *

Menurut sifatnya, badan hukum juga dibedakan menjadi dua
macam, yaitu korporasi (corporati¢) dan yayasan (stichting).

Menuruat landasan atau dasar hukumnya di Indonesia dikenal

dua macarn badan hukom:

“Mochtar Kusumaaumadia don B. Arief Sidharta, Pengawtar Hmu Hukum, Swiiu
FPengenaian Pertama Ruang Lbwghup Berickunya e Hidwn, Boks 1, (Bandung Alemni 20003,

hal 82-83.
SRiduan Syshutani, Hangbuman Intisari Hew Hukum, {Bandung:Citrs Aditva

Rakti, [999), hal.150.
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a. Badan hukum  ornisindl  (murniasli}, yaite  Negara,
contchnya Negara Republik Indencsin yang berdin
tanggal 17 Agustus 1945,

b, Badan hukum vyang tidak onsinil (tidak mumd, fidak
asll), ysitu badan-badan hukum yang berwujud schaga
perkumpulan  berdasarkan  ketentuan  Pasal 1633
KUHPerdata, Menurut Pasal terscbut ada empat jenis
badan hukum yaitw
1) badan hukum yang diadakan (didirikan}) olch

kekuasasy umim, misalnya propinsi kotapraia,bank-
bank yang didirikan oleh Negara.

2) badan hukum yang diskui oleh kekuassaan umum,
misalnya perseroan {vemootschap), gergja-gereja
{sebelurn diator sendid tabun 1927}, waterschapen
sepertt Subak di Bais,

1) badan hukum yang dipeckenankan (diperbolehkan)
karena diijinkan.

4} badan hukom yang é;dmkan dengan suatn
maksud/tujuan tertentu.

Badan hokum jenis ketiga dan keempat tersebut dinamakan

pula badan hukam dengan konsiruksi keperdataan,

Ronald A. Anderson, Ivan Fox dan David P. Twomey

menggolongkan korporast didasarkan kepada:

a. Hubungannya dengan publik;
b, Sumber kekuasaan darnt korporasi tersebut;
c. Sifat aktivitas dari korporasi.*®

2.1.3. Pengertian Kejahatan Korporasi
Perdebatan  terhadap dapat udsknya dipidana  suatu

korporasi yang melakukan kejahatan muncul seiring lahimya konsep

%ponald A.Andersoa, Ivan Fox, David P. Twomey, Opcit.
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kejohatan korporast itu sendini. Terdapat ucapan terkenal scorang

Inggris yang tidak dikenal :

“Did you ever expect a corporation to have a conscience,
when i has no soul to be damnred and no body 1o be
ldcked?”.

Terdapat banynk sckall makna dan perumusan serta ruang

lingkup  kejahatan  korporasi  (corperaie  crime),  sehingga

pencampuradukan makna dan konteks dalam penggunaan istilah ind

adalah sesuatu yang sering terjadi secara berulang-ulang hingga saat
ini.

: o Dalam literatur sering dikatakan bahwa kejobetan korporast
i merapakan salah satu bentuk white collar crime (kejahatan kergh
putih). Dalam arti uas, kejahatan korporasi inl sering rancu dengan
tindak pidana okupasi (tindak pidana yang dilakukan karena
pekerjaan/jabatan), sebab kombinasi antara keduanya sering terjadi.”’

Dalam membicarskan kejahatan korporasi (corporate
erimzy maka perle ferdebih dah-uiu dipahami perbedasnnya dengan
pengertian  kejahatan  kersh  putih  (whire  collar  crime).
HKekurangpabaman terkadang menimbulian  banyak  kekeliruan
interpretasi terhadap genre kedua jenis kejahatan ini.

Kejahatan kerah putith (white collar erime) adalah istilah
temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagal tindak kejshatan di
lembagas pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang
melibatkan sekelompok orang maupun secara individual, Hazel Croal
sendird mendefinisikan kejahatan kersh putih sebagal penyalahgunaan
jabatan yeng legitim sebagaimana telzh ditetapkan oleh hukum.®®

Umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak

karena dilakukan pejabat yang punys kuasa untuk memproduksi

Muladi, Fingdenalisasi Huken Pidana di Dalam Kejahatan yang Difakuban vlek
Korporasi, Maekalsh Seminsr Nasions! Kejohatan Korporssi, (Sermarang:Fakulins Hokum
Universitas Diposiegorn,23-24 Novepiher 1989), hal 1,

@ Donny Kleden, Kefohatan Kerah Putih, Kerapas, tanpggal 13 Nevember 2008, hal.6
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hukum dan membuat berbagai keputusan vital, Kejahatan kerah putih
tegindi dalam lingkungan tertulup, yang memungkinkan terjadinya
system patronase.™

Istilah Wite Collar Crime (WCC) sering diterjemahkan ke
dalamy Bahasa Indonesia sehagal “kejahatan kerah putih” ataupun
“kejahatan berdasi”. WCC ini juga pertama kali diltemukskan dan
dikembangkan oleh seorang kriminolog AS bernama Edwin Hardin
Sutherland {1883-1950) di awal dekade 1940-an dalam pidatonya
tanggal 27 Desember 1939 pada The American Sociclogical Society di
Philadelphia, yang kemudian dijabarkan dalam bukunya Principles of
Criminology.” Kemudian pada tahup 1949, Sutherland menulis buku
yang begudul White Collar Crime,-Konsep yang dikembangkan dan

ditawsickannya éé’aiah untek menunjukkan sekumpulan tindak pidana

yang melibatkan tindskan moneter dan ekonomi dalam arti Juas yang
pada masa-masa schelum Sutherland tdak Jazim terkait dengan
kriminalitas, Dan sinilah muncul konsep corporate crime i,

Dua elemen dasar yang membedakan istilah WCC dengan
Blue collar crime mengacu kepada pertama, status pelaku tindak
pidana {stafiz of offender} dan keduo, kejahatan tersebut berkaitan
dengan karakier atav jabatan tertenty (the occupaiion chavacier of
offerce}. Sutherland hanya membukakan perspektif berbeda untuk
persamaan dan kesederajatan keadilan (equaf jsistice) dalam system
penyelenggaraan hukwm pidana yang saat ity melulu hanya terfokus
pada blue collar crimes.

Beberapa definisi WO antara lain:”

I. Menurut Edelhertz
WCC adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan
hukum atau setangksian perbuatan yang bertentangan
dengan hukum yang dilakokan dengan cara-cara non-
fisik dan dengan berbagail cara tipu-mushibat, dengan
fajuan untuk mendapatkan vang atau harta bends, untuk

“Donny Kleden, Loc.cit

Munic Fuady, Bisnis Kotor, Anatomi Kefehatan Kerah Prsih, (Banduog:PT.CitraAditya
Baksi,2004), hal i,

"'LE, Sahetapy, Keinkatan Korporasi. {Randung: PT. Eresco, 1994), hal. 26.
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menghindari pembayaran terteatu, untuk menghindan
lepasnya uang atan  harta benda, atay  untuk
mendapatkan kesntungan pribadi atau  kepentingan
bisnis,

2. Menumt Bidermann dan Reiss

WCC  adalah  setiap pelanggaran  hukum  dengan
ancaman hukuman, dengan menggunakan kedudukan
yang penling, kekuasaan dari kepercayaan dari
pelakunya, dalam suatu keteriiban institusi politik dan
ckonomi vang legitimate, dengan tujuan untuk
mendapatkan keuntungan yang tidak legal, atau unfuk
dapat melakukan perbuatan  tidak  Jegal untuk
kepentingan pribadi atau erganisasi tertentu,

3. Menurut Coleman
WCC adalah suatu pelanggaran hukum yang dilakukan
oleh omng atau kelompok orang dalam menjalankan
tugasnys yang tergolong dihormatl orang atau dalam
melaksanakan jabatan yang legitimate, atau dalam
kegiatan-kegiatan bisnis.

Dari konsep WCC Sutherland inilah kemudian berkembang
konsep kejahatan korporat (corporate crime). Corporate crime atau
kejahatan korporat sering juga disebut sebagai “kejahatan korporasi”
atau “kejahatan  organisasi’” {(orgemizational crime). 3ementara
“kejahatan  organisasi” ini sendiri haruslah dibedakan dengan
“kejahatan terorganisir” atan organized crime. Organizational erime
dimaksudkan adalah kejahatan vang dilakukan oleh organisasi, baik
erbentek badan hukum, korporat, atau organisasi non-badan hukum,
sehingga Organizational Crime it hanya merupakan istilsh lain dari
“kejahatan korporat” (corporate crime). Sedanpkan organized crime
dimaksudkan adalah kejabatan yang terorganisit, yaitu kejshatan yang
mempunyai sindikat kejahatan seperti yang dilakukan para mafia.

Beberapa pengertian terhadap organized crime itu sendin
antara lain:

1. Menurut Timothy S. Bynuum
Qrganized Crime adalah suatu perusshasn yang ferus
menerus beroperasi secara rasional untuk memperolch
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kenntungan, dengan menggunakan kekerasan, atau
paling tidak, ancaman kekerasan, atau menychabkan
dilakukannya korupsi oleh pegjabat pemerintah.

[

Menurut Albini.

Orgonized Crime adaloh perbuatan yang melibatkan
dua atau Iebih individubaik spesialis maupun non-
spesialis, yang memimpin suatu bentek struktur sosial
tertentu,dimana tujusn akhir dari organisasinya adalsh
seperti terlihat dalam maksud dan tujuan yang khusus
dart kelompok tersebut, Perbuatan WCC dilakukan oleh
penjahat-penjahat korporat (corporate criminalsy yang
terlibat dalam suatu perusahaan vang lidak legal dengan
motakukan kegiatan tertentu, fefapi tidak mclakukan
kekerasan  seperli yang dilakukan oleh sindikas
kriminal, meskipun mereka juga merupakan para
penjahat terorganisir {organized crime).”

Frank Hagan mendefinisikan organized crime scbagai:

“organized crime includes any groups of individuals whose
primary activity involves vielating crininal laws to seek
illegal profits and power by enganging in rackeleering
activities and, when appropriate, enganging in inlricule
financial monipulations...accordingly, the perpetrators of
organized crime may include cerrupt bussines execiives,
members of the professions, public uffieials, or ony -
occuputional gro:g?, in addiion o the conventional
racketeer element™.”

{Tindakan yang dilekukan oleh sekelompok orang vang
mempunysi  keglatan otama yang berlawanan  dengan
hukum (pidana) dengan fujuan untuk mencari keuntungan
secara tidak lepal dengan menggunaken kekuassan yang
tidak ssh dengan jaloan melakukan kegiatan pemerasan
{racketeering), bahkan bila dimungkinkan, melakukan
manipulasi finansialyang canggih).

Marshail B. Clinard memberikan pengertian pada kejahatan
korporat sebagai WCC, tetapi WCC dengan bentuk khusus, vang

5 E.Sahstapy, ibid, hal.29.
Perank Hagan, Inbroduciion to Criminologies, Theories, Methads und Criminal
Behaviowr, (Chicago:MNelsan-Hall, 1986}, kal 314,
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merupakan suatu kejahatan terorganisir (organized crime) yang terjadi
dalam hubungan dengan suvatu hubungan (relationship) atau antar
hubungan (fnterrelationship) yang terstruktur, kompleks, dan sangat
bervariasi antara para direksi, pejabat eksekutif perusahaan, dan
manajer di suatu pihak, dengan perusahaan induk, divisi, atau anak

perusahaan di lain pihak.”™

Frank dan Lynch membedakan antara white collar crime,
corporate crime, dan corporate violence. ° Menurut Frank dan

L'ync'h, white colfar crime adalah:

“Socially injures and blameworthy acts commilted by
individuals or groups of individuals who occupy decision-
making positions in corporations and business, and which
are commilted for their own personal gain against the
businesses and corporations that employs them”.

Sementara itu, yang dimaksudkan dengan corporate crime

adalah:

“Socially injures and blameworthy acts, legal or illegal, that
cause financial, physical or environmental harm, committed
by corporations and business against their workers, the
general public, the environment, other corporations and
businesses, the government, or other countries.The
benefactors of such crimes is the corporation”.

Mengenai corporate violence menurut mereka adalah:

“is a subset of all corporate crimes which includes:corporate
crimes, as defined above, that cause physical injury to
workers, the general public (both in the US and abroad), or
the environment (including land, air, water, animals and
plants)”,

Tindak pidana korporasi atau corporate crime menurut

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. adalah “tindak pidana yang

].E.Sahetapy,0p.Cir , hal.28.
“Nancy K. Frank dan Michael J. Lynch, Corporate Crime, Corporate Violence. A
Primer, (New York:Harrow and Heston,1992),hal, 17.
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dilokukan oleh korporasi”. Korban dari tindak pidana korporasi
tersebut dapat berupa orang, atan arang-orang dan/atau korporasi, atau
korporasi-korporasi lain.™

Menurut Clinard dan Yeager, kejahatan korporasi adalah:

“A corporate crime is any act commited by corporations
that Is punished by the state, regordless of whether it is
punished by the siate, regardless of whether it is punished
sunder administrative, civil, or criminal law””.

Menurut Mardjono Reksodiputro, tindak pidana korporasi
adalah:™

*Tindak pidana yang didakukan vang dilakekan oleh badan
hukum yang berupa pelanggaran maupun kejahatan yang
telah ditentukan didalam KUHP maupun Undang-Undang
yang telah ada™.

Wacana terhadap kejahatan {yang dilakukan oleh) korporasi
ini sudah banyak diperbincangkan. Fenomena korporasi sebagai
pelaku kejaharan bahkan dikatakan oleh Timothy 8. Bynum, yang
dikutip oleh Prof. DR. LE. Sahetapy, 8. H.,, M.A. dalam Xgichatan

Korporasi, sebagai:

“...a growing body of rescorch suggests that organized
crime is not an alien conspim?t bt is, instead, & ‘normal’
product of American Sociely .

{Demikianlah kejahatan korporast dipandang sebagai suatu
produk kemajuan peradaban masyarakat itu sendiri).

Menurut dasar dan sifaf, kejahatan korporasi bukanlah
snatu barang yang bary; yang bary adatah kemasan, bentuk, serta

perwujndannya. Sifatnya boleb dikatakan secara mendasar adalah

peof. DR Sutan Remy Bjahdeini,S.H,, Pertangeunglawaban Korporasi,
{JakanxFT . Grafiti Pers, 2006}, hal 41,
"Marshall B, Clinard don Peter C. Yeager dalom Made Darma Weda, Op.Cl, hal.3
B Mardjone Reksodipuirn, Kemajuan Pembangunan Ekononi dan Kejoheatan, Kumpulan
Karangan Buku Kesatu, Cetskan Perlama, Jokara, Pusat Pelayanan Keadilon dan Pengabdian
Hukum Universiias Indonegia, 1997, hal 64-74. {Sclanjutnya disebur buku 13
P1.E. Sahetapy, Op.cir, hal 2
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sama. Bahkan, dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan
merugikan masyarakat sudah dikenal sejak jaman dahulu ®

Terhadap pengertian kejahatan korporasi sendiri perlu juga
dibedakan pengcrtian antara: (1) crimes for corporation, (2) crimes
against corporation, dan (3) criminal corporations.

Yang pertaima, crimes for corporation adalah merupakan
kejahatan korporasi (corporate crimes). Dalam hal ini dapat diarttkan,
“corporate crime are cleary committed for the corporate, and not
against.” Yang dimaksud dengan bukan sebaliknya adalah employee
crimes, atau crime against corporation yaitu kejahatan tipe kedua,
yang dilakukan para karyawan atau pekerja terhadap korporasi. Pelaku
‘kejahatan ini (crimes against corporations) tidak hanya terbatas pada

.‘pejabat atau karyawan dari badan hukum atau korporasi yang
bersangkutan, tetapt masyarakat secara luwas bisa menjadi pelaku
kejahatan terhadap korporasi ini. Terakhir adalah criminal
corporations, yaitu korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan
untuk melakukan kejahatan. Kedudukan korporas_i dalam criminal
corporation hanyalah sebagai sarana melakukan kejahatan; sebagai
“topeng” untuk menyembunyikan wajah asli dari svatu kejahatan.®’

Hal penting untuk membedakan antara crime jor
corporation atau corporate crime atau kejahatan korporasi dengan
criminal corporations adalah berkaitan dengan pelaku dan hasil
kejahatan yang diperoleh. Pelaku kejahatan dalam kejahatan korporasi
adalah korporasi itu sendiri. Sedang pelaku dalam crininal
corporations, utamanya adalah penjahat diluar korporasi, dan
korporasi itu hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Hasil
kejahatan yang diperoleh sesuai dengan peran dan pelakunya. Hasil
kejahatan dalam kejahatan korporasi adalah untuk kepentingan

korporasi itu sendiri. Keadaan semacam ini tidak terjadi dalam

%01.E. Sahelapy, Op.cit, hal.4
*'Donald R. Cressey, dalam Soedjono Dirdjosisworo, Kuliah Prof. Donald R. Cressey

tentang Kejahatan Mafia, (Bandung:Armico,1985 ), hal.33-35.
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criminal corporation, karena korporasi ini hanyalah sekedar schagai
alat untuk melakukan kejahatan. ¥

Alas dasar uraian pembedaan Ketiga pengortian hal tersebut,
maka ditarik pokok-pokok pengertisn bahws kejshatan korporasi
adalah suatu perbuatan yang dilakukan korporasi vang dapat dijatuhi
hukuman oleh negara, berdasarkan hukum administrasi ncgara, hukom

perdata, dan hukum pidana.®

2.2. Perkembaagan Korporasi Sebagai Subjek/Pelakn Tindak Pidana
dan Konsep-Konsep Pertanggungjawabannyva Dalam Hukum
Pidana

Perkembangan subiek/pelaky korporasi selaku
subjek/pelaku tindak pidana tidsk dapat dilepaskan dari tahapan
formulaginya. Tabap formulasi adalah tahap penegakan hukom in : vavava
abstracto oleh badan pembuat undang-undang aten serimg disebut
tahap kebijakan legislatif.

Menurut Barda Nawawi Arif, yang dimaksud kebijakan
legisiatiflegisiasi adalah swatu perencanaan atau program  dari
pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam
menghadapr problem terlentu dan cara bagaimsana melakukes atau
melaksanakan sesuatu yang telah direncanskan atau diprogramkan
™

Dua tzhap lainnya adalah tahap aplikasi, yaitu tahap
penerapan hukum pidana oleh sparat-aparat penegak hukum mulai
dan kepolisian sampai pengadilan. Tehap kedua ini dapat disebut
tahap yudikatif. Terakhir adaiah Tahap eksekusi, vyaitu tshap

pelaksanaan bukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana

gz}hﬁeﬁyem}, Kejahatan Koeporasi, Analiva Vikiimologi dan  Pertanggungiovaban
Rorporasi  dafum  Hukwm  Pidana  Indonesia, Cetakan  Ketiga, (Maleng:Bayumedia
Puhlish%ngzﬁm} gkl
Fhid, hal. 22
RRards Mawawi Arif, Maselah Penegatan Hukum dan Kebifidan Penanggulangan
Kajalmtan, {BandungCitra Aditya BBakt, 2001}, hol.74-75.
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pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan cksekutit atan
administratif. *

Usaha pepanggulangen kejahatan dengan bukum pidana
pada hakikelnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum
{khususnya penegukan hukum pidana). Oleh karena uu sering pula
dikatakan, bahwy politik aleu kebijakan hukum pidana merupaken
bagian pula dari kebijakan penegakan hukum. ™

Namun demikian, perlu diingat, sekiranya kebijakan
penanggulangan  kejehatan  (politik knminal) dilakukan dengan
menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan
hukum  pidana”  (penal policy), khususnya pada  tahap
formulasi‘kebijokan legislasi yang. merupakan tugas dari aparat
pembuat  hukum  (aparat  legislanf), harus memperhatikan  dan
mengarah pada tercapainya tufnan dard kebijakan social, berupa
“social welfare” dan “soeial defence™ "

Tahap formulasi/kebijakan legislasi ini dapat dibagi dalam
dua tingkat, yaitu dalam tahap formulasi interasional dan tahap

farmulasi nasional,

2.2.1. Formulasi Interbasional

Pada kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan tentang The
Prevention of Crime and The Treatmeni of Offenders, dibicarakan
dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Digambarkan
oleh kongres *...a new dimension of criminality is the very substansial
increases in the financial volume of certain conventional economis
crimes”, seperti : pelanggaran hukum pajak, transfer modal yang

melanggar  hukwm, pesipoan asuyransi, pemalsuan  invoice,

Enfuladi, Kapita Selvkia Sistem Feradilon Pidano, {Semoarang:Badan Penerbit UNIHF
,1593}, hal 13-14.

“Barda Mawawl Anif, op.cir, hal 29,

¥Rarda Mawawi Anif, op.cir, hal.73.
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penyelundupan, dan lasin-lain®. Termasuk lain-lain disini adalah

tindak pidana pencemaran lingkungao.

Drimenst bany aktivitas ekonomi intlah vang menjadi (su utama
timbulnya kejahatan baru, dimana, “semua mempunyai dampak yang
sangat negatif pada poerckonomian nasienal, sedangkan pelokuo-
pefakunya berbentuk badan hukum atan berupa pengusaha-pengusaba
yang sering mempunyai kedudukan yang terhonmat dalam masyarakat.
Keishatannya fidak atau jarang dilakukan dengan kekerasan fistk
(seperti penodongan atau perampokan), tetapi lebih sering dilakukan
berkedok “legitimate econemics activities. Kejshatan ini  dapat
dinamakan kejahatan ekonomi™® Dari kongres inilah mulai timbul
pei‘nikiran terhadap subjek hukum :é‘i'i'iana yaitu ‘kerporasi’.

o %’aéa }nter&aﬁonaf Meeting of Experts on FEnvironmental
Crime: The Use of Crimingl Sanctions in The Frotection of The
Envirorment; Internationally, Domestically ond Regionally yang
diselenggarakan di Portland, Oregon, USA pada tanggal 19-23 Maret
1994, dalam Proposed Meodel for a Domestic Law of Crimes Against
the Environmentf, dibahas masalah generic crimes (kejahatan-
kejahatan vang bersifat umum) dan spesific crimes {kejahatan-
keishatan yang bersifat khusus) ferhadap lingkungan hidup, Kedoa
pembedaan tersebut penting dikemukakan disini karena kaitannya
nanti dengan pertanggungjawsban pidana terhadap baden hukum
(korporasi}.

Terlebih dabulu diberikan pengertian terhadap Generic Crimes
yanp dinyatakan pada section 1 adalah sebagai berikut:™

"“1. Every person commits a crime against the environment who:
a) Knowingly, recklessly (dolus eventualis), or ithrough
negligenve, whether or not in viplation of a statutory or

¥Mardjone Reksodiputro, ibid, buka 1, hal 42.

Yiardjone Reksodiputro, 2bid, hal42.

*The Portland Draft, March 19-23,1994, Proposed Model for & Domestic Law of Crimas
Aguinst the Envivomnent, Internationcd Meeting of Exports on Envirommental Crime: The Use of
Creiminal Sanciions in The Protection of The Enviroument: Internationadly, Dowmesticalfy and
Regionatly, World Trade Centre Two, Portland, Oregon, USA, hat ]
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regulatory duly. causes or contributes o serious injury or
damage to the environment, whether local or regional;

b} Knowingly, recklessly (dolus  evenmtualis), or  through
negligence, whether or not in violation of a statutory or
regulatory duty, emits discharges, disposes of, o otherwise
releases a pollutant, and thereby causes or contributes to
death, serions iiness, or severe persenal njury (o human
being;

¢} Knowingly, recklessly  (doius  evennwmlis), or ithrough
negligence, whether or not in violation of a statulory or
regulatory duty, couses or contribuies lo o substansiad risk of
serious injury or damage to the environment, whether local or
regional;

d) Knowingly, recklessly (dolus eventualis), or through
negligence, whether or not in vielation of « statutory or
regulatory duty emils discharges, disposes of, or otherwise
releases a polhdant, and thereby causes ar contributes to a
substansial risk of death, serious iliness, or severg personal
injury io a human being,

Pari rumusan tersebul, gemeric crimes dapat  dibedakan
menjadi dua bagian yaitu, perfama, setiap orang yang secara sengaja
telah melanggar atau tidak sengaja telah melanggar suatu kewajiban
menuny undang-undang atan yang berkaitan dengan peraturan lainnya
{hurof a dan o), serte kedua, karena kelalaian telah melanggar atau
tidak suatu kewajiban menurut perundasg-undangan atau yang
berkaitan dengan peraturan Jain (huaaf'b dan d).

Rumusan generic crimes itu dapat dikategorikan sebagai “delhik
materiil’ karena lebih melihat kepada adanya akibat dan resiko yang
ditimbulkan dari suatu perbvatan. Di sisi lain, pembuktian delik
materiil dalam hukumm pidana lingkungan membuiuhkan  tahap
pembuktian vang akurat dari multi-disipliner terhadap dampak
kerusakan dari kejshatan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup.

Demikian puia dalam generic crimes asas
pertanggungjawabannya masih didasarkan kepada “kesalahan”, yaitu
dengan terdapatnya kata-kata kesengajaan (knowingly) dan kelalaian
(reckiessiy/dolus eventualis), serta kealpaan (negligence), sementara
dafam  kebijakan penal untuk mengatast  kejahatan  Iinghungan

berkembang pemikiran dipakainya asas pidana tanpa kesalahan dengan

Uriivarsitas Indonesia
Penerapan Pidana..., Antonius Budi Satria, FH Ul, 2009



argmmen bahwa tahap pembukbien dalam masalsh  penyelesatan
masaiah Hnglaangan terkadang mendapat kesulitan,

Selanjutnya, pengertian specific crimes diatur dalam section 2
adalah sebagai berikus:™

“2. Every person commits a crime against the environmeni whe:
al Knowingly, and in express disregard of a staiwtory or
regrfetory duty, or ;
b} Through recklessness (dolus eventualis), or negligence, and in
viclation of a statutory or regulatory duty:

(i) release or discharge a poilutant into the environment,

(i} pperates a hazardous instatlation,

(i} bmparts, exporis, handles, transports, stores, treals or
disposes of a toxie, hazardous or dangerous articles,
substances or waste, or in any manner facilitaies the
import, export, intentional circulation, hundiing,
transport, storages, treatment, or disposal of such
materigls,

{ivi  causes or centributes o sarious injury or damage ic
the environment, whether local or regional, or,

) suppiies false material information ar omits or
‘conceals material reguired information or tampers
with monitoring devices.™

Rumusan dalam specific erimes ini memuat delik formil,
dengan penekanan pada unswr Cperbustan’ saja untuk  dapat
dipidananya suatu perbuatan (huruf a dan huruf b, kecuali bagian iv},
namun juga memuat delik materiil, yang menckankan pada adanya
‘akibat’ dan  svatu  perbuaten {(huruf b  bagian iv). Asss
pertanggungiawabannya didasarkan kepada kesalahan, yaitu dengan
adanya unsur kesalahan berupa kesengajann dan kelalatan atau
through recklessness folus eventualis), or negligence,

Delik formal dalam rumusan specific crimes ini membantu
memudahkan aparat penegak hukum dalam tohap pembuktian
terjadinya  tindak pidans terhadap lingkungan hidup, karena
peridanaan akan cukup didasarkan pada perbuatan pelaku baik berupa

pelanggaran undang-undang (through recklessness (dolus eventualis),

*1bid
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or negligence, and in violation of a stwutory or regulatory duty),
melepaskan zat pencemar {refease or discharge a pellutant into the
environment), mengoperasikan  instalasi berbabaya {(operafes «
hazardous  instaflotion), dan  sebaguinva, fanpa melihat  akibat

perbuntannya.

Seneatara perfanggungjawaban pidana terhadap badan hukum

atau karporasi, diatur pada secrion 5 yang menyebutkan:™

S a. The Crimes set forth above may lead to criminal liability
for either or both individual persons and legal entities,
where it is established that the crime were conmmited in
the exercive of erganizational aclivities.

b. Thiz Hability of lexal extities comes into being if}

-t {8} thare has been faully risk manogement of the legal
entity over time and a generic corime mentioned in
section [ has been commited, or,

{ii} there has been a bregch of a statutory or reguiatory
provision by the legal entity.

e. The criminal liability of the legal entity applies in
addition to the personal lability of managers, officers,
agents, employees or servanis of the legal entity.

d. The criminal linbility of the legal entity applies regardless
of the whether or not the individual through whom the
entity acted, or omitted to act, it identified, prosecuted,
or convicted.

e All sanctions mentioned in section 7, & and 9, with the
exception of the prison sanction, may be imposed upon
the legal entity thed is found oriminally ligble.

Maka, dalam Portland Drafi ini tclah eda prinsip penckanan
terhadap sifat perbuatan pidana dart korporasi yaog dikategonikan
sebagat kejahatan korporasi, juga system pertanggungiawaban pidana
korporagi (badan hukum), dan sanksi ymig dapat diterapkan kepada
pelaku kejahatan, baik individu maupun korporasi (The Crimes set
Jorth above may lead to criminal Liability for cither or both individual
persons and legal entities, where it is established that the crime were

commilted in the exercise of organizational activities).

Rtbid
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Selanjutnya, pada XV Iuternational Congres of Penal Law,
Crimes Against The Envirownent — Application of The General Part
yang disclenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5-10

Scptember 1994, dalam “draft resolution™nya menetapkan:%

" Corporate Criminal Linbility For Enviranmental Gffence :

1) conduct that merits imposition of criminal sanctions can be
engaged in by private juridical and public entities as well
as by naiural persons,

2} National legal systems should wherever poxsible under
their constitution or basic law, provide for a voriety of
criminal sancfions and/or ather measwres adapled to
private juridicial and public entities, -

3) Where @ private juwridicial entity or a public sntity ix
engaged in an cotivity that poses a Serious risk of harm to
the eniities should be regquired to exercise supervisory
responsibility in a manner to prevent accurance, of karm
and they sheuld be held eriminally liable it serious harm to
the environment resulls as a consequence of their failure to
properly discharges this supervisory responsibility.

fnhisart  draft  resolusi  tersebut  adalsh periama,
pertanggungjawaban  pidana korporasi terhadap tindak  pidana
lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum privat maupun
publik, sebagaimana juga dikenakan kepada orang perseorangan.

Kedua, sistem  huwkum  ngsional  harus  memungkinkan
menyediakan bermacam-macam sanksi pidana dan/atau tindakan-
findakan lainnya yang disesvaikan untuk badan hukum publik dan
badan hukun privat.

Ketiga, bilamana suatu badan hukum privat stau badan hokum
publik dalam menjalankan suatu aktifitasnya menyebabkan terjadinya
kerusakan atau menimbulkan terjadinya kerusakan atau menimbulkan
resiko serivs terhadap lingkungan hidup, maka manager dan direksi

vang harus  bertanggungjawab  alas  perusahaan  tersebut, yang

MNfuindi, Hak Asasi Manusia, Pobitik dan Sistem Peradilan Pidara, (SemamngBaden
Penerbit Universitas Diponegoen, 2002), hat.390.
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kewajiban pertanggungjawabannya didasarkan pada kedudukannya
sebagai pemimpin.

Kongres PBB ke, yang diselenggarakan i Kairo pada
tanggal 29 April sampai dengan 8 Mei 1993, telah menjadikan issue
lingkungan hidup sebagai salah satu agenda utama. Pada draft resolusi
yang diajukan yang kemudian menjadi resolusi sepanjang menyangkut
“enviromment  resolution”  diajukan  beberapa  proposal  sebagai

berikut:™

Lo

The right te enjoy an adequate enviromncnt and the duly to
preserve the envirenment should bhe established in all
legisiaiions at the national level;

2 A chapter concerning envireamenicd offences showid be

cae - inchided in penal codes;

3. The necessary measures should be introduced to ensure
that damage to the environment is repaired, either by the
transgressors themselves or by the state;

4. The subject of environmental protection showid be included
afl educationdd level, and specifically in curricuia for the
study of criminal faw, and human resouroes showld also be
developed 1o deal with these new problems by meany of
degree courses, postgraduates courses, semingrs, and many
other from of training;

5. Not only should envirprment offences be estabiished as a
class of offences In pemal codes, but alse, bt the
administrative area, offending enterprises should be subject
io financial penaliies;

6. Regarding penal sanctions themselves. the principle of

subjactive culpability should be maintained,

Terjemahan bebas:
1. Hak untuk menikmati suatu lingkungan yang memadai dan

tugas untuk melindungi {(memelihara) iingkungen tersebut

harus ditetapkan, {dibuat) dalam semua  perundang-

undangan pada tingkat nasional; -
2. Sustu bab (chapter) yang berkenaan dengan kejahatan

terhadap lingkungan harus dimasukkan dalam endang- _

undang pidana (peral codes), :
3. Suatu langkah penting harus diperkenalkan untuk menjamin

bahwa kerusakan terhadap lingkungan tersebut diperbaiki,

baik oleh pelanggar itu sendiri maupun oleh Negara;

M 1hid, hal 187,
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4, TPeranjian-perjanjian kerfasama harus dibuat antara negara-
negara, termasuk di dalammys ketentwan untuk pertukaran
berbagai  pengslaman dalans  hal  program-program

- pencegahan dan pembuatan undang-undang vang efekiif;

5. Pokok bahasan mengenai perlindungan lingkungan ini
sebatknya mencakup pada semua tingkat pendidikan, dan
secara khusus dalam kurikulum untuk studi hukum pidans,
dan sumber daya manusia hams dikembangken untuk
menghadap]  borbagal  permasaiaba baru  ini, dengan
melakukan berbagai tingkatan kursus fanjutan, seminar-
serninar dan benmacam bentuk pelatihan lainnya;

6. Tidak hanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hngkungan
yang ditetapkan sebagai suatu kelas kejahatan dalam
padang-undang  pidana, akan tetapi juga pada bidang
adminisirast, korporasi-kerporasi yang dinyatakan bersalah
harus dijadikan subjek pada hukum finansial.

Disim mulai diatur tindakan tata tertib.bagi korporasi vang
dapat berfungsi sebagai pidana tambahan. Sedangkan sanksi pidana
bisa dikenakan kepada para pengurus korporast vang melakukan
kejshatan. Kebijakan ini saja dirasa tidak cukup. Terdapat
kecenderungan besar uatuk meminta pertanggungjawaban pidana
terhadap sabjek/pelaku tindak pidana korporasi.

Dari berbagai formulasi intemasional yang dikemukakan
tersebut, terhihat upaya-upaya mendukung pemidanaan terhadap
korporasi itu sendiri sebagai subjek/pelaku tindak pidana, Bahkan telak
secara jelas ada keingiman internasional ierhadap  kriminalisasi
terhadap korporasi sebagal subjek/pelaku tindak pidana  dalam
kejahatan yang dilakukannya (kejahatan Korporasi), khususnya dalam
kejahatan lingkungan untuk menggunakan hukum pidana tidak lagi
sebagai “wltimum remediup namun difungsikan sebagai “premiton

remediin”,

2.2.2. Formulasi Nasional
Dalami  formulasi  nasional, upaya unfuk mendudukkan

korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana yang dapat dimintai
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Perfanggungjawaban  pidana  harus  mempertimbangkan  adanya
kemungkinan fakior-faktor lain vang mempengarvhinya.

Faktos- Eiktor tersebut antara lain adalah sebagai borikut™

fo—y

. Faktor hukumnya sendird;

. Faktor pepegak  hukum,  yakrd  pihak-pihak yang
membentuk maupun menerapkan hukom;

. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pencgakan
hukum;

4. Faktor roasysrokat, vakni di lingkungan wmana hukum

tersebut berfaku dan diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan

rasa vang didasarkan pada kerss manusia di dalam

pergavlan hidup,

L]

Lad

Kelima faktor tergebut Jdiatas saling berkaitan ergt, oleh karena
merapakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok
ukur daripada efektifitag penegakan hukum,

Dari fakior pertama yaite hukemnya sendin, dalam formulasi
nasional selama ini terljhat bahhwa pertanggungiawaban pidana
terhadap subjek korporasi aten pengaturan terhadap subjeld/pelaku
tindak pidana korporasi diatur melalul peraturan diluar KUHP. Ini
sesugi dengan adagium “Lex specialis derogat legi generall” pada
Pasal 103 KUHP dimana undang-undang yang lebih khusus dapat
mengesampingkan ketentuan yang umum.”

Beberapa undang-undang di lvar KUHP yang mengatur
pertanggungiawaban korporasi antara Jain ada dalam:

L. Undang-undang No.7 Dt Tahun 1935 temtang Tindak
Pidana Ekonomi;

2. Undang-undang No.5 Tshun 1997 tentang Psikotropika;

3. Undang-undang No.22 Tahun 1997 ientang Narkotika;

4. Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

PSoerione  Sockento, Foktorfaktor Yang Mempengaroki  Pencgokon  Huomn,
{iskartmPT . RajaGrafindo Porsads, 2002}, Cotakan keempat, hal 3-8,

%Maeijamc, KUHP, Kitab Undang-undang Fokum Pidane, (3akarin:Bumi ARssra, 1999},
{utakan ke duapuluh, kal 40,
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5. Undang-undang N, 31 Tahun 1999 tentang jo. Undang-
undang No.20 Tahum 2001 tentang Pembeorantasan Tindak
Pidana Korupsi.

6. Undang-undang No.13 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang,

7. Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme;

8. Undang-undang  No.20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan,

Dalam  Pasal 89 KUHFP sebenarnya telah  dinvatakan
pertangpungiawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana,
nanuin dalam pertmuosasnyva hanya menyebutkan pengurus, anggola
badan pengurus, atan komisaris sga  vang dapat  dimintai
pertanggungiawabannys, kecuali mereka fidak terbukii melakukan
pelanggaran, selesgkapnya berbunyl:

“Dalam hal-hal df mana karena pelanggaran ditentukan pidana
terhadap pengurus, angpota-anggota badan pengurus atau
komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengorus
atau komisaris yang ternyata tidak fkut campur melskukan
pelanggaran tidak dipidana”.

Bila dikaitkan dengan korpotasi sebagai subjek tindak pidana
yang tidak diatur dalam KUHP sebagaimana tersebut di  alss,
sementarn KUHP merupakan Undang-undang pokok vang merupakan
ketentuan umum, maka berdasar kelentuan Pasal 103 KUHP, apabila
KUHP tidak mengatur korporasi sebagul subjek tindak pidana, moka
yang berlaky adalah ketentuan peraturan perundang-undangan khusus
yang menampung pengaturannya di luar XKUHP. Konsekueasi dari
kondisi tersebut di atas, maka dapst ditermpuh solusi berupa
reformulasi ketentuan tentang sistem perfanggungjawaban pidana

korporasi yang diatur di Juar KUHP. ¥

“ywidja Priyamno S.H., Kebijokan Legisfasi Tentang Sistem Pertonggungiowaban Piduna
Korporasi di Indonesia, (Randunp:CV W ioms,2004), hal.199.
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Implikasi dari dijadikannya korporasi secbagai subjek pidana
harus ditkuti adanya ketentuan khusus dari peraturan perundang-

undangan tersebut mengonai;

Kapan dikatakan korperasi metakokan tindak pidana;

b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

¢. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan,
dan;

d. Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatulkan uvntuk kerporasi.”

Formulasi kedua dapat ditempub dengan melakukan pervbahan
atau amandemen ELUHP dengan memasukkan korporast sebagal subjek
tindak pidana umum. Jalan kedua ini ditempuh oleh Belanda pada
tahun 1976 dengan menjadikan korporasi sebagai subiek tindak pidana
dalam wetboek van strajrechinya.

Dalam Pasal 47 draft Rancangan KUHP tahun 2008 dikatakan
dengan jelas bahwa komporasi merupakan subjek tindak pidana. Juga
dalam Pasal 205 discbutkan “sefiap orang ;sz&faiz orang persecrangan,
termaswk korporosi”. Dalam RKUHP juga mengatur tentang alasan
pembenar dan pemaaf vang dapat dipjukan oleh pembuat vang
bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi sepanjang slasan
tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan
kepada korporast.{vide Pasal 53},

Pokok-pokok pengaturan terhadap kebijakan atas korporasi
yang diatur dalam dratt RKUHP tabun 2008 antara lain tentang;

a. Adanya penegasan korporasi sebagai subjek pidana dan dapat
dipertanggungjawabkan (Pasal 47);

b. Penentuan siapa yang dapat dipertanggongjawabkan apabila tindak
pidapa dilakukan oleh atau pntuk korporasi (Pasal 48);

¢. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan (Pasal
49-50);

" Dwvidia Privatno, 7bid, hal 199
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d. Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan (Pasat 51},
€. Penecntuan pidana sebagal altimum remedinn bagl korporasi (Pasal 52);

£, Penenfuan alasan pembenar dan pemanf bagi kerporasi {Pasal 53).

Babkan dalam RKUHP tahun 2008 ini disamping telah diatur
penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan {lithat Pasal
45-30), juga telah mengatur kapon korporasi  dikatakan  telab
melakukan findak pidana (Pasal 48) yang berbunyi:

“Tindak pidang dilakukan ofch korporasi apabila dilakoekan
oleh orang-orang yang mempunyal kedodukan fungsionsl
dalam struktur organisesi korporasi yung bertindak untuk dan
atas nama korporasi atau demd kepentingaa korporasi,
berdesarkan hubungan kerja ataw berdasar hubungan lain,
dalam lingkup wsaha korporasi tersebut, batk sendiri-sendir
atau bersama-sama.”

Kalimat .. berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain,
dafem linghup usaha korporasi tersebut,..”, merupskan konsep vang
diambil dari Pasal 15 ayat (2) UU No.7 Drt Tabun 1955 dan dalam
Pasal 20 ayat {2) UU Ne.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam Pasal 17
ayat {2) UU No.15 Tahun 2003 tentang Terorisme, yang berbunyi
... berdasarkan hubungan kerja ataw hubungan lain, dan bertindak
dalam linglkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-
sama..”, Inl menjawab kapan korporasi dikatakan fetah melakokan
tindak pidana,

Dalam konsep R-KUHP tshun 2008 ini jupa telah terdapat
ketentuan tentang pidana tambahar atan tindakan tata tertib yang
secara Khusus dapat diterapkan untuk korporasi. Pidana tambahan
untuk korporasi hanya disebutkan dalam Pasal 67 ayat {3} “Fidana
tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat don/atou
kewajiban menurnt hukion yang hidup dalam masyarakat otou

pencabutan hak vang diperoich korporasi dapat dijatulikan welaupun
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dddak tercanptum dalam perunusan tindak pidana”, nomon dalam Pasal
835 telah ditambahkan secara spesifik *hak yang dapot dicabut’ itu (alah
“Jika pengambilan kekayaun atan pendaputan sebagaimana dimaksud
datom Pasal 82 ayat {2) ddak dupat ditakukan, make intuk korporasi
dikenaken pidana pengganti berupa pencabuwian izin usaha atan
pembubaran korporas?®®

Namun sebagaimana dalam draft RKUHP tahun 2000, dalam
draft RKUHP tahun 2008 pun betum didapati pengaturan tentang jenis
sanksi pidana yang ditujukan secara kbusus untuk korporasi, karena
jenis pidana yang diatur dalam Pasal 61 masih berorientasi pada
pemidanaan vang ditujukan kepada manusia,

Sementara dalam Penjclasan Pasal 84 ayat (4) R-KUHP Tahun
2008 dinyatakan bahwa pidana pekok yang dapat dijatihkan terhadap
kKorporasi dalam KUHP hanya berupa pidana denda, maka wajar
apabila ancaman maksimum pidans denda yang dijatuhkan pada
korporasi lebih berat daripada ancaman pidana denda terhadap orang
perseorangan. Kntena jumish denda terhadap korporasi ditentukan
dalarp Pasal 80 z;ya_t {5) yang menyat;ican, ;

“Pidana denda paling banyak untuk korporasi vang melakukan
tindak pidana yang diancam dengan ;

2.1. Pidana penjora paling lama 7 (tujuh} tahun sampai
dengan 5 (limabelas} tshun adalah pidana denda
kategori V;

2.2. Pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara
paling lama 20 {dua puluh) tahun adalsh pidana denda
kategori VI”.

Dalam Pasal 80 ayat (6) dinyatakan bahwa pidana denda
paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
adalah pidana denda Kategori 1V, yang dalam Pasal 80 ayat (3) buruf
d dinyatakan “Kategori IV Rp, 75.000.000,- fngjun pribuh lima juta
rupiah;”.

wﬁaﬁdiagkaﬁ dengan “hak yeng dicabul’ dolam  pidans inobabsn delom draft RKUMNP
tohun 19952008 yanp bersifat umum dan hanys merumuskan bahws hak vang dapat dicabut
”.adalah segala hok yang dipercleh korporasi® {Pagol §4 ayat 2)).
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Terhadap pelaksanaan pidona pokok denda diator dalam
pasal 82 ayat (1) vang menyatakan bahwa “pidana dendo dapat -
dibayar dengan cara dicicil dalam tenggang waktu sesuai dengun
prfusan hakin ™. Dalam hal pidana deada sebagaimana dimaksud pada
Pasal 82 ayat (1) terscbut tidak dibayar penuh dalam tenggang wakin
yang ditetapkan, maka vntuk pidana denda yang tidak dibavar tersebut
dapat diambil dari kekayaan atan pendapatan terpidana.

Jenis-fenis pidana seperti dalam UU No.23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab IX tentang ketontuan
pidana, mulat dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 kiranyas dapat
dijadikan acuan untuk dipertimbangkan untuk memperkaya alternatif
pemicanaan yang dapat dikenakan terhadap korporasi di dalam
REKUHP baru nanti.

Sebagal contoh Pasal 47 UUPLH menentukan bahwa pelaku
tindzk pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata
tertib berupa: (a) perampasan keuntungan vang dipercleh dari tindak
pidana dan atay, (b) penutupan seluruhnya atau scbagian perusshaan
dan atan, (¢} perbaikan akibat tindak pidana dan atau, {d} mewajibkan
mengerjakan apa vang dilakukan tanpa hak, dan atay, (¢} meniadakan
apa yang dilakukan tanpa hak, dan atay, (f) menempatkan perusahaan
di bawah penganipuan paling lama 3 (Hga) tohun. Kiranya jenis-jenis
pemidanaan ita dapat pula di adopsikan kedalam R-KUHP yang baro
uniuk diterapkan kepada korporasi.

Formulasi internasional terhadap pengaturan korporasi sebagai
subjek tindak pidana tersebut beberapa di aplikssikan ke dalem
formulasi  perundangan  nausional, bebempa  diantaranya  Basel
Convention on Hazardous Waste vang menjadi instrumen patokan
dalam Undang-undang No. 23 Tuabun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, United Nations Convention on Biolegical
Diversity yang di turunkan ke dalam Jakarta Resolution on Sustainable
Development (1987},
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2.2.3. Tahap-Tahap  Perkembangan  Upaya  Pomidanaan
Terhadap Subjek Hulkum Korporasi
Pencmpatan korporasi scbagal subjek tndak pidasa masth
menjadi perdebatan dan menimbulkan gikap pro dan kontra. Masing-
masing pihak mengemukakan argumentasinya masing-masing.
Seorang dianfaranya vaitu Qemar Seno Adjie, mengatakan
balewa kemungkinan adanya pemidanaan terhadap  perselutuan-
persekuafuan, didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan
utilitas melainkan pula atas dasar-dasar teroritis dibenarkan,'®
Sedangkan Sudarte sehubungan dengan  masalah  dapat

dipidananya korporasi menyatakan:

“Saya bdak mepyangkal kemungkinap peranan korporasi di
kemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama
berlakunya Undang-undang Tindak Pidane Ekonomi yang
hampir 20 Tahun itu (sekarang hampir 52 tahun, penulis)
berapakah korporasi vang telah dijatuhi pidana. Sayang sekali
tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar
untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka
" jui dapat memberikan petunjuk sampai dimana kebutuhan akan
perlvasan pertanggungiawaban dari korporasi. Kalau pada
delik-delik  yang termasuk hukum  pidesa  khoses it
kenvataannya #idak banyak pemidansan yang dikenakan
kepada korporasi, apakah perluasan it memang diperlukan?,
Kalau aturan it panii betul-betul diterima, maka Indonesia
akan {gergoiang negara sangat maiu di seluruh dunia di bidang

2 !

i

Namun, Glanville Williams  menvatakan  bahwa  dapat
dipertanggungjawabkannya korporasi berdasarkan atas wtilitarian
theory, dan semata-mata bukan didasarkan atas theory of justice akan
totapi adalah untuk pencegahan kejahatan.'™ Ini merupakan sikap

optimis darl jurist, sehagsimana halnya Qemar Seno Adiie, yang telah

RGemar Seno Adjie, Hulean (doaral Fidana dalom Prospeksi, (JakanaErlangga, 1984},
hal. 160,

WSudanto, Dilemma dalam Pemboharnian Sistem Pidane Indonesia, {(Semarang: FH-
UNDIP, 1979), hal.21-23,

Restanville Williams, Textbook of Crintinal Law, Second Edition, {London:Stven&Sons,
§983}, haf 974
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memahami hakikat balvwa sebagat ilmu sostal, hukom adalah sebuah
produk dari kemajuan peradsban, sehingga ia Hdak menafikan
perubahan,

Pihak vang tidak seteju menempatkan korporasi sebagai subjek

tindak pidana beralasan schagai berikut:'™

(o)

. Menyangkut masaiah kejahatan sebenarnya kosengajaan
dam kesalahan hanya terdapat puda persona alamiah;

. Bahwa tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat
dipidananya beberapa .macam  delik, hanva dapat
dilaksanakan oleh personza alamish (mencuri barang,
menganiaya orang dan sebagainya);

. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas
kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap
korporast;

4, Bahwa tontutan das pemidanaan terhadap korporasi dengan

sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah;

S. Bahwa dalam prakteknya tidak mudah menentukan nomna-

nomma atas dasar apa yang dapaf diputuskan, apakah

pengurus saja atau korporask itu sendirni atau kedua-duanys
harug dituntut dan dipidana,

[

Led

Pihak yang sctuju menempatkan korporasi sebagai subjek
tindak pidana beralagan sebagai benkut:

1. Temyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk
mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan
sleh atan depgan suatu korporasi. Karenanys diperlukan
puia untek dimungkinkan memidana korporasi, korporasi
dan pengurus atau pengurus saja.'’!

2. Mengingat dalam kehidupan sestal dan ekonomt icrnyata
korporasi semakin memainkan peranan yang penting
pula, 1%

3. Hukom pidana harus mempunyat fungsi dalam masyarakat
yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-
norma  dan  ketentuan-ketentuan  yang ada  dalam
masvarakat, Kalau hukum pidang hanya ditekankan pada
segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusis, maka
tujuan itu tidak efektif, ofeh karena itu tidak ada alasan

Wy M. van Bommelen, Mhdeom Pidana 1, Hikem Pidana Materinl Bugian Upnes,
diieriemnahkan oleh Hasnan, (Bandung: Binacipia, 1986), hal 230,

“iRoestan Soleh, Tentung Titdak Pidana dun Pertunggungiowaban Pidana, {lakauu:
BPHN, 1984}, hal. 52,

Crbid.
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untuk sclalu menekan dan menentang dapat diptdananya

. 106
korporast.

4, Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah
salah sotu  wpaya untuk menghindarkan  tindakan
pemidanaan terhadap pegawai korporasi itu sendiri.'?’

Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindsk
nidana dapat dibedakan dalans tiga tahap:

2.23.1. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik vang
dilakukan korporasi dibatasi pada perorasgan (muuuriijk person),
Ini merupakan cara pandang pemikiran dogmatis dad abad ke-19,
dimana kesalahan menurut huken. pidana  seladu disyaratkan dan
sesungguhnya hanya kesalahan darl manusia, sehingga terkait erat
dengan dengan sifat individualisasinya KUHP. Apabila suahy
tindak pidana tegadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak
pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi
tersebut. dalam tahap ini membebankan “tugas mengurus”

(zorgplich) kepada pengurus.'®

Tahap ini sebenarnya merupakan dasar bagi Pasal 51 WvS

Belanda (Pasal 59 KUHP) yang berbunyi:

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan
pidana terhadapa pengurus, anggota-anggota  badan
pengurus atau komisans-komisans, maka pengurus, anggota
badan pengurus atau komisanis yang fernyata tidak ikut
campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”,'”

" Disampaikan oleh D. Schaflfmeister padas Penataran Nusional Hukun Pidana Anghatan
4, tanggal 628 Agustus 1987, Kerjasama Hukum Indonesio-Belanda d{ FH-UNDIP.

¥ieorge B, Dix, Gifbert Law Summeries Criminat Low, Eleventh Bditfon, {New York:
Hareourt Brace Jovanivich Legal and Proffesional Publications Inc, 1979}, hal 43,

¥rtardjono Reksodiputro, Tinjauan Terkadap Perkembangon Deliledelik Kinesus Datan
Muosyarakat yang Mengalom? Modernisasi”, Kertas Kegiz poda Seminar Perkembangan Delik-
detik  Khuzas Dalam  Masyarakat  vasg  Mengslum Modemisast 4 FHAUNAIR,
(Baném% Binacipda, 1982), hat. 51

'®KUHP,BPHN, {(Jakarta:Stnar Haragan, 1988}, bal. 37.
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Dengan mclihat ketentuan terscbut diatas, maka para penyusun
KUHP dahulu dipengamh oleh asas secietus delingnere non-poiest,
yaitu badan-badan hukums tidak dapat melakukan pidana.

Pada tahap pertama iml bahwa peagurus yang tidak memenuhi
kewajiban-kewsajihan yang sebenamya merupakan kewajiban korporasi
dapat dinyatakan bertanggungjawab. Dalam Pasal 59 KUHP diatas
memuat alasan penghapusan pidana (shgfuitsiuitingsgrond). Kesulitan
yang timbul dengan Pasal 59 KUHP ini adalah schubungan dengan
ketentuan-ketentvan - dalan hukum  pidana  yang  menimbulkan
kewajiban bagl scorang pemilik atau seorang pengusaba. Dalam hal
pemibik atan pengusshanys adaish korporasi, sedangkan fidak ada
pengatucan hahwa pengurusnya bertanggungiawab, maka bagaimana

merutuskan téntang pembuat dar pertanggungjawabannya?.'

2.2.3.2. Tahap kedua

Tahap ini merupakan tahap pengskuan bahwa suatu tindak
pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atan badan hukum, namun
tanggunéiawah iﬁx jugavmenjadi beban dan éengums badan hukum
tersebut.

Perumusan khusus untok ini adalsh apskeh jika suabe tindak
pidana dilakukan oleh atau karena suate badan hukum, tuntotan
pidana dan hukuman pidana harus dijatubkan terhadap pengurus,
Secara perlahan-izhan tanggungiaweb pidana beralih dan anggota
pengurus kepada mereka yang memerintankan, atau dengan larangan

melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya.'"’

2.23.3. Tahap ketiga

Atas dasar hal tersebut, maka subjek tindak pidana korporasi
tidak diatur dalam hukum pidana vmum {commune strafrechi) atan
tidak diatur dalam KUH Pidana. Dengan demikian, di Indonesia,
kebijakan legistasi menyangkut subjek tindak pidana korporasi tidak

"ardjons Reksodiputro, Loc.cit,
'y, Schaffeister, Op.cit, hal16-11.
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herlaku sebagai subjck tindak pidana secara umum, akan tetapi terbatas
dan hanya berlaku terhadap beherapa perundang-undangan khﬁsus di
fuar KUH Pidana.'"?

Dart ketiga talap terschut dan mengingat fungsi hokum
sebagal social defense yang pada hakikatnyn merupakan bagian
infegral dalam pencapaian ftujuan welfare state  (kescjahtcrazn
masyarakat} secara holislik, maka dalam rangka meningkatkan
fangsionalisast hukum pidans terhadap tindak pidana korporasi, wajar
jika sorotan diarahkan peda kemungkinan menctapkan  dan
merumuskan pertanggungiawaban pidana korporast dalam bukum

{terutama dalam R-KUHP) Indonesia.

Model-Model Pertanggungiawaban Pidana Korporasi

Ketika dikelakan bzhwa subjek hukem pidana saat ind
termasak juga badan hukum, maka membawa konsckuensi terhadap
tindak pidana yang hanya dapat dilakuian oleh badzn hubm, vang
akhirnya mendapat pembatasan dalam pemidanaannya, antara lain

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnva tidak dapat
dilakukan oleh korporasi (pembunuhan, pencabulan,perkosaany;

2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakari
tidak mungkin dikenakan kepada korporasi (pidana penjara atau
pidana mati).

Dalam hal ini, terdapat tiga model pertanggungjawaban

korporasi, yaitu:

a. Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan pengurusizh yang
bertanggungiawab.

Asas societas/universiias definguere non-potest atau badan

hukum  tidak  dapat  melakukan  tindak  pidana,

menunjukkan bahwa kesalashan menurut hukum pidana

selalu disyaratkan dan sesungguhnys hunya kesglahan dari

manusia,

DR Dwidia Priyatne,S. H M. Hum Sp.N, /id, hal.i67
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b. Korporasi  scbagai pembuat  dan pengurus
bertanggungjawab
¢. Korpovast scbagmi pombuat dan juga sebagal yang

bertanggungiawab.

Sementara menurut Prof. DR. Sutan Remy Sjahedini, SH,,
terdapat empat kenuungkinan system pembebanan pertanggungiawaban

pidana kepada korporasi, yaitu:i H

i. Pengurus korporasi sebagal pelsku tindak pidana, schingga
oleh  karenaunya pengurusiah  vang harus  memikul
pertanggungiawaban pidana, :

2. Korporasi sebagail pelaku tindak pidana, tefapi pengurus
yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi it
sendiri yang harus raemikul pertanggungiawaban pidana.

4. Pengurus dan kerporasi keduanya sebagar pelaku tindak
pidana dan  keduanya pula yang harus  memikul
pertanggungiawaban pidana.

KUHP gaat ini masth menganut sistem pertanggongjawaban vang
pertama, dengan kata lain, KUHP tiduk menganut pendirian bahwa
korporasi dapat dibebani pertanggungiawaban pidana.

Namun dalom Pasal 50 draft KUHP Masional tahus 2008 seris
dalarn berbagal undang-undang di fuar KUHP sendini telah mengambil
sikap berbeda dengan menentukan bahwa korporasi dapat pula dituntut
sebagal pelaku tindak pidana selain pengurus korporasi yang menialankan
perbuatan-perbuatan tersebut asalkan perbuatan tersebut dilakukan untok
dan atas namsa korporasi dan perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup
usshanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan
tain yang berlaku bagi korporast yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 58 RKUMP di rinci pertanggungiawaban
korporast sebagai berikut,

H3Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S H., Op.cit, hal 59,
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“Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat
pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan
sebagat berikut:
0. Penpgurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh
karena itu pengurus yang bertanggungiawab,
b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan peagurus yang
bertanggungjawah; atay,
c. Korporasi sebagai pemnbuat tindak pidana don juga sebagai
vang bertanggungiawab. .
Otleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untok
suaty  korporasi, maka penuntutsnova dapat dilakukan  dan
pidananye dapat dijatubkan terhadap korporasi sendiri, atau
korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnys saja’.

Sutan Remy momberikan pendapat ager sebaknya sistem yang ke

empat yang bellau usulkan sebatknva yang diborlskukan, Alasan-

alasannys antara fain: "

“Alasan pertama, apabila hanye pengurus yang dibebani ‘
pertanggungiawaban  pidana, maeke menjadi tidak adil bagi P
masyarakat vang telah menderite kerugian karena pengurug dalam

melakukan perbustannya itu adalah oniuk den ates nama

korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atan
menghindarkan mengurangi kerugian financial bagi korporasi,

Alasan kKedua, apabila yang dibebani pertanggungiawaban pidana

hanya korporasi sedangkan pengurus Hdsk harsg  memikul
tanggungizwab, maka sislem itu akan dapat roemungkinkan

pengurus bersikap “lempar baty sembunyi tangan™ aliss pengurus _
bersembunyi di balik korporasi untuk melepaskan dirinya dan
tanggungiawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan

merupakan perbuatan pribadi dan bukan kepeatingan pobadi,

tetapr merupakan perbuatan yang dilakokannya untuk dan atas

nama korporasi dan kepentingen korporasi

Alasan ketiga, pembebanan pertanggungiawaban pidana kepada

korporasi haoya nungkin dilakukan secars vikarius, atau bukan

langsung. Dalam bal ini perbuatan pengurus korporasi dialihkan
pertanggungjawaban pidananrya kepada korporasi™.

2.3.1. Ajaran-Ajaran Pertanggongjawaban Korporasi
Datam terminologi hukom pidana yang konvensional, kelompok
doktrin yang ada selalu bechubungan dengan sebuah adagivm nudfum
crimen sine lege dan nulla poena sine fege. Tidak satu orangpun dapat

didakwa afau dihukem terhadap  sebuah  tindak  pidang  kecvali

Wibid hal 62
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perbuatan/tindak pidana tersebut sebelumnya telah diatur dan dibedakukan
oleh pihak yang mempunyal kewenangan untuk ite*?

Perkembuangan subyek hukum pidana khususnya korporast dalam
sistemy common lfaw torutama di Inggris, Amerika Serikat dan Kanada
membawa dampak bagi perkembangan subyek hukum pidana pada sistem
eivil law. Mula-mula tordapat keengganan untuk moenghukum korporasi,
karena korporasi dianggap sebagai fikst hukam {legal fiction), vang
berdasarkan atwran fpre vires hanyas dapat melakukan  perbuatan-
perbuatan yang secara spesifik dimuat dalam anggaran dasar korporasi
tersebut. Keberatan lainnya adalah tiadanys mens rea yang diperiukan bagi
pemidanaan dan tidak dapainya suatu korporasi untouk tampi sendici di
muka pengadilan. Selsin itu, adalah terbukti sulit untuk dapat menghukum
suatu korporasi karena ketiadaan sanksi-sanksi yang memadai.'t®

Demikias  pula dengan  masalakh  kemampuan  korporasi
bertanggungiawab. Kemampuan berfanggungjawab dalam flmu hukom
pidana merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang
melakukan tndak pidana. Van Hammel, sebagaimana dikotip oleh Roeslan
Saleh''” menyatakan bahws kemampuan bertanggungjawab adalah suatu
keadaan normalitas psikis dan kematangan afau kedewasaan, sehingga
sescorang mempunyai tiga macain kemampuan, vaknic (8) Mampu
mengerti maksud perbuatannya; (b) Mampu menvadari perbuatannya tidsk
dapat dibenarkan oleh masyarakst; {¢) Mampu menentukan kehendak
dalam melakukan perbuatannya. Pendapat Iain mengatakan bahwa mampu
bertanggungrawab  adalah mampu mengingafi sifat melawan  hukom
(wederechielijke) perbuatan dan mampu menentuken kehendak.

Pertanyaan yang timbul adalah apakah konsep tersebut diatas

berlaku uniuk korporasi, make dikatakan jika kita menerima konsep

"SAndi Zainal Abidin, Asas ~ Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Bandung, Alumani,
1987, hal 167-168.

"Marcus Wagner, Corporate Criminal Linbility, Natiowat and International Responses,
{Background paper for International Society for the Reform of Criminal Law, 13” Intemational
Conference Commsercial and Finsncisl Fraud ¢ Comparative Perspective, dMalia, 812 july 189%)
dalam Sutan Remy Siahdeini, Perkidisghan Korporusi dan Pertanggung-joswabmm  Pidane,
Universitas indonesia, Rabu,22 Okwber 2014,

"iRoeslon Saleh, Perbuatan Pidana den Pertanggungiaswabon Pidana, Dua Pengertian
Dysar dofam Hukum Pidana, {Jakania Aksora Baru, 19813, hal. §3.
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Jfunctioneel daderschaap maka kemampuan bertanggungjawab dalam
hukum pidana juga berlaku terhadap korporasi. Dengan alasan, keberadaan
korporast tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan aktivitas pencapaian
tujuan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Dengan
demikian, kemampuan bertanggungjawab cksckutif korporasi ditimpahkan
menjadi kemampuan bertanggungjawab dari korporasi sebagai subjek
hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki
kemampuan bertanggung,jawab.I 18

Kesengajaan {opzet) dan kealpaan (cu/pa) adalah juga dua bentuk
unsur kesalahan (schul/d) dalam hukum pidana. Menimbulkan pertanyaan
tentang: apakah dan bagaimanakah badan hukum, walaupun tidak
mempunyai jiwa manusia (manselijke psychis) dapat. memenuhi unsur-
unsur psikis (de psychische bestanddelen), kesengajaan (opzef) dan

kesalahan (schuld)?'"®

Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat
dilakukan dengan cara melihat: apakah kesengajaan bertindak pengurus
korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau
berada dalam kegiatan yang nyata darn suatu perusahaan. Jadi harus
dideteksi melalui suasana kejiwaan (psychish klimaat) yang berlaku pada
korporasi. Dengan konstruksi pertangguiagjawaban (toerekenings-
consiructie) kesengajaan perorangan (natunrlifk person) yang bertindak -
atras nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.'*° )

Terhadap alasan pemaaf bagi korporasi, dapat dijelaskan bahwa
sebagai konsekwensi diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka
alasan-alasan penghapus pidana dapat diterima juga kepada korporasi,
namun alasan-alasan penghapus pidana harus dican pada korporasi iru
sendirt.

Ada tiga ajaran pokok yang menjadi landasan bagi pembenaran i

dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu

"8 Hamzah Hatrik,SH.,MH., Azas Pertanggimgjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana
Indonesia Strict Liability dan Vicarious Liability, {(Jakarta:PT.RajaGralindo Persada,1996), hal.86.

" 1bid, hal.93.

"Muladi, Pertanggungfawaban Badan Hukum dalam Hukum Pidana, (Makalah dalam
Ceramah di Universitas Muria Kudus, 5 Marct 1990).
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doktrin  strict  [liabillty, dokirin  vicarious fiability, dan  dokirin

{dentiftikasi. /¥

“iReberapa daktrin pertanggunsinwaban pidsns kepads korporsst lainnya menurut

Peol DR, Sulan Remy Siahdeini$ H, dalam  bukunys  Perrangguagfoveban Korporest,

{Izkana:FT.Gralit Perg, Z006), hal 97-113, dengon menyitir pendapat dast para shif hukum lain

dapat dischimkan diantaranya:

i. Docirine aof Defegation. Menurpt  dokirin  wisebur  omuk  dopat  imembebankan
perianggungjaweban pidana yang dilakukan oleh pegewai kepada korporasi adalah
membebankan peraangguogiawaban pidans kepadz korporasi dengas  mekhat adasys
persdelopasian wewenang dan sescoransg kepada orang hin snuk melaksanskan kewenangan
vang dimilikinva. Pendelegasian wawenang oleh secrang pemberi ketza kepada bawahanaya
marupakan alasas pembenar bagl dapat dibebonkannya perlanggungiawshan prdong kepada
permberi kerja itu mas perbuatan pidana yang ditakukan oleh bawshannya itz

2. Doctrine of dggregation. Ajaran @t menmusngkinkas agregast atau kombinasi kesalahan dari
sgimilah orang, wrauk disiobulkes kepads Kerporasi sehingga korporasi dapat dibebant
pertanggungiawaban, Menurat ajasran i, semua perbusian dan semuon unsere mendst {sikap
kalbu) dari berbagai orang yaag terkait secara relevan dalam inghungan perusshaan
dianggap senkan-akan dilakuken oleh zatu orang saja.

3. The Corporate Culture Modei atan Budaya Xerja Perusahasn Menan! ajaran ind,
pertanggungjawaban dapat dibcbankan kepada korporasi apabila berhasi! diesnukan bahwa
seseorang vang telah melakukan perbuatan melanggor hokum memilikd dasar yag rasiona!
urhsic meyakini bahwa apgpota korporasi yang memiliki kewenangan (au guthorize of the
carporation) wlah membedkan wewenang alau mengizimkan dilakskannya tindak pidena
teesebut {ourhorized or permitted the commission of the aoffencs), Berkenaan dengan itu,
menurut dokida ind, iidak perly menemukan orang yang berlanggungjawal alas perbuatan
vang melanggar hulom im ootnk memperengrungjawabkan perbuaian ity kepada korpomsi.
Sebaliknys pendekatan lersehul meneninkan bahwa korporasi sebagai suatu kescluruban
adalzh pihak vang hares jupa bedanpgoagiswab karena felah dilnkukannys perbustsn yang
melanggar hukum dan Buksn orang vang telsh nmiskokan perbunitan iy sajs yang harus
bertanggung jxwab,

4. Duoctrin Reactive Corporate Fault. Dokirin ini menyalakan balvwa spabila ccms rens dant
suatu tindak pidana erbuki dilakukan oleh atau wtas nama suate korporagi, maks pengadilan
sepanjang felah dilengkapi dengan kewenangan berdasakan peraturan perondang-undangan
untizk dapat mengeluarkan perintal yang bersangiuian, dapat meminta kepada peruszhaan
untuk;

a. Melakskan penvetidikan sendirt mengensi siaps yang hestangpungiawab 4i dalam
organisasi perusahaan o
b, Unluk mengambil tindakan-tindakan disipiin terhadap mereka vang bartanggungjawab;
¢. Mengirimkan laporan yang meringi apa saja tindakan yang telah diambst oleh perusabaan.
Sementara Prof. DR, Sutan Remy Spnhdeins, S.H. semiliki afaran pertanggungjawabannya
sendiri yang helfau berd nama diaron Gobungesn Menusmut Profl Remy komporasi didak dagat

melakukan perbuatan senddind, tetap! harug selaie melalul mosusia yang memibki kewenangan

untuk melakukan perbuaton jtu 218y nama korporsst. Mengingat hal yang demikian itg, maks harus
terlebih dahulu dapat dipastiken adanve manusia yang menjndi pelaky sesungguhaya (pelaku
maferiil} dar tindak pidans (ersebst, vang aias dilakukannyy tindak pidana i, korporasi harus
bertenpruibgiawab.

Pembebanan pertanppungiawaban  pidana kepada korporasi atas  tindak pidana yung
dilakukan oleh seseorang adalah apabila dipenuhi semus unsor yaitu:

1. Tisgak pidanz lorsebut (baik dalam bentuk commission maupun onsission) tilakukan atan
diperintahkan oleh personel korporast yang di dalum siurktur organisasi korporasi
memiliki posisi sebagal directing mind dari korporas;

2. Tindak pidana tersebut dilukukarn dalam rangka maksod dan wivan korporasi;

3. Tindak pidana dilakukan oleh pelsku atau astas peintah pembert perintgh dalams rangks
tegasnya dalam koeporast;

4. Tindak pidona wersebut dilakukan denpan maksud memberikan manfsat bagi korporasi;
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a.  Dokirin Strict Liability

Menurut dokirin i, pertanggungiawaban pidana dapat
dibebankan kepada pelaku findak pidana vang bersangkufan dengan
tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian)
pida pelakunya.

Dokirin int scring disebut juga absolire Lability, atau
nepurut Prof, DR, Swan Remy Sjabdeint, SH menyebuinya dengan
istifah “pertanggungjawaban mutlak™

Dalam  perkembangan  hukwn  pidana  yang  terjadi
belakangan  diperkenalkan pula  Hadak-tindak  pidana  yang
pertanggungiawabannya dapat  dibebankan  kepada pelakunya
sekalipun pelakunya tidak menihiki mens reo. yang disyaratkan.
Cukuplsh apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah
melakukan acius reus, yaifu melakukan perbuatan vang dilarang oleh
ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan
oleh ketentuan pidana {offences of strict hability).'?

b, Doktrin Vicarious Liability.
Sering disebut juga ajaran respondeat superfor. Menurut
Sutan  Remy Sjahdeini ~disebut sebagat  “perfunggungiawaban
vikarius”. Arti  dari doktrin  inl adalsh  pembebanan
pertanggungjawaban pidana danl tindak pidana yang dilakukan,
misalnya oleh A kepada B.
Teorl atau dokirin inl diambil dari hukum perdata vang
diterapkan pada hekum pidana. Mepurot asas inl, dimana ada
hubungan antara master dan servant stau principal dan agent, berlaku

muxim vang berbunyi gud fucit per alium facit per se {Pseorang yang

3. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atay alasan pemanf untuk
ditebaskan dari pertanggungiawaban pidans;

6. Bag: taduk-tidak pidana yang mengharuskan adanya unsure perbuatan {aonts ressy dan
unzure kesalshan {ness rea), kedua snsur tersebut tidak harus serdapat pada satu orang
saia,

22 Prof. DR. Sutan Remy Sishdeini, $.11,0p.097, hat 78,
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berbuat melalol orang lain dianggsp dia sendin yang melakukan

perbuatan 1tu”}). 1

Doktrin Menzifikasi

Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana terhadap
korporasi muncul schuah teorl pemidanasn yaity leort identifticast
(sdentification theory). Teort identifikasi adalab salah satu teotd atau
dokirin vang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi
pembebanan pertanggung-iawaban pidana secara vikarius kepada
korpovast yang notabene lHdak dapat berbuat dan tidak mungkin

memiliki mens rea karepa tidak memiliki kalbu, ™! Teori Identifikasi

URSIF —unswnya yaitw g

a. Apsbila tindak pidana tersebut dilakukan oleh “directing mind”
dari korporagi tersebwt, Directing mind adalah  organ dart
korporasi ateu pekerja lainnys yang mempunyal kewenangan
untuk menetapkan kehijakan crganisasi.

b. Kebhijakan vang diambil merupakan lravires, Kebiizkan yang
diambil oleh badan hukwem tersebut secara keseluruhon oleh
tirecting mind.

o.  Mendatangkan Manfaat/Keuntungan bagi Badan Hukum tersehut,
Menurut Prof DR .Sutan Remy Sjahdeini,S.H., apabila hasil dani
tindak pidana ini tidak masuk ke dalam pembukwan peruszhan
scbagai pendapatan korporasi, maka perfanggungjawaban pidana
dgri tindak pidana korporasi tidak dapat dibebankan kepada
korporasi, Apshila  perbuatan tersebut dibebankan
pertanggungiawabannya kepada korporssi, maka tidak adil bagi
para stake holder korporasi tersebut yang antara lain terdiri atas
pernegang saham, para pepawai, para kreditur, negara sebagai
pemungut pajak, dan lain-lainoya. Dengan kata iain, dalam hal
tindak pidana ifu tidak memberikan manfaat apapun bagi
korporasi, tetapi hanya memberikan manfaat  kepada manusia-
manusia  yang wmelakukan perbuatan  ferscbut, seyogianya

*}bid, hal §6.

i Gary Scanlan & Critopher Ryaw. Ax frroduction to Criminal Law. London. Backstone.
Press Limited, 1985, Hal, 119,

"% amunda Pinto dan Martin Evans, pada bagian the Dectrine of “identification * dalam
Corporate Criminal Linbifity, Swelltd Maxwel, London 2803 Hal. 39.68 bandingkan dengan
wlisan Sutan Remi Sjshdieni, Pertanggungiowaban Fidana Kerporasi Dadom  Peraturen
Perundasg-Undangan Pidena Indonresia, bshan mata kulizh Korporasi Dran Pertanggungiawaban
Pidann, Universitas lndonesia, Hal. 61-65
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pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada manusia-
manusia pelaku tindak pidana tersebut. '*®

2.4, Berbagsi Tindak Pidana Korporasi Dalam: Kasus Lingkangan Hidup di
Indonesis
2 4.1 Pengertian Lingkungan Hidup
Mombicarakon lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dan
asas, tujuen dan sasaran yang telah ditctapken pemerintah dalam
undang-undang No23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (untuk  selanjuinya disebut UUPLH). Pasai 3 UUPLH

rmenyatakan

“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggaraka, dengan
asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat
bertujuan untuk mewujndkan pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia scluruhnya yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan
Yang Maha Ese™.'¥’

Penjelasan  dari Pasal  tersebur  adalah, berdasarken  asas
tanggungiawab negara, di satu sisi negara menjarmnin bahwa sumber
dava nlam akan memberikan manfaat yang sebesarnya bagl
kesejahteraan dan mutu hidop rakyat, baik generasi masa kini mavpun
geperast masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya
kegiatan pemanfaatan sumber daya slam dalam wilayah yurisdiksinya
negara inin, serta melindungi negara terhadap dampak keglatan di luar
wilayah negara.

Dalam Pasal 4 UUPLH-nya dinyatakan tujuan pengelolaan
antara lain adalah:

“,..agar manusia Indonesia menjadi insan lingkungan hidup
yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina
lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini

Yhrpid
BRHIPLII No 23 Tahun 1997, Pasal 3.
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dan generasi masa depan, sera fercapamya kelestarian fungsi
lingkungan hidup...”

Nomma-norma  dimaksud  tidak sajo dimoksudkan  sebagai
noroaz yang kemudian di wupudkan dalam aturan/hukum pidana,
mamun  juga dimaksudkan juga yang diwujudkan dalam hukum
administrast dan juga hukuny perdata. Dikatakan terdapat asss
subsidioritas dan asas precoutionary serta asas wliimuwm remedinm
dalam penegakan hukum lingkungan. Int sebagat konsckwensi bahwa
hukum  lingkungan  adalah  merspakan  hukum  fungsional  yang
menempati titik silang petbagai hukwn lainnya, yang actinya kurang

lebih bahwa (dalam penjelagan UUPLH) mengatakan,

“sgbagatl penunjang hukum administrasi, berlakunya keteniuan
hukum pidana fetap memperhatikan asas subsidiaritas, vaitu
bahwa hukom pidana hendaknya didayagunakan apabils sanksi
bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi
perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup
tidak efekiif dan/atan tingkat kesalahan pelaku relatif berat
dar/ataw akibai perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya
menimbutkan keresahan magyarakat”,

Pengertian lingkungan hidup itu sendiri dalam UUPLH di

definisikan sebagai berikut:

-]

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semun benda,
daya, kendaan, dan mahluk hidup termaspk di dalamnya
manusta dan perilakunya yang memengaruhi kelangsengan pen
kehidupan dan keseiahteragn manusia serta mahivk bidup

3y [28

iainnya”.

BRM. Gatot P. Scemartono mengutip pemdapat para pakar

tentang rumusan lingkungan hidup membedkan definisi sebagai

berikut;'?*

“¥pasal | butir | Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelotaan Lingkungan
tidup.

'"PRM. Gatr P Socmanono, Mengenal Hukum Lingkungan ndenesio, (Jokara:Sinar
(irafika,1991), hal. 14,
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“secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda,
kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan
yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk
kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian
ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan
dengan factor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti
faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan
lain-lain”.

Sedangkan Soejono mengartikan lingkungan hidup sebagai
lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi
semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam.
Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan
tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmant
belaka, "

Munadjat Danusaputro memben definisi lingkungan hidup
yaitu bila semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya
manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana
manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta
kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian
tercakup lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.'?!

Semua pengertian awal tentang lingkungan tersebut adalah
sebagai salah satu dasar pemahaman terhadap penunjang instrument
berikutnya yaitu instrumen yuridis dalam hal pengelolaan lingkungan,
yang pada akhimya kaidah-kaidah tersebut dimuat dalam suatu hukum
lingkungan.

Dikatakan oleh Danusaputre bahwa hukum lingkungan
adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu
hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai

kebutuhan hidup.'*?

®goedjono Dirdjosisworo dalam  Sjahrul Machmud,SH. MH, Asas Subsidiaritas dan
Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum  Lingkungan (Bandung:Mandar Maju,2007),
hal.35.

13T, Munadjat Danusaputro dalam Zbid , hal.35.

5T, Munadjat Danusaputro dalam /bid, hal.37.
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2.4.2. Formulasi Nasional terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup
Berikut ini bermacam peraturan  perundang-undangan

schagai formulasi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia; ">’
Tabel 2.1. Peraturan Perundang-undangan den Lembaga

yang Bertanggungjawab

No. Peraturan Perundang-uadsngan Lembagn yang Bertanggung
Jusvaby

Ceneral Environmental Logisiation '

I, UG Ro.23 Tahun 1997 imiamg Peng&laiaaa Kaﬁ;eﬁ{ﬁan ngimngan Mfﬁhdizp

Lingkusgan Hidup {(KLH}
2.1 Hinder Ordonentic Pemda
3. 3 ULl Na.32 Tahsn 2604 tentang Pemeriniahan | Depdagri dan Pemda
Daeean
Sectoral Envivonementa! Legislafion | Soassh oo vash gt i e BV
1. UM No, 1 Tabun {987 tentang Ketentuan Pokok | Depariemen Energi dao Svmber
Perambangan Days Migeral (ESDM)
2. | UL Ne.$ Tahun 1984 fentang Perindustrian Pepartemen Perindusirian -~
I iU WNoS Tahun 199G jentang Konservasi | KLH Departemen Kehutansn
Sumber Daya Havati {Dephut), Depariersen Kelautan
dan Perikanan (DKP)
4, UtI o3 Tahun 1997 1entang Konservast Cagar § KLH
Budaya
5. ] U Ne.2? Tabus 2061 weotang Minyak dan Gas ; FSDM
Bomi
6 jul Ne20 Tahon 2002 tentang | ESDM
Ketenagalistrikan

7, U Nodi Tahun 1999 denteng Kehutanan | Dephut
sebagaimana telah diubah dgn ULJ Ne. 18 Tahun
064 ug Perebaban UL NoAl Tahun 1599

wentang Kehwtanan
8. 1 UU No.27 Tahun 2803 tentang Panss Bumi ESDM
2. 1 Ut No.3) Tahon 2004 tentang Perikanen DKP
19, | UU No.7 Tahun 2004 entang Sumber Daya Alr | Departemen

Pekeriaan Umum (PPN

Ul Neli®  Tahun 1597 tentang | ESDM
Keteaaganukliran

12, } ULINo.26 Tahun 2007 tentang Penglaan Ruzng | PU

13t UU No.® Tahun 1990 lentang Pariwisala Denartemen Parfwisata

14, | UU No.b Tahun 1867 tentang Ketentuan Pokok | Depantemen Perdonian {Deptan)
Peternakan dan Keschatan Hewan

15, | UU Mo, 18 Tahun 2804 tentang Perkebunan Deptan

16, { UL) Nel28 Tahun 2000 tentang Perlindungss | Deptan
Varigtas Tanaman

17. 1 YU Ned rahon 1996 wentang pangan Depian

18, 1 UU Nolé Tahun 1992 tentang Karantina | Deplan
Hewan,Jkan dan Tumbuhan

i, 1 UU NpJ32 Tabus 2004 tentang Pemerinfohan | Depademen  Dajars Negenl
Daerah (Depdagri}

"B Rapid Assesment Environmeniat Complionce and Enorcement in indonesia JCEL-KLB-
AECENZO88, dalam buky Pedomumn FPeretiran Perundang-undangan Pengelofoan Lingbungon
Hidup KLF, 2008, hal.6
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26, ¢ U Ne33 Tahen 2084 entang Perimbuangan | Departemen Keuangan (I)&pkmi}
Eevangin Pusat sdan Dacrab dan Bepdapsi

Z1. U0 Neldd Tohun 2000 tentang Pajak dan | Depken,Depdagrt

] Retribusi Daerah

22, UU Ned Fohus (980 woiang Ketentuan Pokok | Beadan Pedtanahan NMagional
Agraria

23 1 ULF No28 Talam 2007 otang Pensaaman | Depken,  Baden  Koordinggd

Muodal

Pennaaman Modal {(BEPM)

Provincidl Environmemal Legisiation

i

Perda Proviast Javen Bamt No i9 ’Fﬁimn 2(}02
tentang pengurussn Hotan di tows Barat

Pem Prov Izbar

Z. | Pepda DKL Iakasta Mo Tahun 1998 wentang | Pem Prov DKI
Kebersihan Linghkungon delum Wilayah DEI
Jakarta
‘Local Exvironmental Legislation’ S b
1. | Perda Kab.Magelang No23 Tahun 2001 temang | Pem Kab Magelang
Pertambangan
2. | Perda Kob. Bantul No.16 Tabun 2003 ientang | Pem Kab Bantul

Pengamangn  Pasir, Kerikil, dan Bam di
Lingkuoga Sungai dan Pesisir

“Ratiied Eyiviy onriental Legianon re . .

1.

Biclogical Diversity

GU No.3 Tabun 1994 zmwng Koams?

2

1) Neos Tahus 1984 tentang Pengesahan
United  Nations  Fromemwork on Chmate
Chanee

U Na.17 Tahun 2004 wntang RatubBkasi Xyero

Protocyt

Berdasarkan  data  diatas, terdapat perscalan yang
menyangkut aspek keadilan lingkuongan, antara lzin karena dilihat dari
5181 kuoantitas, banyaknya peraturan perondang-undangan  yeang
mengatur pengelolaan lingkungan hidup selama ini justre menuai
dampak negatif, vaite (a) ketidakjelasan kewenangan dan koordinasi
antar instansi, (b) perbedaan paradigma dalam menafsirkan peraturan
perundang-undangan, (¢j pengaturan masih bersifat sektoral dan tidak
utuh-menyelurch (komprehensif).

Masih terdapat celah dalam hukum pengelolaan lingkungan
hidup nasional kita yang secara tidak langsung dimanfaatkan oleh
multinesional korporasi bekerjasama dengan kebijakan pomenintah
untuk memenuhi hasrat kapitalisnya dengan mengorbankan hotan alam
dan kerusakan lahan-lahan agrarian akibat eksplorasi pertambangaonya

di negara-negara berkembang,

HGunawan, Op.cit, bal 32,
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2.4.3. Pendekaton dan Azas-azas Khusus dalam Pepegakan Hukum
Lingkungan

2.4.3.1.  Pendekatan-pendekatan dalam Penegskan  Hukum
Lingkungas

Esensi twjuan pencgakan hukumn lingkungan adalah

penataan {compliance) torhadap nilai-nilai perlindungan daya

dukung ckosisterm dan fongsi lingkungan bidep. Oleh karenanya,

maka penegakan hukem bukanlah satu-satunya cara.'” Secarg

garis besar pendekatan penataan dapat ditempuh melalui empat

pendekatan: ¢

a. Command and Conirol Approach (CAC);

b. Economic approach, '

e Behavior approach;

d. Fublic pressure approaeh,

Command and Control Approach {CAC) atau lazim jugs
disehut deferrent approach {pendekatan penjerazn) adalah
pendekatan hukum itu sendiri. Di dalam pendekatan ini terdapat
ancarnan  hukuman (sanksi) dan  penjatuhan sar;.ksi, Indonesia
adalah negara yang menerapkan pendekatan ini dalam menegakkan
hukurs finglkungannya,

Pi Indonesia melalui UUPLE No.23 thn 1997, secara
umum memberikan peluang bagi  pengembangan pendekatan
ekonomi, seperti ada Pasal 10 yang mewajibkan pemierintah untuk
mengembangkan dan  meperapkan perangkat yang  bersifat
preemptive, preventif, dan proaktif. Namun demikian, baik di
tingkat pusat maupun di tingkat dagrah peneckanan kebijakan lebih
diarahkan pada pendekatan deterrence. Seperti terlihat pada bab
VI-IX yang mengatur masalah perizinan, persyaratan-persysratan

Winas Achinad Santosa, Penegokan Hukum Linghungan Adminisirasi, Fidana, den
Perdure Berdasarkan Sistert Hiduen Indonesia, Exvironmente] Law and Enforcement Training,
Indonesia-Augralia Specialized Teaining Project Phase 1, Iakarta 03-10 November 2201,

Hirgas Achmad Santosa, idem, hal 234-235.
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larongan-larangan, pengowasan, sanksi  administratif, gugatan,
ancaman hukuman pidana.

Penggunaan-penggunaan pendekatan di atas bubeda
pada Hap-Hiap negara, sangat bergantung kepoda situasi kondisi
pemabaman  pemerintal, kultur batk  masyarakal yang juge
tercermin dalam kulivr birokrasinya, sorts kebendak politik dan

vang terpenting komitmen pemerintah.

2.4.3.2. Azas subsidiaritas
Subsidiaritas dalam kamus Inggris-Indonesia John M.
Echols dan Hassan Shadily dimaknai sebaga “cabang,
tambahan™ "’ Demikian pula dalam Kamus Hukum"* bermakna
sebagai “pengpanti, tambahan.”
Dalam penjelasan umum UUPL angka 7 subsidiaritas
diartikan schagat berikut:

“sebagal penuniang hukum  adminigirasi, bedakunya
ketentuan hukum pidena tetap miemperhatikan  asas
subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya
didayagunakan apabila sanksi bidang hokum lain seperti
sanksl administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif
penyelesaian sengketa lingkungan hidup tdak efektif
dan/atau tingkat kesalahan pelaku relative berat danfatau
akibat perbuatannya relative besar dan/atau perbuatannya
menimbulkan keresahan masyarakat.”

Asas subsidiaritas sebagaimana termakiub dalam penjelasan
umum di atas memberikan pengertian bahwa berlakonya ketentuan
hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang
hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan
alternatif peanyelesaian sengketa hidup tidak efektif dan/atau
tingkat kesalahan pelaku relafif berat dan/atou skibat perbuatannya

FYohn M. Echols dan Hassan Shadily, Kannes Inggris-Indonesia, hat 363, hal 13,
YO, Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Aksara Baru, 1980, hal.163.
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relatif besar dan/afau  perbuatannya  menimbuikan  kercsahan
masyam&at.”g

Oleh karena penepakan hukum pidana disandarkan pada
ketidakefektifan  sanksi  hukum  administrasi, perdata  seria
penyelesatan sengketa di luar pengadilan, maka dengan demikian
pencgakan hukum pidana lingkunpan tersebut bersifat “ultimm

remedinnt,

2.4.3.3. Asas Ultimum Remedium dan Asas Premium Remedium
dalam penegakan hukum pidana lingkungan

H.L. Packer menyatakan bahwa sanksi pidana adalah svatu
saranz lferbalk yang tersedia vang dimiliki untuk menghadapi
kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta untuk menghadapi
ancaman-ancaman dari bahaya. Sementara asas wltimum remediun
yang masih dianut dalam UUPLH seharusnya sudah harus ditinjau
kedudukannya karena disinilah fitik rawar dis-fungsionalnya
dukum pidana. Dasar pemikiran ini ada dalam Penjelasan UUPLH
angka 7 alines 7, “dengan mengantisipasi kemungkinan semakin
v banyak munculnye tindok pidana yang dilakuken oleh suatu
korporast,  dalam  undang-undany  ini diswr  pula
pertanggungiawaban korporosi”. QOleh karenanya, seyopyanya

hukum pidana dapat ditampilkan sebagai premium remedium.'*°
Dikatakan pula dalam penjelasan UUPLH bagian umum
angka 7 alinea 7 tersebut bahwa penggunaan hukum pidana bersifat
ultimum  remedium lerhadasp pencemaren atau  perusaken
lingkungan yang bersifat tingkat kesalahan pelaku relatif tidak
berat dan/atan akibat perbuatannya relatif tidak besar, dasfatau

perbuatannya tdak menimbulkan keresahan masyarakat,

Akan tetapi, sebagai wacana untuk reformulasi aturan

dalam tindak pidanz itngkunpan, maka, uniuk tingkat kesalahan

"Peiahral Machmud, SH. MH, Zp.cir, hol.49.
WEdi Setiedi,Fungsionalizasi Hukum Pidang Terhadap Kejahatan Kerporast Bahan
kulinh Pasca-Sarinng Usnisbha, Okiober, 2003
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pelaku relatif berat dan/atau perbuatannys relatif besar, danfatay
perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakal, maka peran
hukum pidana bukan lagl wifimum remedinm skan fetapi sudah
premium remedium.'

Asas premium remedium ini diterapkan terutama kepada
pelanggaran terhadap delik materill, dimana toreemar atau
rusaknya lingkungan secara kasat mata dapat dilibat darl adanya
perubahan warna air, bau alr, matinya mahluk yang hidup dalam
air atau biota air. Pengpunaan asas ini, ferutama dikaitkan dengan
penerapannya ferhadep subjek hukum korporasi, akan dibahas

secara lebih mendetail dalam bab selanjutnya.

2.4.3.4. Asas Precautionary

Dari asas Subsidioritas ini dalam pencrapannya terkandung
asas precautiongry principle (asasfprinsip pencegabany - Prinsip
ini dapat ditemui pada prinsip nomor 1[5 dekiarast Rie (Rie
Declaration on Envirommenial and Developmen: 1992), yang
memuat 21 prinsip untuk membangun kerjasama global yang baru
dan scimbang melalui kerjasama lima negara, Amanat prinsip ini
adalah  pada pokoknya adalah mendukung  sustaiable
development. Pengawassn ini dapat dilakukan sejak awal melalui
proses penvusunan AMDAL dan pombinasn melalul proses
eguran-teguran secara administratif

Prinsip ini mengandung makna bahwa pencegahan lebih
didahulukan dan diutamakan dari penindakan. Tindakan
pencegahan  atau  pengawasen  dari  instansi  harus  lebih
dikedepankan {hukum administrasi} dibandingkan dengan

penegakan hukum pidana,

“Igiahrul Machmud, SH.,MH, ibid,hat. 5

“Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MA RY, Kumpulan Tulison dari Bapedal berjudul
“Penerapan Sanksi Pidona dafam Kasus Pencemoraen dan/otau Perusckan Lingkengan Hidup™,
Tahon 1989, hal 248-249.
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2.3. Pengertian Tindak Pidans Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan bidup, terutama yang
menempatkan korporast sebagai subyek hukum gidana, tidak hanya
terbatas pada UUPLH tetapi tenmasuk jugas beberapa tindak pidana
yang mempunyai dampak terhadap hingkungan hidup scperti yong
diatur dalam:

|, Undang-Undang No. § tahun 1983 ientang Zona Ekonomi
Eksklusif indonesia;

2. Undang-Undang Ne, 8 tabun 1984 tentang Perindustrian;

3. Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan,

4. Undang-Undang Neo. 3 tahun 1990 tentang Kongervasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

5. Undang-Endang No. 35 tzhun 1991 {entang Sungai;

4. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;dan

7. Undang—Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,

Dalarn menangani perkara-perkara kejnhatan lingkoogan
hidup, penegak hukum hendaknya lebih banvak memberikan
perhatiannya  terhadap  kesmuongkinan diterapkannya  koalifikas
corporate crime & bidang lingkungan hidup untuk memikirkan
bagaimana teknik penunfutan yang tepat dan efektif dalam
menghadapt Enviroamental corporate crime.

Dalam Pasal 45 dan Pasal 46 LAIPLH terdapat beberapa
kata kunci mengenai Envircnmental corporate crime yaitu;

a) tindak pidana dilukukan oleh ataw atas mama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yvayasan atau organisasi lan;

b) tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisast lain dan dilakukan
oleh orang-orang baik berdasarkan hubupgan kerja maupun
berdasarkan hubungan lain, vang berindak dalam lingkengan

badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau orgawisasi lair;
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¢} tuntuten pidana dilakukan dan sanksl pidamn serta tindakan iata
tertib dijatuhkan batk techadap badan hukam mavpun terhadap
mercka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai
pemimpin dalam perbuatan Hu atou terhadap kedus-dunnya;

d} tuntutan pidana dilakokan dan sanksi pidana  dijatuhkan baik
terhadap mercka yang memberi perintah atau yang bertindak
sebagal pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut,
baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain,
melakukan tindak pidana secara sendini atau bersama-sama,

Dari beberapa kata kunei tersebut di atas dapat diketalii beberapa
hal seperti:

a. Envirommental corporate crime adalah tindak pidana lingkungan
hidup vang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang pelaku,
materiil atas nama spatu perusahaan/badan hukum atau dalam
rangka melaksanakan kebijaksanaan pimpinan perusahaan/badan
hukum seperti persercan, perserikatan, yayasan, dil.

b. Tersangka{terdakwa dalam environmenial corporafe crime yang
dapat dituniut dan dijatﬁhi pidana dan tindakan tata tertib, adalah
baik orang vang memben periniah atas orang vang bertindak
sebagai pemsimpin oraupun badan bokuem B sendin,

¢, Karyawan rendshan vang melakukan tindak pidana lingkungan
hidup dalam rangka semata-mata menjalankan perintah atesannya
tidak termasuk vang dapat dituntot dap dijatubl sankst pidana
dalam svatu perkara tindek pidana lingiungan hidup perusabaan
{environmental corporate crime).

UUPLH berfungsi sebagal Umbrello Aot (ketentuan pokok),
vaito sebagal rujukan vang utama bagl ketentuan pengaturan terhadap
lingkungan dalam undang-undang lainnya. Ini dapat dilihat dan bagian
Umum Penjelasan UUPLH dslam angka 7 alinea 4,

“Undang-undang ini memuat norma hukum lingkungan
hidup. Selain it, undang-undang ini akan menjadi Tandosan
untuk menilai dan  menyesuaikan semua  peraturan

Univarsitas Indonesia
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perundang-undangon  yang momuat  ketentuan  tentang
lingkungan bidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-
undangan mengenni pengairan, pertambangaa dan energy,
kehutanan, kosservasi sumber daya alam hayati dwi
ekosisiemnya, industri permukiinan, penataan ruang, tata
guna tanah, dan lain-lain™.

Fungsi hukem pidana dalam UUPLH adalah fungsi vang
subsidiair, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana {upaya) lain
sudah tidak memadai. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum
UUPLH, vaita:

“sebagai  penunjang hukww  adminisirast,  berlakonya
ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan  asas
subsidarttas, yaitu bahwa hukum pidana  hesdsknya
didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti
sanksi administrast dan sanksi perdata, dan alternatif
penyelesalan  sengketa lingkungan hidup tidak  efektif
dan/eiau tingkat kesalahan pelakm relatif berat dan/atau
akibat perbuatannya refatif besar dan/atav perbuatannya
memmbulkan keresahan masyarakat™,

Walaupun  pengertian  findak pidana lingkungan hidup
sendin tidak dimuat dalam ULUPLH, namun dapat dikatakan bahwa
tindak pidana (terhadap) lingkungan hidup diartikan sebagal
pencemaran lingkungan hidup, yaitu,

“masuknya atau dimasukkannye mahluk hidup, zat, cnergi,
dan/atay komponen lain ke dalam Hegkungan hidup olch
kegiatan manusia sechingga kualitasnya furun sampai ke
tingkat lertenta yang mennyebabkan lingkungan hidup tidak
dapat berfungsi sesual dengan peruntukanya” '

Sementara yang dimaksud sebagail perusakan lingkungan adalah:

“findakan yang menimbulkan perubahan langsung atau
tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya, vang

Wpaeat | butir 12 UUPLE

Penerapan Pidana..., Antonius Bu%ﬁgxfﬁg,ﬁp%,l%?ﬁgﬁa



91

mengakibatkan lingkungan hidup fidak berfungsi lagi dalam

menunjang pembanganan berkelanjutan”, '

Terhadap porbuatan yang mencemard lingkangan ini dalam
UUPLH diatur ancaman pidananys dalam Pasal 41 hingga Pasal 48,
Guma meneptokan pihak yang bortanggungjawab diantara pengurus
suatu badan hukum tersebut, harus ditehusuri sopit dokumen AMDAL,
ijin (lisensi) dan powmbagian tugas pekeriaan dalam jabatan-jabatan
vang terdapat pade badan hukum {korporasi} yang bersangkutan.

Dari dokumen-dokumen ferscbut  dapat . diketahui pula
bagaimana hak dan kewapban pengurus-pengurus perusahaan tersebut
univk memantan, mencegals dan mengendalikan dampak negatif

- kegiatan perusahaan schingga dari penelusuran tersebut akan nyata

pula apakah pencemaran dan/atan perusakan lingkungan tersebut

dapat terjadi karena kesengajoan atau karena kelalaian, '

2.6. Tanggungjawab Korporasi atas Lingkungan Hidup sebagai
Kewajiban dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi

Manusia

Kewajiban dan tanggungiawab skior non-negara terhadap
HAM lebih spesifik ke korporast mulai dikenal terutama sekali setelah
kelver dokumen Global Compact PBB tahun 1999, Global Compact
terdiri dari sepuluh asas: dua di bidang HAM (ne.1-2), cmpat di
bidang standar tenaga kexja (no.3-8), tiga di bidang lingltungan hidup
{no.7-9), dan saty di bidang anti-kerupsi (no.i€; masuk tahun

2004).14

Merujuk pada doekumen Glebal Compact tersebut, penilaian
HAM atas kinerja korporssi meliputi 9 isu, namun beberapa yang

penting dan berhubungan dengan lingkungan hidup antara lain yaitu:

"“*pasal 1 batir 14, Jhid.

“arun M. Hosein, Lingkungan Hidup:Masalah, Pengeloloun dan  Penegakan
Hukum:iya, {Jakara:Bumi Aksara, 19935, hal. 180- 181,

*Mardjono Reksodipniro, Sektor Bisnis (Corparate) Sebageal Subjek Hukum dalam
Kaitan dengan HAM, htip, /v, duniy com/R9/1 Shn, diakses 15 November 2008,

Universitas Indonesia
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Perteoma, dukungan dan penghormatan HAM yang diterima secars
internasional berdasarkan pengarvh yang dimvlikinya; kedua, okitvitas
vang difakukan dipastikan  tidak  melanggar dan menyebabkan
timbulnya kejshatan HAM; serta ketwjuh, mendukung pendekatan
pencegahan kerusakan lingkungan, Aedelapan, mengambil inisiatif
mempromosikan tanggungjawab  lingkungan yang lebih  besar,
kesembilan, mendorong pengembangan dan difusi teknologi yang
ramah lingkungan.’

Disamping Glebal Impact, juga ada norma PBB untuk
mengaiur kewajiban dan tanggungjawab HAM korporasi, yaite Norms
on The Responsibilities of Transnational Corporations and Other
Business Enterprises with Begard to Hiuman Rights. NMorma ini
-disusun atas beberapa alasan, pertama, adanya kecenderungan global
vang meningkatkan pengaruh  perusahsan  iransnasional  dan
perusahaan bisnis lainnya dalam ekonomi di sebagian besar Negara
dan dalam hubungan ekonomi internasional. Kediw, perusahaan
transnasional dan perusahaan bisnis lainnya mempunyai kemampuan
untuk mémbantu perkembangan perckonomian fetapi fugs dapat
membahayakan terlaksananyas HAM. Ketiga, adanya masalah HAM
Internastonal yang i dalamnya ada juga vang merupaken pengarh
perusahaan transnasional dan perusshaan bisnis lainnya."® Doktrin ini
di kemudian had ieébih pepular dengan nama tanggungjawab socisl

pernsahaan (Corporate Social Responsibilin#CSR).

2.7. Berbagsi Tindak Pidana Korperasi Dalam Kasus
Lingkungan Hidup
Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, korporasi
mempunyai kewajiban dalam kebijakan/langkah-langksh yang harus
diambilnya, vaitn
a. Merumuskan kebijakan di bidang lingkongan;

W Gunawan, Op.cit, hal. $1-52.
" ibid
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b Meruomuskan rangkaian/strukbur orgamisasi yang layak {pantas)
serta menctapkan siapa yang bertanggungjawsb alas pelaksanzan
kebiiakan lingkungan tersebuy;

¢. Merumuskan  instruksi/aturan-sturan  intemal bagt  pelaksanaan
aktifitas-aktifitas vang menggangen lingkungan dupana juga
harus  diperhatikan  bahwa  pegawai-pegawal  perusahaan
mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberiakukan
perusahaan yang bersangkutan.

d. Penyediaan~-penyediaan sarana-sarana financial atau
menganggarkan  biaya  pelaksanaan  kebijakan pengelolaan
lingkungan hidup.

Jika terhadap kewajiban-kewaiban ini adanya hulom ndak
atau kurang difongsikan dengan baik, hal ini dapat meropakan alasan
untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kvrang berupaya kerss
dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindakan terlarang.'®

Di Indonesia, masalah lingkungan hidup belom banyak
diangkat ke persidangan. Terutama yang dibawa ke persidangan
secaré pidana dengan dakwaan atau dituntut atas pencemaran
lingkungan, Terlebih lagl jika subjek/pelaku pidana terhadap
perbuatan pencemaran lingkungan hidup itu adalab korporasi.

Perln dicatat , beberapa tahun silam terdapat kasus tindak
pidana lingkungan hidup yang muncul ke permukasn totapi tidak
mendapst penyelesaian secara hukum, diantaranya beberapa kejadian
misainya:

[. Pada tahun 1998 ;. Tangki ameniak Ajicomoto yang bocor dan
berkekuatan 3 ton menimbalkan dampak luar biasa ternyata tidak
ada penegakan hukum dan tidak ada recevery lingkungan, yang ada
hanyalah bagaimana masyarakat dibuat berlarut-tarut dan akhirmya
hampir satu kampung di belakang Ajinomote harug dipindah dan

tanahnya dibeli dengan paksa dan menyisakan 4 orang yang

*eanduan dan Standar Operasional Proscdur Penegakan Hukum Lingkengan Hidup.
Bapedalda Propinsi Sumsters Viara danpan Lembaga Penelitian Somaters Utars, Medan, 2002,
hal.BG.
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bertahan yang bergabung dalam Forum  Pegjuangan Rakyal
Lingkungan.

2. Pada tahup 2000 : Kebocoran Potrokimia dan juga tidak ada
informasi lanjutan mengani hal im, termasuk peregakapn hukum
yang berarti.

3. Pada tahun 2001 : Kebocoran sekior migas di kecamntan Suko,
Tuban, milik Devon Canada dan Petrochina, Kadar hidro
suffidanva waktn ita cukup tinggi, schingga menyebsbkan 26
petani  dirawat di rumab  sakit. Kejadian tersebut memicu
masyarakat safu kampung untuk datang melihat ke tambang, tetapi
vang didapat masyarakat adalah ditembaki polisi Bojonegoro,
sehingga {4 erang tertembak.

4, Pada izhun 2002 : Terdapal tumpahan minyak mentah karena
cksplorasi Premier (il yaog sudah beroperast sejak 1998, Ketika
nelayan mencoba menggunakan hak-hak suaranya, dan tidak
didengar, batk oleh pemerinteh maupun pibak korporasi, lal
mereka melakukan blokade, namun aksi e dijawab dengan
tindakan krisninahisasi terhadap nelayan.

S, Pada tahun 2003 : Ledakan Petrowidada, sehingga membakar
beherapa bangunan dan menceman’ sungai. Tidak ada penegakan
hukum disana. Hanys seorang satparn dan kepala tcknis yang dibert
hukumar,'°

Untuk itulah meka menurut Mochtar Kususmaatmadja hokun
lingkungan hendaknya memiliki aspek-aspek sebagai berikut:"'
1. Peran hukum menstrukturkan kepada kepostian dan ketertiban
dengan mendasarkan kepada pertimbangan para abli masing-
masing sehingga perencanaan ckonomi dan pembangunan akan

memperhatikan efek lingkungan secara keseluruhan;

Hapoiret Advokasi Bkologis vis & vis Keishatan Korporasi”,<hilp:fwwiw walld or.idi
kampanyerplobalisasiftungugaii076226 kitinkorporast_fi#> dinkses 20 Februari 2007.

Bptochtar Kusumaaimadja, " Pengaturan Masalah Léngkungan Hidup Manusia, Beberapa
Pikiran dan Saran” Majaleh Ekologi dan Pembangunan, No.b Tahua 173, hal. 13-14.
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Pola perundang-undangan lingkungan dapat bersifat preventif dan
represif, sementara  mekanismenya  dapat  digunokan  dengan
berbagal instrument antsrg Ioin perizinan, inseniif, denda dan
hukuman;

Pendckatannya bisa bersifat sektoral seperfi patambangan |
mndugt, pertanian, planslogi kota, kesehstan dan sebagainya. Bisa
Juga bersifat meoyeluroh (integral dan komprehensif) seperti
dengan pembuatan Undang-undang Pokok {Basic Law) sebagal

dasar dari pengaturan seluruh bidang sektoral.

Unidversitag Indonesia
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BAB III
PEMIDANAAN KORPORASI
SEBAGAI UPAYA ULTIMUM REMEDIUM OLEH PENUNTUT UMUM
DALAM KASUS KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan diperiukan
pula penegakan  hokum  lingkungan. Pembangunan vang berwawasan
lingkungan lercantum dalam Pasal | angka 3 Undang-lndang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 19971

“Pembangunan berkelanjuian yang berwawssan lingkungan hidup

adalah upaya sadar dan bertagwa, yang memadukan lingkungan

. hidup, termasuk swnber daya alam ke dalam proses pembangunan
untuk menjamin kemampuan, kesejabteraan dan muto hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Oleh karesanya uniuk percepatan tercapainya pembangunan
berwawasan lingkengan itu dalam Undang—Undang Pengelolaan Lingkungan
Hidup {(UUPLH) 1997 diatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama
atas iiﬁg}mngan hidup vang baik dan sehat. Di samping hak, setiap orang juga
berkewaliban memsl ilzgra kelestartan fungsi lingkungan hidup serts mencegah
dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelanjutan
pokok perayataan ini ialah beban pencemaran dan perusakan Hngkungsn
hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak peacemar dan perusak, sehingga
sanksi hukum dipertanggengjawabkan kepada pihak vang mencemant dan
merusak lngkungan hidup dengan melalui sistem peradilan pidana sebagat
salah satu instrumennya.

Untuk  menjamin  kesinambungan  dalam  mempercepat
pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan pula  instrumen

Sistem Peradilan Pidana {SPP), scbagai jejaring {(network) peradilan pidana,

”zlndcnesm, Endang — Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 11U Mo 23
Tahun 1997, LN No. 68 Tahun 1997, TLN No.369%9, Pasal 1.

a5 Universilas Indonesia
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baik hulkum pidana materil, hukum pidana formil maupun  hukum
pelaksanaan pidana.’™ Sistem Peradilan Pidana tentu saja dianggap berhasil
apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang
menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan” dengan diajukarnya pclaku

kejahatan ke sideng pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat

pidana. 54

Dalam dehk lingkungan hidup dikenal beberapa prinsip yang

mendasari penerapan hukum pidana lingkungan. Prinsip-prinsip terscbut

adalah sebagai berfkat: ™’

1. Pringip legalitas, yekni adanya kepastien hukum dan kejelasan
serta ketajmman dalam mermbuat rumusan-rumusan hukom
pidana, dan perumusan sanksinva, Jadi hal ini perlu dikaitkan
dengan akurasi proses keimipalisasi dan segala persyaratannya,
seperti adanya korban atau kerugian yang jelas dan sifat
pencgakan atau pemaksaan dari rumusan tersebut,

2. Hukum pidana lingkungan harus memandang  prinsip
pembangnnan berkelanjutan (sustainable development), vakni
jangan sampat mengorbankan hak generasi mendatang uniok
menikmafi lingkungan vang sehat,

3. Pronsip bahwa bila ferfadi bahaya atan ancaman kerusakan
vang serius dan irreversible, maka kekurangsempurnaan
kepastian ilmish jangan dijadikan alasan mepunda tindakan
ofektif dalam rangka mencegah kenisakan lingkungan, prinsip
ini disebut precawtionary principle.

4, Prnsip untuk mencapai fujsan pemidanaan adalah pertams,
mendidik masyarakat tentang kesalahan moral yang berkaitan
dengan perilaku terlarang dan mencegah pelaku potenstal agar
tidak berperilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap
lingkungan,

3. Prinsip pengendalian {principle of restraing), sebagai salah saty
syarat kriminalisast, bahwa sanksi pidana hendaknya baru
dimanfaatkan bilamana sanksi-sankst perdata dan administrasi
lainnya tidak efekiif menangani masalah lingkungan.

Muladi, Kapita Selekio Sistem Peradilan Pidana, Semaravg, Badan Penecbit Universitas

Diponsgere, 1995, Had |

BSiMardions Reksodipuiro, op cir, Buku 111, hal 85,

BS\tuladi, Prinsip-pringip Dusar Hukum Pidana Lingkwngan dalum Kaitonsya dengan 80
No. 23 Fohun 1997, Seminar Kajian dan Sodzlisam UD Moo 23 Tabun 1997 & Universitas
Diponegors, 21 Pebruari 1998,
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Oleh karenanya, kedudekan instrumen pidans mendapal peran
kbusus dalam UUPLH., Kekhususan tu terlihat pada penjelasan umum
UUPLH angka 7 yang mang diberlskukan ases subyidieritas terhadap

instrumen i, yang diartikan sebagai beritkut:

“sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya kelentuan
hukum pudana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa
hukum pidana hendaknya di dayagunakan apabila sanksi bidang
hukum lain seperti ganksi administrasi dan sanksi perdata, dan
alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektf
danfatau tingkat kesalghan pelaku relatif berst dan/atau akibat
perbuatannya refatif besar danfatau perbuatannys menimbulkan
keresahan masyarakat,”

Ini diartikan bahwa dalam agzas subsidicritas terkandung prinsip
precautionary (precautionary principle), dimana pencegshan atau tindakan
pencegahan lebih didabulukan atsu divtamakan dari penindakan. Upaya
administrasi dikedepankan melalut vpaya insiansi terkait dengan cama
pengawasan dan pembinaan yeng dilskukan melalui lembaga perizinan pada
tingkat awal lazimnya dikenal sebagat (dokemen) terhadap analisa mengenai
dampak lingkungan (AMDAL) atau An Environmental Impact Assessment.
Sebagai dokumen yang menganit scientific prediction, maka AMDAL ini
merupakan alat predikst secara ilmiah untuk memberikan peckiraan dan
peringatan dinl atas suatu pembangunan yang melibatksn unsur lingkungan
dalam skala besar™®,

Pencegahan penggunasn  sanksi  pidane disandarkan atau
mensyaratkan pada ketidakefektifan  terlebih  dahuly  sanksi  hukem
administrasi, perdata serta penyelesaian di luar pengadilan menegaskan bahwa
hukum pidana dalam UUPLH 1997 bersifat ultimum remedium atau last

resort.

"M Daud  Sihlshi, AMDAL Daken  Sistem  Huhum  Linghungen of  Indonesia,

{Bandung Mandor Maiu, 1995}, bal 23,
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Menorut Jaro Mayda dalam “The Penal FProtection of The
Environmentat”, sanksi pidana dalam proteksi lngkungan hidup
dipergunakan sebagal wimum remedium. faro Mayda mengatakan, i
Amuorika Serikat, tuntutan pidana merupskan akhir dari suatu mata rantai
yang panjang, yang berfujuan menghapuskan atau mengurangi akibat-akibat

yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Mata rantai ini dikelompokkan

sebagai berikut.*’

1. Penentuan kebijakan, desain dan perencanaan, pernyatzan
dampak Lingkungsn;

2. Peraturan tentang standar atau pedorpan minimum, prosedur
perizinan;

3. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, pencitvan
tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;

4. Gugatan perdata untuk mencegah aiay  menghambat
pelanggaran, penilaian terhadap denda ataw ganti rogi;

5. Gugatan masyarakat untuk memsksa atan  mempercepat
pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti nigi;

6. Tuntetan pidana,

Dengan demikian, pola kegiatan penegakan hukum pidana
terhadap soate tindak pidana lngkungan hidup menurat UUPLH bara dapat
dimulat atau gkan nampak bila telah dilaksanakanmya tindakan hulcumn seperti

di bawah inn %8

i.  aparat yang berwenang menjatubkan sanksi administrasi sudsh
menindak  pelanggar  dengan  menjatubkan  sustu  ganksi
admimstrasi tersebut tidek mampn menghentikan pelanggaran
vang terjadi ataw,

2.  eantara peruschaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak
masyarakat yang menjadi korban skibat terjadi pelanggaran,
sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme
alternatnf  di [uar pengadilan dalam bentuk
musyawarah/perdamaian/negosiasi/mediasi namun upaya yang
dilakukan menemui jalan buntu, danfatan htigasi melalui

Braro Mayda, The Penal Protectipn of The Envivonmentad, dalam NH.T. Sizhaan, Hukim
Lingkungan dan Ekologi Pembangiman, Edist Kedua, {Inkarta:Frlanges, 2004, bat, 33§,

'K ejsksaan Agung Republik Indonesia, Swrat Ederan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Upiien tentang Pedoman Teknis Yustisial Fenanganim Perkara Tindak Pidara Lingkangan Hidup,
Nomor : B-80/EEIp/O172002, tanggat 29 Januari 2002, Butir 3.
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pengadilan, namun upaya ferscbut juga fdak efektif, baru
kegiatan dapat dimulai/instrumen penegakan hukum pidana
Hingkungan hidup dapat digunakan,

Penegak hukum lingkungan pun untuk masing-masing instrumen
berbeda, yaity instrumen admunistratif oleh pejabal  administratif atau
pemerintaban, perdata oleh pihak yang dirugikan sendin, balk secara
individual maupun secara kelompok babkan masyarakat ataw negara sendiri
atas nama kepentingan vmum {afgemeen belang, public interest), sedangkan
hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang bertindak

15%

sebagai alatnya ialah jaksa scbagai personifikasi negara.™ Ini menegaskan

babwa penerapan pidana dalam penegakan hukum hingkungan tunduk pada
ketentuan asas wltinum remedims atau setidakoya pidana difungsikan sebagai
wltimum remedium, _

Fungsi UUPLH sshagai Umbrella 4ot (ketentuan pokek), yaitu
scbagai rujukan yang ulama bagl segala kelentuan pengaturan terhadap
itmgkungan dalam vndang-undang lainnya, maka ia juga mengatur hal yang
ada kaitannya dengan perkembangan peran korporasi yang semakin meluas
dewaga ini dan beberapa dampak kegiatan ekonominya yang justru
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Dalam
penjelasan UUPLH angka 7 alinea 7 telah disertakan juga pengaturannya:
“dengan mengontisipasi kemungkinen semakin banyek munculnya tindak
pidona yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam wndang-undang ini diatur
pula pertanggungiawaban korporasi”,

Dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UUPLH sendin telah terdapat beberapa
kata kanet mengenal Environmenial Corporaie Crine yatba:

a) tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,

perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;

b} tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,

perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan
dilskukan oleh orang-orang baik berdasarken hubungan kenja

maupun berdasarkan hubungan lain, vang bertindak dalam

Fandi Hamzah, Penegakan Hubwm Lingkungon, Jakerta, Pusat Studi Hukem Pidams

Universitay Trisoksi, 2004, Hal 71-72.
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lingkungan badan hukuem, perseroan, perserikatan, yayasan atay
organisast laing

¢) tuntufan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata
tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum maupun terhadap
mercka vang member perintah atay yang bertindak sebagai
pentimpin dalam perbuatan o atau terhadap kedua-doanya;

d) wumtatan pidang dilakukan dan sanksi pidana  dijatubkan baik
terhadap mereka yang memberi perintah mavpun yang
bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-
orang tersebui, bak berdasarkan hubungan kega maupun
berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana sccarg sendini

atau bersarna-sama;

Setidaknya, UUPLH 1997 memiliki semangat antisipatif yang
memadai techadap dinamika perkembangan atau modernisasi masyarakat dan
ataw korporasi yang dalam aktivitasnya skonominya tidak disangkal turut
andil dalam mempengarubi proses pembentukan dan perubahan hukum
terutama di masa-masa m.e:ndatajng‘ Tericbih dalam kabimat “tuntutan pidana
dilakukan dan sanksi pidana serta tata tertib dapat dijatuhkan terhadap badan
hukum”. Pertanyaan yang tmbul selanjutaya adalah mengapa dan
bagaimana kita mepuniut korpomasi. Menurut Pearlie M.C. Koh dan Victor
C.S. Yeo, terdapat 4 {empat) alasan petiunya kita menuntut korporasi,
yaita: ¢

1. Dimana dimungkinkan lebth dari sastu pihak  dimintskan
pertanggungjawaban atas kesalahan yang ada, maka lebih baik
menuntut semua pihak yang terlibat dalam kesalahan tersebut. Hal
ini akan lebih meningkatkan kemungkinan terhadap tidak ada satu
piliak pun yang dapat dimintal pertanggungjawaban karena tidak
tepatnya penilaian siapa yang layak dipertanggungjawabkan.

Penuntutan tersebut untuk meminta pertanggungiawaban secara
pidana bailk kepada korporasi maupun agennya. Korporasi-
korporasi terschut biasanya telah diasuransikan dan memiliki

""peartie M.C.Koh dan Victor C.8.Yeo, Low Kee Yang (ed.), Company Law, Singapore,
Betterworths Agiz, 1999, 1al.202-203.
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posisi yang lebih baik untuk membavar ganti kerugian yang
ditimbuikan oleh orang yang melakokan kesulahan tersebut
dibandingkan dengan agen-agen perusabiaan atau karyawan secara
individual.

2, Apabila pithak yang melakukan kesalahan sedang melakukan
perbuatan dalam rangka menjalonkan bisnis perusahaan, lebih
tepat untuk menuntut perusahaan sccara langsung.

WMenuntot korporast jauh lebih cfektif karena dengan menuntut
korporasi juga menuntut akar permasalahan dar kesalehan yang :
ditimbulkan oleh individu-individu pelaksana kebijakan korporasi.

3. Menuntut perusahann secara langsung mungkin Iebih prosedural
dan lebih praktis serta meyakinkan karena pihak-pibak yang
melakukan kesalahan tersebut sedang melzkukan perintah-
perintah yang deberikan oleh perusshaan tersebut.

4. Penuntutan korporasi seperti ini secara umum  akan lebih
menghemat biaya dan waktu dari pada berproses menunnut secara
individa pihak-pihak yang terlibat.

Clinard dan Yeager mengernukakan kriteria kapan seharusnya sanksi
pidana diarghkan pada korporasi, yvang mana bila kriteria tersebut tidak ada, “ _____________
maka lebih batk sanksi lainfah (perdata dan lainnya) vang digunakan. Kriteria |
tersebut adalah:'®'

1. The degree of loss i the public. {Derajat kerugian terhadap
publik).

2. The level of complicity by high corporate manager. (Tingkat
keterlibatan oleh jajaran manajer korporasi).

3. The dwrasion of the violation, {(Jangka waktn/lamanya -
pelanggarany.

4. The frequency of the violation by the corporation. {Frekuensi
pelanggaran oleb korporasi).

5. Evidence of intent to violate. (alat bukti yang dimaksudkan untok
melakukan pelanggaran).

6. Evidence of extortion, us in bribery cases. {(Alat bukti pemerasan,
semisal dalam kasus suap}.

7. The degree of notoriety engendered by the media. {Derajat
pengetahuarn publik tentang hal-hal negatif vang ditimbutkan oleh
pemberitaan media),

8. Precedent in law. (Jurisprudensi),

The hisiory of serious viclation by the corporation. (Riwayat

pelangporan-pelangparan serius oleh korporasi).

i0. Deterrence poteniial. (Kemungkinan pencegahan).

11, The degree of conperation evinced by the corporation. {Derajat
kerjasama korporasi vang ditunjukkan oleh korporasi).

=

*Marshall B. Clinaed and Pster C. Yeager,Corporate Crime, dolam Yusuf Shofie, Pelaku
{saha Konsumen dan Tindak Pidura Korporaxi, (Jakaets, Ghalia Indonesia, 2007), hal.119-120.
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Sementara iy, EHiot dan Qinn mengemukakan beberapa alasan atau
dukungan mengenai perlunya pembebanan pertanggungiawaban pidana
kepada korporasi. Alasan-alasan tersebut adalah: '

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusshaan-
perusahaan bukan musiahil dapat menghindarkan dirt dari
peraturan pidana dan hanya para pegawainya yang dituntut karena
telab  melokokan  tindak-iindak  pidans  vang  sebepamya
morupakan kesalahan danl kegiatan usaha yang dilakukan oich
perusahaan,

2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah
untuk menurtut suatu perusahaan daripada para pegawainya.

3. Dalam hal suatu tindsk pidana yang serius, sebuab peruszhaay
lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidasa denda yang
dijatulskan daripada pegawal perusahaan tersebut,

4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusabasn dapat mendorong
pulz pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap
kegiatan-kegiatan perusahaan dimana meregka ielah menanamkan
investasinya.

5. Apabila sebuah peruszhaan telah mengeruk keuntungan dari
kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya perusahaan itu pula
vang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilzkukan,
bukannya pegawai perusahaan it

6. Perdanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan~
perusahaan  untuk menekan para pegawainya, bailk secara
langsung atau Hidak langsung, agar para pegawar  iu
menguszhakan perplehan Iaba tidak dari melakukan kegiatan
uszha yang illegal, misalnya, apabila sebuah perusahaan
pengangkutan  menentukan  parg  pengemudinya  untuk
menyelesaikan tugasnya dolam  wakiu  tertentu, maka para
pengemindi  iw terpaksa harus mengemudikan  kendaraanoya
dengan kecepatan tinggi {ngebut) agar dapat memenuhi batas
wakin  yang  telah  diteptukan  Hw;  membebankan
pertangpungjawaban pidana kepada korporagi akan merupakan
cara unfuk memastikan bahwa perusshaan yang bersangkutan
tidak akan dapat melepaskan din dari tanggungjawabnya ketika
pengemudi yang bersangktan dituntut karena ngebur,

7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap
perusahaan itu dapat berfungsi sebagat pencegah bagl perusahaan
untok melakukan kegiatan yang illegal, dimana hal ini tidak
mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya.

"BiCatherine Elliot don Frances Quinn, Criminal Law, Fourth Edition, Longman,2002,
hal 251, datamn Suizn Remy Sjahdeind, Qp.Cit, hal.55-56.

Penerapan Pidana..., Antonius Budi Sat?a‘?ﬁ—?[ﬁf%ggmdonesm

s



104

Menurut Mardjono Reksedipuire'®, berkaitan dengan tindak pidana
korporasi ini perusshaan atau usaha dagang vang berdingkup kegiatan deagan
skala kecil atau terbates (smafl business offence) tidak termasuk dalam
“kejshatan  kerporasi™ maupun  “iegal corperaie  behaviow”  aleu
pelanggaran hukum {pidana}, karena yang harus dijadikan rgjukan adalah
perbuatan melawan hukum dari “big business”, scbab inilah yang dibicarakan
dalam forum-forum internasional karena mempunyai dampak negatif yang
besar untuk perekonomian negara,

Kejahatan perusahaan {(corporaie orime) merupakan hal vang relatif
baru dalam prakiek penvidiken, penuntutan dan peradilan di negara kita.
Dengan kisn majunya teknologi, ilmu pengelahuan dan sistem informasi,
kejahatan-kejabatan perusshagn kian marak dan umumnya menyangkut
kejahaian finansial/harta benda dalam jumlah besar. '™

Sepertt telah dibahas dalam bab sebelumnya, di dalam bidang hukum
pidana modern, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang biasa
disebul *korporast” kani telah ditenima dan diakui sebagal subjek huknm yang
dapat melakekan tindak pidana dan dapat pulz dipertanggungjawabkan.
I}emikiia;’z' pula pengaturannys telah teréﬁzﬁipat. é;:iiam beberapa pérawraﬁ
perundangan di luar KUHP dan di dslam R-KUHP.

Demikian juga beberapa teori/doktrin pertangoungjawaban yang
telzh ada nantinya akan dapat digunakan untuk membantu meneclagh dan
menganalisa format teori mana yang kiranya lebih tepat dan dapat diterapkan

terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus kejahatan lingkungan hidup.

3.1. Pencgakan Hukem Pidana Lingkungan Terhadap Korporasi
Sebagaimana dirumuskan dalam formulest internasional pada bab
Il tentang rumusan Proposed Model for a Domestic Law of Crimes Against
the Environmen!, dibdhas masalsh generic crimes (kejahatan-kejnhatan
vang bersifat wmum)} dan specific crimes (kejahatan-kejahatan yang
bersifat khusus) terhadap lingkungan hidup. Rumusan-rumusan itu pun

telah diadopsi dalam beberapa pasal dalam UUPLH 1997.

'é’l‘vlardjmc Reksodiputre, Op Cit, 1997, Hal 128,
1K siaksaan Agong Republik Indonesia, Op Cit, Butir 11,
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Dalam UUPLH 1997 beberapa ketentuan pidana baik mencakup
pidana mateniil dan pidana formil tercantum dalam Bab IX dimulai dari
Pasal 41 samipai dengan Pasal 48 serta dalam penjelusannya.

Pengaturan terhadap pidana materil pencemaran dan atau
perusakan lingkungan atau yang di dalam rumusan formulasi internasional
itu disebutkan sebagat generic crimes diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42.
Pasal 41 dan Pasal 42 sebagai delik matcriil selengkapnya berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 41

Ayat {1}
“Barangsiapa yang secars melawan hukum Jdengan sengara melakukan
perbuatan  yang mengakibatkan pencemaran dan  atau  perusakan
lingkongan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10
{sepuluh} tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.600,- (lima ratus
juta rupiah)”.

Ayat (2}
“Yika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada avat (1) mengakibaikan
orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dianessn dengan pidana
penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp.
750.000.000,- (twjuh ratus lima puluh juts rupiah)”,

Pasal 42

Ayat (1}
“Barangstapa yang kareng kealpaunnya melakekan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup,
diancam dengan pidana penjara paling lama 3 {tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp, 100.000.000,~ (seratus juta rupiah)”,
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Ayat (2)
“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mengakibatkan
orang malj alau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 {(lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
136.000.000,~ { seratus lima puluh juta rupiah)™.

Sementara, specific erimes atay delik formil seperti pengaturan
terhadap perbuatan pidana pelepasan dan pembuangan zat, energi dao atau
komponen lain yang berbahava dan beracun scrta menialankan instalasi
yang berbahaya diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44. Pasal 43 dan Pasal 44

sebagai delik formil selengkapniva berbunyi sebagai berikut:

Pazal 43

Avat {1}
“Barangsiapa dengan seagaje melanggar ketentuan perundang-undangan
vang berlaku, sengaja melepaskan atan membuang zat, energi, dan atau
komponen lain yang berbahaya atau beracen maguk diatas atau ke dalam
tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukasn, melakukan impor,
ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut,
menjalankan instalasi vang berbahaya, padahul mengetahii atau sangat
beralasan untuk menduga bahwa perbuatan fersebut dapat ymenimbulkan
pencemaran dan alaw perusakan lingkungan hidup atas membahayaken
kesehatan wmum atau nyawa orang lain, disncam dengan pidana penjara
paling tama 6 {enam) tzhun dan denda paling banyak Rp. 380.000.000,-
(tiga ratus jutay”,

Ayat (2)
“Diancam pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} barangsiapz yang dengan sengeja memberikan informasi paisu
atau menghilangkan atau menyembunyikon atau merusak informasi yang
diperlukan dalam kaitannya dengon perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan unfuk menduga

bahwa peorbuatan tersebut depat menimbulkan pencemaran dan ateu
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perusakan lingkungan hidup staw membahayakan kesehatan wmum atau
nyawa orang latn.”™

Ayat (3}
“Hka tindak pidana sebagaimana dimeksud pada ayat {1) dan ayat (2},
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam
dengan dengan pidana penjara paling lama 9 (scmbilan) tabun dan denda

paling banyak Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 44

Avat {1}
“Barangsiapa deagan melanggar ketentuan perundang-undangsn yang
berlakn, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tshun
dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- {seratus juta rupiah)”.

Avyat (2)
“Jika tindak pidana sehagaimana dimsaksud pada ayet (1) mengakibatkan
orang mati atau huka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana
pemjara paling lama 5 (Jima} twhon dan denda paling banyvak Rp.
156.000.000,- (seratus lima pulub juia roptak)™. "

Dituangkannya delik formil merupakan hal baru dalam UUPLH
No.23 Tahun 1997, karena berdasarkan pengalaman penegakan undang-
vndang lingkungan yang lama No, 4 Taghun 1982, penuntut umum
kesulitan dalam melakukan pembuktian pada delik mateniil {vontohwdalam
kasus pencemaran sungai Sidoario)'®. Oleh karena itu dengan adanya
delik formil ini penuntut umum cokup mengambil sampel dard himbah
(vang berbentuk solid wastes, liquid wastes, gaseous wastes) yang dibuang

olech suatu kegiatan atau industri untuk diukur di laboratorium untuk

ovahrul Mahmud S.H. M.H., Pesegukan Hukum Linghungay Indonesin, Asos Subsidiaritas
dan aras Precuntionnry dalam Penegukan Hukwn Piduna Lnghagen, Banduog OV Moandar
Maju 2007), hal 125
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kemudian hasil ujt lab akan digunakan oleh Penuntut Umum sebagai alat
bukti menguatkan terjadinya delik lingkengan hidup di persidangan.

Uniuk memahami generic erimes dan specific erimes di atas, maka
keduanya harus dikaitkan dengan seberapa jauh kedua crimes ini memiliki
ketergantungan dengan hukum administratif {administrative ndes/laws). '

Pasal 41-42 merupakan jenis perbuatan pidana yang idak
tergantung kepada hukum administrasi (bersifst mandin) steu dikenat
dengan istilah Administrative Independent Crimes {AIC). Berdasarkan
konsep AIC ini make suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagal
perbuatan pidana tappa harus melihat adaftidaknya terlebih dabulu
pelanggaran administratif, Sedangkan Pasal 43-44 merupakan  jens
perbuatan pidans vang fergentung pada. hukum  administrasi afau
Adminisirative Dependant Crime (ADC). Jjadt tergantung kepada ada
tidaknya pelanggaran hukum administzasi. Koopmans mengemuokakan
bahwa sebaiknya di masa mendefang kriminalisasi pencemaran dan
perusakan Lingkungan hidup dapat dikategonkan menjadi bukum pidans
lingkungan mandiri, tidak tergantung pada hukum administrasi'®’.

Dalam Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup Nomor 23
Tahun 1997, tanggung jawab korporast {corporate liability}, diatur dalam
Pasal 45 dan Pasal 46. Pasal 45 UUPLH menyatakan bahwa jika tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab IX dilakukan oleh atau atas
namz suaty badan hukum, perseroan, perserikatan, yvayasan atau organisasi
lain, ancaman pidans denda diperberat dengan sepertiza.

Pasal 46 ayat (1} UUPLH menyatakon jika tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan
hukumn, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tustatan

pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana

¥ontas Achmad Santoss, Geod Governance dan Penvgakon Fhukum, Seri Informasi Fhukum
Lingkungan, ICEL, tespa hun, daiam Syvabend Mabmud S.H ML, Pensgabon  Hukum
Linghungan Indenesia, Asas Subsidiaritas dan ases Precautionury dalass Pensgakan Hukem
Pidana Lagkungan, (Bandong:CV Marslar Maju, 20073, hal 1254126,

197 1M Koopmans, De Strafbarstelling van Mifenveantreining, Cowrse in Environmentaf Law
and Administration for Prdonesia Jurists, {LeidenMinistry of Haousing, Spatial and The
Environmental 1998},ha1 391-399, dalams M.Said Saile, Penegokan Hukum Linghumgan Hidup,
{Restu Apung: Jakans, 26017, hal. 32,
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dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atgu organisasi lain tersebut maupun
terhadap mercka yang memberi perintab untuk melakukan tindak pidana
tersebut atau vang bertindak sebagst pemimpin dalam perbuatan v atau
terhadap kedea-dnanya.
Pasal 46 ayat (2) UUPLH menyataksn jika tndak pidana -
sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan
hukum, persercan, perserikatan, yayasan atau organisast lain, dan
dilakukan oleh oreng-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun
berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi laln, tuntutan pidana
dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi
perintah atan yang bertindak sebagai peﬁaihlbin tany;é mﬁ;ngingat apakah
orang-orang terscbut, baik bendasar hubungen kepa maupun berdasar R,
hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atan bersama-sama.
Pasal 46 ayat (3) UUPLH mengatur tentang panggilan untok
menghadap ke muka pengadilan dalam rangka tuntutan pidanz terhadap
korporasi dan ayat (di-nya menyatakan jika tuntutan dilakukan terfhadap
badan hukinn, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang
pada sast penuntutan  diwakili - oleh bukan pengorus, hakim dapat
memerintahkan supaya pengurus menghadap serdiri di pengadilan. :
Dari rumusan beberapa pasal dalam UUPLH & atas dapat ditarik
kesimpulan scmentars, babwa pelaku tindak pidana lingkungan dapat
bersifat perorangan ateu kolektif, bahkan bentuknya dapat merupakan
kejahatan korporasi {corporate crimey.'®
Sanksi pidana yang ada dalam UUPLH dan diterapkan secara .
ultimum remedinm dalam pelaksanaannya hendaknya tidak dijadikan celah

hukum bagl korporasi unfuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup

I uladi, PrinsipPrinsip Dasar Hukim Pidana Linghungan Dalem Kaitannya Dengan UU
No 23 Fahun 7927, Semarang, Makalah Semingr Nasionnl Kajisn Sosialisasi Undang-Undang
Nomior 23 Tabun 1997 entang Pengelobnan Lingkungan Hidup, Fakuitas Hukum Universitas
Digonegorn, Hald 8.
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dengan harapan dapat disslesaikan terlebih dabulu melalul mekanisme
adm?nistratif, perdata dan APS lainnys, _

Namun juga, dalam hal mesuntui pertanpgungjawaban badan
bukum/korporasi dalam tindak pidana fingkungan hidup heodaknya
diperhatikan pula hal-hal schagai berikut:'%

1. Komporasi mencakup baik badan hukum {fegal! entiiy) maupun
non-badan kukum seperii organisasi dan sebagainya,

2. Korporasi dapat bersifat privat (privase judicial entity) dan dapat
pula bersifat public (public entity).

3. Apabila diidentifikasikan bahwa tindak pidans lingkungan
dilakukan dalam bemtuk organisasional, maks orang alamiah
{manajer,agen,pekerja) dan  korporasi dapat dipidana  baik
sendiri=sendiri  maupun  bersama-sama  (bipunishment
provision}.

4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan teriadi apa
yang dinamakan breach of a staintory or regulatory provision. :

5. Pertanggungiawaban badan hukum dilakukan ferlepas dari ;
apakah orang-orang yang berfanggungjawab di dalam badan i
hukum tersebut berhasi) diigentifikasikan, dituntut dan dipidana. S —

6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasamya dapat .
dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana
penjara. Dalam bal ini perls dicatat bahwa di AS mulai dikenal
apa yaug dinamakan corporate death penalty dan corporate
mprisonmend, yang mengandung peagertian larangan suatu
korporasi untuk berusaha di bidanp.bidang usaha iertentu dan
pembatasan-pembatasan  Jain  terhadap  langkah-langksh
korporast dalam berusaha,

7. Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  korporasi ~ tidak
menghapuskan kesalahan perseorangan.

8. Pemidanaan terbadap korporasi hendaknya memperhatikan
kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan melalui
kebijakan pengurus ataw para peagurus (corporate executive
afficers) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan {power of
decision} dan Xeputusan tersehut telah diterhwea {accepred) oleh
korporasi tersebut.

Konsekuensi penerapan ketentuan tenfang pertanggungiawaban
korporasi ini harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha, sehingga
harus berhati-hatt dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan

perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dikenszkan pidana penjars, di

Fatutadi, Op.Cit
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samping perusahasnmya dikenskan denda, karena telah terjadi pencemaran
danfatau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usgha
dan/atau kegiatannya it/

Fungsi sankst pidana dalam penegakan hokom lingkungan sebagai
ultimum remedinm didukung beberapa pakar hukum di antaranya, Siti

Sundari'"', yang menyimpulkan dalam hasil penelitiannya antara Iain:

a. Bagian terbesar dari  hukum lingkungan merupakan hukum
administrast ncgara, karena itw sanksi administratif sangat penting
bagi keberhasitan pengelelaan lingkungan hidup.

b. Hinder Ordonnantie (Sthl, 1926 No.226) perin segera dirabah atau

dicabut, sedang prosedur perizinan hendaklah discmpurnakan dengan

memperhitungkan kepentingan ekologik demi pembangonan yang
borwawsasan lingkungan,

¢. Gugatan ganti kerugian terhadap perusek ataw pencemar lingkungan
dapat diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 20 UUPLH,
dan Pasal 1365 BW.

d. BSanksi pidana bukan merupakan pemeczhan  uwlama  dalam
penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, tapi banya wltimun
remedim, -

¢. Badan hukum keperdataan dikenakan sanksi pidapa dalam perkara
perusakan atau pencernaran lingkungan.

f.  Sanksi hulcora terhadap pengusaha Jalam fungsinya sebagai pengelola
lingkungan adalah sankst administeatif, sedang sanksi pidana dapat
dikenakan kepada pengusaha yang bertindak sebagai pribadi terlepas

dari tugas dan wewenangnya.

Sementara yang menginginkan sanksi pidana sebagai premiiom

remedium antara lain Munadjat Danusaputro'™ justru berkesimpulan

K cesmadi Hardjasoomanted, Op iz, Hal. 411412,
'Sit Sundari Rangkuti, Suaksi Pidana Datem Hukon Pidams Lingkingan, Fek. Hukum
Erlangga, 1284, hal 28.20,
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ternyata upayas penangkalan dan penanggulangan kasus-kosus perusakan
lingkungan melalui “jalan pengadilan” it lchih memberikan kejelasan dan
kepastian, berlangsung secara lebih cepat daripada cara-cara yang lain,

' mengulip pendapat Auguste

‘Demikian pula dengan Muladi
Bequat perbuatan pidana lingkungan dikelompokkan sebagai salah satm
bentuk white colfar crime, selain securities related crime, bawkruptcy
Jrauds, bribes, dan lain-lain. Qleh karena v menuryt Muladi dalamn
kerangka Hu semua, masihkah kita harus memandang hukum pidana
bersifat suwbsidiaritas  (ultimum  remediuny?  Tidsk bisakah  demi
kepentingan siasional hukum pidana kita gunakan secara komplementer
dengan hukum perdatz dan hukwm administessi sebagat obat wlama

' {premium remedivm).

Dari sudut pertanggungiawaban pidana telah bergeser bukan lagi
masalah individu per individu dengan sanksi yang remedial, namun telah
bergeser menjadi masalah hukum publik dengan sanksi yang Aoersif dan
punitif.

Hamdan dalam thesisnya menyatakan beberapa kelemahan bahwa

sanksi pidana sebagai sanksi subsidiaiy atau sebagat wltimum remedium: 2

a. Pada wnumnya proses perkara perdafa relative memertukan
waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak
pencemar aksn  mengulur-ulur waktu sidang atan  waktu
pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau
kasasl, sementara pencemaran terus jugs berlangsung denpgan
segala macam akibatays,

b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera,
memerlukan wakhs vang cokup lama, sebageimsna yang telah
terjadi pada pencemaran sawah di Tangerang,

¢. Dengan tidak menecrapkan sanksi pidana, tidak menutup
kemungkinan pencemar atau pencemar lain yong potensial untuk
tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain “deter effect”

"Dien Muhammad, Makalah, Perengn Pengadilan dalen Menanghat Kasus Perusak
Lingkungan, Diskast Dua Hari, Tema: Masshb-masalzh Proyedural dalam Penyelesaian Sengketa
Linpkungan, Jakarta: 19420 Juni 1988,

Prtuiadi, Fungslonalisasi Fukuny Piduna delem Tindak Piduna Linghungan Hidup, Makalsh
dalam Seminar éi FH UNUD Benpasar, 15 Seplembrr 1990,

Hrramdan,S.H MK, Tindak Pidane Pencemaran Lingkungen Hidup, (Bandssg Mandar
Maju,2000), hai 18

nj itas indonesia
Penerapan Pidana..., Antonius Budi Satria, IyH f}feﬁbé



3.z

113

atan cfek pencegahan dari sanksi-sankst lain hdak dapat
diharapkan dengan baik.

d. Penerapan sanksi administresi dapat mengokibatkan penutupan
perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para
pckeria, penganggwan  akan  menjadi bertambah, dapat
menimbulkan  kejphatan  dan kerawaoanan  sosial  ekonomi
lainnya.

Meodel Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam  Beberapa
Kasus Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Dalam kerangka pembahasan permasalahan yang terdapat dalam tesis
ini, dimana pokok-pokok permasalahannya telah dirumuskan dalam Bab I,
yaitu antara lain icntang masalah pemidanaan korporasi sebagai upaya
wltimm  remedive oleh  Penuntut  Uroum  terhadap  kasus-kasus
pencemaran dan atau penrisakan Hngkungan hidup dan hagaimana kendala-
kendala mavpun hambatan yang mungkin dialami oleh Penontut Umum di
lapangan dalam upayanya tersebut, maka pada Bab 11 terlebih dahulu telah
dilakpkan kajian teoritis secars mendalam terhadap semua aspek per
definisi yang kiranya dapat membantu pemahaman dasar terhadap hal vang
akan dibahas pada Bab ini.

Telah dilakukan pula penelitian fapangan  dengan  melalukan
wawarncara kepada beberapa responden aparat penegak hukum antara lain
Jaksa, Advokat, Pakar Hukum Lingkungan dan Penggiat Lingkungan
Hidup di Jakarta dan dilengkapi pula analigis terhadap beberapa putusan
Pengadilan stag kasus pencemaran dan perusakan lingkungan terutama

terhadap putusan perkara PT. Mewmont Minahasa Raya,Sulawesi Utara,

Sebelum sampai kepada paparan mengenat kasus kejahatan
lingkungan yang dilakukan oleh beberapa korporasi yang pernah terjadi di
Indonesia, khususnya paparan terhadap kasus lingkungan hidup oleh
PTNMR, maka sebelumnys perlulah kiranya dibedakan apa saja yang
termasuk kriterin pencemaran lingkungan {poflution) dan apa saja yang
termasuk kriteria kerusakan lingkungan (environmental harm), termasuk
ukuran dan konsekuensi yuridis atas kedva hal terschut dan kacamata

hukum dan tanggungjawab kriminal {pidana}.

Penerapan Pidana..., Antonius Budi Sé‘t’r%’,ﬁﬁ“%ﬁob-'dﬁnésm



114

Pentingnya  pembedasan  antars kerusakan  lingkungan
{(envirormental harm} dan pencemaran {(pofiution) ini dikatakan oleh Gery
Bates dan Zada Lipman melalui bukunya Corporate Liakility for
Pollution, adalah bahwa, “Penentuan kerusakan lingkungan secara jelas
menenfukan tanggungjowab korporasi, kerena tanpa harm atau potensi
untuk rusak, maka korporast tidsk dapat bertanggungjawab”. b

Uniuk monclapkan telah terjadinya pencemaran, harus diperhatikan

lima kategori:'’®

1. Pencemaran scbagai seliap perobahan atas lingkungan {any
alrernation of the environnienty,

2. Pencemaran sebagai hok kedaulatan Iemmrzai {the right of the

tarritorial sonvereigny,

Pencemaran sebapai merusak {d’amage};

Pencemaran sebagai bercampurnyz dengan penggunaan lain

atas lingkungan (interference with other uses of the

environmant};

S, Pencemaran sebagal melebihi kemampuan menerima unsur/zat
asing oleh lingkungan {as exeeeding the assimilative capacity
of the envirenment).

Bt

Daiam VUUPLH 1997 tampaknya dibedakan pule antara
pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini dapat dilihat dart peromusan
pada. Pasal 1 Ketentuan Umu;n UUPLH. Perbuatan pencemaran
linghungan dirumuskan dalam pasal 1 angka 12 UUPLH 1997 gebagai:

*... masuknya atau dimasukkannva mahluk hidup, zat, energ,
dan/fatau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertenfu yang
mennyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai
dengan peruntukannya”,

Sementara yang dimaksud scbagal perusekan linglmgan dalam
Pasal | angka 14 UUPLH 1997 adalah:

"Gemry Bales dan Zada Lipman, Corporate Liability for Pollution, LBC Information,
CGranville, NSW, 1998, dalam NH.T. Siahaan, Hidum Lingkungan dan Ekologi Pembangunarn,
Edisi Kedua, {Jakarta: Erlongga, 2004}, bal. 281.

YN, Dand Silalehi, Makem Lingkungan dalem Sistems Penegaken Hukum Lingkungen
Indenesia, Bdisi Ketiga, {Bandung Pencrbit Alumai, 2001), hal 335,

Unw&rsitas indonesia
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. tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau lidak
langsupg  tethadap sifat  fisik  dan/atau bayatinys, yang
mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagt dalam
menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Dikattkan dengan doktrin hukum pidang, dikatakan bshwa setiap
pelanggar hukum, bak manusia maupun badan hukum, baik yang bersifat
aktif mavpun pasif (delik omission) harus dipertanggungiawabkan.

Dalam UUPLH 1997 doktedn/prinsip pertanggungiawabao pidana
Engkungan oleh korporasi diatur dalam Pagal 45, 46, dan 47, Pasal 46 avat

LI UUPLE 1997 yang menentukan bahwa jika delik dilakukan atas nama
badan hukum atsu perseroan, yayasan dan seterusnya, meka tuntutan,
sanksi pidana, serla tindakan (ala teriib akan dijatulkan kepada badan
hukum atau yayasan tersebuf maupun terhadap mercka yang member
perintah melakukan delik ity atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam
perbuatan ity atam terhadap kedua-duanya.'’’ '

UUPLH 1997 mengenal pula dokirin/prnsip vicarions Hability,
pendelegasian tanggungjawab, scbagaimana terdapat dalam Pasal 36

- RKUHP draft 1991 yang berbunyi “Dalam hal-hal testentn, orang
(pemimpin perusahaan) juga bertanggungjawab atas perbuatan orang Iain
Jika ditentukan demikian ocieh peraturan undang-undang”. Doktrin
vicarious liability ini terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) UUPLH 1997.
Berdasarkan doktrin ini pelaku usaha dapat dituntut berlanggungjawab atas
setiap perbuatan, termasuk perbuaten orang lain tetapi masih di dalam
lingkungan aktifitas usshanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya
yang dapat merugikan orang lain. '™

Alasan yang mendasar pembentzkan Pasal 46 ayat (23 UUPLH
1997 tersebut sedikit banyak dapat ditermnukan pula seperti antara Jain

YINGLT. Sishaan, Op.eit, hal. 369,
"MNHLT. Sighaan, Mbid.
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teriihat pada Penjelasan Pasal 36 RKUHP draft 1993 (atau Pasal 38 ayat
(2) RKUHP draft 2008} tersebut, yaitu:

*Peraturan perundang-undangan ini telah menctapkan bahwa haoya
undak pidana vang dilakukan dongan kesalghan, dalam  arti
dilakukan dengan sengaja atau kealpaan dapat dipidana. Keadaan
inilah yang melshirkan asas tidok dipidana tanpa kesalahan. Namn
ada keadaan yang mengharugken hukum pidana mengadakan
perkecualian terhadapnya, sehingga asas ini tidak berlakn mumi.
Keadaan terscbut berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan
masyarakat, dalsm ilmu pengetabnuan, teknologi dan lain-lain.

Lahimya perkecualian ini disebut scbagai susfu penghalusan dag
atau  pendalaman  oleh asas regulatif dar  juridis  moral,
Tanggungiawab seseorang dalam hal-hal tertenty dipandang patut
diperluas sampai kepada tindakan bawshannya yang melakukan
pekerjann atau perbuatan untuk dia atau dalam  batas-batas
perintannya, Dalam hal demikian biasanya ia sama sckali tidak
melakukan perbualan tersebut melainkan bawahannya, Tetapi
dalam rangka tanggungjswabnya itu dipandang ada kesalshannya
jika perbuatan tersebut menupakan tindak pidana.

Oleh karena keteptuan diatas merupakan perkecualian, maka
penggunaannya harvs dibatasi sehingga kotentuen ini tidak akan
digunakan dengan sewenang-wenang. Hal tersebut mengakibatkan
bahwa tidak untik semua tindak pidana orang juga
bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, melainkan hanva
untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan sccara khusus
oleh undeng-undang.  Ketepfuan ini  jelas  memberikan
pengecusalian”,

Disamping dokirin viearious lability, juga terdapat doktrin strict
Hability (tanggungjawab mutlak dan seketika), Asss ini di dslam UUPLH
1997 termuat dalam Pasal 35 ayat (1} vang bunyi selengkapnya sebagai

herikat:

“Penangpungiawab ussha dan atsu kegintan vang usaha dan
kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
lingkupgan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan
beracun, dan ateu menghasilkan limbah berbahaya dan beracun,
bertanggungiawab secara mutlak atas kerugian vang ditimbulkan,
dengan kewajiban membayar ganti rugt secara langsung dan
seketika pada saat terfsdinya pencemarsn doan atau kerusakan
lingkungan™.

. . . Universitas Indonesia
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| Doktrin ini £em£zz'ma' dipzﬁcai pada pertanggungiowaban secara
perdata, Sistem ini diterapkan secara hmitaiif, dalam arti bahwa hanya
kepada jenis-ienis kegiatan tertentu saja akan diberlakukan strict lability.
Mesnurut Pasal 35 UUPLH, kriteria kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan

yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan:

(1). Yang menggunakan baban berbabaya dan beracun;

{2}. Menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan;

{3).Menurut penjelasan Pasal 35 ketentwan seict  Hability
merupakan fex specialis dalam gugatan tentang perbuatan

melawan hakum pﬂada urRumnya,

Dalam doktrin ini, kesalahan {fault, schuld, atau mens rea) tidakiah
menjadi penting untok menyatakan si pelaku bertanggungjawab karena
pada saat peristiwa itu timbul ia sudah memikul suaty tanggungjawsb.
Disini berlaku asas res ipsa loguitor atau fakta sudah berbicara sendini (the
things speaks for it self).

Beberapa data vang berhasil didapat oleh penulis dari penelitian
atas beberapa putusan/vonsis Pengadilan Negeri terhadap beberapa kasus
kejahatan lingkungan di berbagai dacrah yang melibatkan korporast pada
umimnya masih menerapkan model/jenis pertanggungjawaban pokok

korporasi dimana';

a. Pengurus korporasi sebapai pembuat dan pengurusioh yang
bertanggungjawab, Asas sociefas/universitas delinguere non-
potest atau badan bukum tidak dapat melakukan tndak pidana,
menunjukkan bahwa kesalahan menurut hukum pidana selalu

disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia.

"Lihat Putisan PN Sidoarjo Tokun 1989 dalam Perkara an. Bambang Goenawan, Putusan
PN Bale Bandung dalsm Perkara an, Rine Turino Chernawan bin Chernawan dan Djnwito bin
Margone Tahun 1993, Putusan PN Bangkinang delam peckara an. MrC.Ghobi Tabun 2001,
Herkas Perkara Pidana oo, PT. Lapindo Bramtas, Inc, dan Putusan PN Mapado an. PT. MNewmont
Minahase Raya dan an, Richard Bruce Ness Tahun 2005,
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b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

Sementara model pertanggungjawaban korporasi yang huruf (c) ,
yaitu korporasi scbagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab
masih belum terlalu umum digunakan.

Dapat disecbutkan disini penggunaan model pertanggungjawaban
huruf a) dan huruf b} tersebut diatas diantaranya adalah delik lingkungan
dalam kasus Limbah Tahu (PN Sidoarjo) tahun 1989 yang saat itu masih
menggunakan UUPLH 1982'%. Perkara ini dituntut oleh Jaksa Penuntut
Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan terdakwa Bambang Goenawan,
Dircktur PT. Sidomakmur dan PT. Sidomulyo ke Pengadilan Negeri
Sidoarjo. Dalam kasus ini, terdakwa selaku direktur PT. Sidomakmur dan
PT. Sidomulyo didakwa membuat insialasi (septictank) yang tidak
memenuhi daya tampung limbah kedua perusahaannya, sehingga membuat
air limbah/kotoran melvap keluar dan mengalir ke kali Surabaya. Akibat
hal tersebut membuat kualitas air kali Surabaya menurun dan
mengakibatkan air mengalami kekurangan oksigen yang kemudian
berakibat matinya biota/kehidupan dalam air serta tidak dapat lagi diclah
menjadi bahan baku untuk air bersih PDAM. -

JPU mendakwa terdakwa dengan dakwaan Primair melanggar
Pasal 22 ayat (1) UUPLH No. 4 Tahun 1984 dan Subsidiair melanggar
Pasal 22 ayat (2) UUPLH No.4 Tahun 1984. Kasus ini telah mendapatkan
putusan “lepas” dari PN Sidoagjo pada tanggal 6 Mei 1989 dengan nomor
putusan: 122/Pid/1989/PN.SDA.

Kasasi yang diajukan JPU dikabulkan oleh Mahkamah Agung
dalam putusan No. Reg.1479/K/Pid/1989 tanggal 20 Maret 1993, yang
memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan kejahatan “karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang
menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup” sesuai dakwaan subsidiair
JPU.

Doktrin pertanggungjawaban yang diterapkan dalam kasus ini

adalah doktrin identifikasi, dimana terdakwa dianggap sebagai directing

IlmArsip perkara Pidana Umum Kejari Sidoarjo atas nama Tersangka Bambang Goenawan
als.Cei Ling Gwat, No Reg Perk PDIM-Ep.1//05/1989.
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mind dari kedua perusahasnnya itu yang mempunyal  wewenang
mengambil kebijakan secars Mnfravires, Kebijnkan badan hukom tersebut
secara keselurshan diambil semata oleh directing mind,

Sementara, dalam putusan Mahkamsh Agung tersebut, kiranya
perin juga dilihat ratio decidendi yang melandasi putusan tersebut yang
menyiratkan asas witimum remedium yang diterapkan dalam kasus ind
bahwa Mahkamah Agung mengakui merupakan kewenangan aparatur Tata
Usaha Negara untok mensntukan batss kadar keamanan untuk masing-
masing objek Jingkungan yang harus dilindungi. Dalam hal iai maka
pejabat TUN lah yang menentukan standar kadar [imbah yang
diperboiehkan dibuang ke air. Masalahnya kemudian ketika perangkat

administeasi tidal lagi cukup ampuh untuk mengendalikan pencemaran

hngkungan yang terjadi maka SPP  sebagali  instumen yang
pamungkasfultimum harus segera bekerja

Dalam kasus lainnya di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang
telah  menggunakan UUPLH 1997  juga  dipunakan model
pertanggungiawaban yang sams alas korporasi. Dalam kasus dengan
nomor registrasi  SO0/Pid. B/2004/PN BB, vJFIJ mendakwa  dua  orang
terdakwa vaity Rino Turine Chemawan bin Chemawan selaku Direkiur
Utama PT, Senayan Sandang Makmur (88M) dan Djuwito bin Margono
sefakn Kepala Bagian maintenance PT. Senayan Sandang Makimur,

Kasus ini adalah kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
karena limbah cair hasil proses produksi PT, 88M dialirkan ke waduk
saguling tanpa diproses ferlebih dahulu di Instaiasi Pengolahan Air
Limbah {IPAL) sehingga mengakibatkan rosaknya kualitas air di waduk
saguling.

Dakwaannya menggunakan bentuk dakwaan Primair Subsidiair
dengan konstruksi Pomair melanggar Pagal 41 ayat (1) jo Pasal 46
UUPLHE No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-] KUHP, Subsidiair
melanggar Pasal 43 ayat (1} jo Pasal 46 UUPLH No. 23 Tahun 1997 jo
Pasal 55 ayat (1} ke-1 KUHP, lebih subsidiair melanggar Pasal 44 ayat (1)
jo Pasal 46 UUPLH No. 23 Tahun 1997 jo Pasal §5 ayat {1} ke-1 KUHPF,
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dan lebth subsidiair lagi molangger Pasal 42 ayat {1} jo Pasal 46 UUPLH

No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam Putusannya, Hokim membebaskan para terdakwa —sekaligus
sebagai wakil dari korporasi- dengan pertimsbangan bahwa penuntut umum
tidak mengindahkan terlebih dahuln ssss subsidiaritas.

Kasus lain adaleh kasus pencemaran dan atau  perusakan
lingkungan oleh PT. Adel Plantation and Industry di Riau. PT. Adei
Plantation and Industry dianggep melokukan pencemaran dan perusakan
fingkungan akibat pembakaran laban veng dilakukannya dalam upaya
membuka laban untuk dijadikan lahan kelapa sawit.

Dalarn  kasus it Penuntut Umum pada Kejaksaan Negerd
Bangkinang mendakwa dengan bentuk dakwaan berlapis primair subsidiair
dengan dakwaan Primair : melanggar Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46
UUPLH 1997 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHP, Subsidiar : Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 46 UUPLH 1997 jo. Pasal 55
ayat (1} ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam putusannya Nomor © 19/Pid B/2001/PN.BKN tanggsl 1
Oktober 2001 Hakim  Pengadilan bNegeri Bangkinang dalam ratic
decidendinya menyatakan bahwa —khusvusnya- terhadap Pasal 46 UUPLH
1997 yang mengatur tentang pertanggungijawaban korporasi dan sekaligus
untuk menjawab pertanyaan apakah perbuatan pencernaran dan perusakan
vang terjadi dapat dikatekan dilakukan oleh atau alas nama PT. Adei
Plantation and Industry?. Terhadap permasalahan ini, hakim menggunaken
teort iron wire juga dan fzerdaad Arrest yang dipakai oleh Muladi, yang
dalam kapasitasoya di persidanpan tersebut sebagai zhli, lebih lanjut
mengatakan:

1. Bahwa hukum yang bersangkutan {(f.e. manajemen dari badan hukum)
memilikt kekvasaan terhadap perilakn orang-orang yang terdapat
dalam organisasi;

2. Bahwa hukum yang bersangkutan (i.e. manajemennya}, dapat
dikatakan “menerima® atan  cenderung menerima  perilaku

menyimpang yang di dakwakan,
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Maka, terdakwa Mr. C. Gobi {(sebagai wakil korporasi PT. Adei
Plantation and Industry) telah dengan sengaja membiarkan keadaon yaug
mempunyai potensi tingei terjadinya kebakaran dan ternyata kemudian

kebakaran benar-benar terjadi secara berulang kall. Disind terlibat bahwa,

*, .. terdakwa dianggap oleh hakim sebagal organ korporasi PT.
Adei  Plaptation and Industry sebagai  korporasit  (le.
mangjemennya), atau  mengambil  upsya-upaya  mencegah
terjadinya kebakaran-kebakaran berikutnya. Fekta menunjukkan
PT. Adei Plantation and Industry dalam kenyatasnnya kurang atau
tidak melakukan <dan atau mengupayakan kebijakan atau tindakan
pengamanan dalam rangka mencegah tinbuinya kebakaran™.

Lebih lanjut diuraikan,

“... Bahwa terdakwa selsku organ korporasi fersebnt dalam
bertindak/melakukan sesustuy bukan atas kewenangannya sendini
secarg pribadi, melainkan atas wewenang yang sah dari korporasi
yang bersangkutan, schingga korporasi tidak dapat melepaskan
diri begitu saja atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus
organnya”. Bahwa hal isi joga disebabken karema perbuatan
korporasi selale diwuindkan melalui perbuatan manesia, sehingga
setiap perbuatan organ manvsia dalam badan hukum/korporas,
asal sesuail dengan tujuan korporasi dapat dipertanggungjawabkan
kepada korporasi™.

“ Bahwe dengan diajukannya terdakwa Mr, C.Gobi ke persidangan
adalah dalam kapasitasnya scbagi pemimpin pelaku perbuatan itu
{factual leader) yang dalam korporasi kedudukannya selaku
General Manager PT. Adei Plantation and Indusiry, maka Pasal
45 UUPLH 1997 dianggap telah terpenuhi”.

Terhadap substansi penegakan hukum lingkungannya sendin
Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa,

... dimana baik terdakwa Mr.C.Gobi ataupun Ir. Mubammad, Joko
Waluyo dan Revindo Simanpunsong dengan sengaja telah
membiarkan keadaan yang mempunyai poicnsi tinggi terjadinya
kebakaran, dan ternyata kemudian kebakaran benar-benar terjadi
secara berulang kali. Disind Terdakwa atan yang lainnya itu adalah
sebagal organ korporasi PT. Adei Plantation and Industry sebagai
korporasi {i.e. manajemennya) mempunyai kekuasaan terbhadap
mereka yang memerintahkan dan atau mengembil upaya-upaya
mencegah terjadinya kebakaran-kebakaran berikutnya™.
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“Fakta menunjukkan PT. Adei Plantation and Industry dalam
kenyataannya kvrang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan
kebijakan atan tindskan pengamanan dalam rangka mencegah
timbulnya kcbakaran™'®',

Dalam kasus PT. Adei Plantation and Industry ini Hakim pada
tingkat Pengadilan Negeri memutuskan Terdakwa Mr.C.Gobi terbukti
secara sengaia melakukan perlatan vang mengakibatkan pencemaran dan
perusakan hingkungan hidup. Potusan ini dikuatkan pada tingkat Banding
dan Kasasi.

Dalam kasus kerusakan dan atau pencemaran iiﬁgkurzéarz hidup
lainnya, yang dikenal dengan kasus meluapnya lumpur panas dan perut
bumi akibat gktifites penpeboran minvak dan gss bumi oleh PT. Lapinde
Brantas di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang tidak memenuhi
persvaratan keamanan juga diterapkan model perfanggungiawaban yang
serupa.

Walsupun kasus Lapinde ini belom digjuken ke muka persidangan
karena masih dalam ishap melengkapi Berkas Perkara oleh Penyidik,
namun telah ditetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini vaitn 9
{sembilan} tersangka untuk kasus Lempur Panas Lapindo Brantas/EMY
Inc. Selain karyawan yang ada dilapangan dan manager drilling PT.
Medici Citra Nusa, juga turut dipertksa Vice President DAS {(Drilling
Share Service} PT. Energi Mega Persada, perusabazn induk Lapindo
Brantas dengan dugaan: Kelslsian yang menimbulkan babaya baniir
Farapur (Pasal 187 dan [88 KUHP serta Pasal 41 dan 42 UUPLE 1997)
Kelalatan mereka, karena seharusnya membertkan perintah menghentikan
operasi pengeboran, ternyata masih terus dibiarkan,
sementara seharusnya mereka patat mengetahui perbedaan antara kontrak
kerja vang diberikan Lapindo Brantas/EMP pada perusahaannya dengan
drilling program.

Dari ke empat Pasal sangkaan ini tampak terlihat bahwa sebanyak 9

orang akan dijadikan tersangka dalam kasus lumpur panas ini terutama

8 rhid

Universitas Indonasia
Penerapan Pidana..., Antonius Budi Satria, FH Ul, 2009

P — .

-



123

dari sisi hukum pidana yong diterapkan olch Polda Jawa Thnur, Saat ini 3
berkas sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggl Jawa Timur namun
kabar terakhir pihak Kejaksaan mengembalikan berkas kasus tersebut
kepada pihak penyidik Pelda Jawa Timur (P-18/P-19),

Melihat rentetan cerita kasus pidana yang dilskukan dalam kasus
fumpur panas ini, sebenarnya menunjukican bahwa kasus lapindo akan
diberlakukan seperti tindakan kejahatan pada umumnya, antaraz lain
tuntutan dilakukan hanya terhadup orang/persoen, dalam hal ini personel
yang ada di dalam lingkaran PT. Lapindo Brantag dan para kontraktornya.

Hal ini masih mersjuk pada ketentuan pidana dalam KUHP kita
vang masih menerapkan bahwa “baraog siapa yang melakukan tindakan
kejahatan”, maks pertanggung jawabanuya pidananya dikenskan hanya
. kepada orang sebagat rechipersoon (Pasal 59 KUHP dan Pasal 1 KUHAP)

Jika dilihat dari logika operasional, bahwa Sumur Banjar Panji-1
berada di Blok Bramtas yang merupakan konsesi milik PT. Lapindo
Brantas/EMP atas dasar Production Sharing Contract {PSC) dengan BP-
Migas. Seharuspya pekerfaan Drilling meropakan tanggung jawab
depér{émezzt z}rilh'ng_ di LAPINDQ, namun pekeriaan in {ii»sui}konmickan
kepada pihak lain yaitu PT. Medict Citra Nusantara (MON). Seperty yang
juga kita kelahui bahwa pemilik sabam sektor migas di blek Brantas
adalah sebanyak 30 % dipegang oleh PT. EMP dap sisanya terbagi
menjadi mibik Santos LTD, PT. Medeo Energi Thk dan Lapindo
Branias/EMP Inc. Ariinya ierdapat empat pihak yang terkail langsung
dengan operasi pengeboran pipa discluruh wilayah Blok Brantas. Dimana
penangangn lumpor panas int sudah selayaknya menjadi beban PT
Lapindo dan pemilik saham lainnya yakni PT. Energi Mega Persada Thi,
PT. Medco Energi Thk, dan Saptos LTD sesuai Pasal 6 ayat 2 poin ¢ UU
22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,

Namun mehhat begitu besamya kerugian (sosial, ckenomi dan
lingkungan) yang diderita sebagai akibat kelalaian kebocoran pipa gas dan
menimbulkan lempur panag ini, tidak pantes resanya penanganan kasus

tersebut hanya dibebankan secara hukum hanya kepada 9 orang seperti
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tersebut di atas. Mereka inilah vang saat int dianggap mewakili korporasi
{PT Lapindo Brantas Inc.) untuk mempertanggmgjawabkan kesengajpan
atau kelslaion yang leriadi vang wmengaekibatkan kerusakan dan atau
pencemaran lingkungan,

Dari  beberapa  comtoh kasugs ini  dapat terfhat model
pertsnggungjawaban yang kebanyakan digunakan adalah model “Pengurus
korporast sebagai pembuat dan pengorusiah yang bertanggungjawab” dan
atau “korporasi sebagat pembuat dan pengurus bertanggungjawab.”

Kasus pencemaran ¢lan atau perusakan lingkungan hidup olel PT.
Newmont Minahasa Raya, Sulawesi Utara, merupakan pengecualian
terhadap pencrapan model pertanggungiawaban korporasi yang selama ini
lazim digunakan dalam . prakitk. Dalam  kasus  inilah  model
pertanggungjawaban yang ke-3 yaitu “korporasi berbuat dan korporasilah
yang bertanggungiawab” untuk pertamy kalinya diterapkan oleh Penuntut

Eimum.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran
Lingkungan oleh Korporasi PT. Newmont Minahasa Raya (PT.NMR)
di Bolaang Mongondow, Kabupaten Sulasvesi Utara

3.3.1. Kasns Posisi:

Kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidop oleh PT.
MNewmont Minahasa Raya (PT.NMR) ini terjadi di Teluk Buyat di Desa
Ratakokok Selatan, Kecamatan Ratakok, Kabupaten Minshasa Selatan,
Propinsi Sulawest Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih
termasuk kewenangan Pengadilan Negeri (PN) Tondano, tetapi
berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Apung RI Nomor
KMA/G33/SK/IV/2005 tanggal 25 April 2005, tempat sidang yang sesuai
kompetensi relatif berkenaan dengan kewenangan penyidangan perkara
seharusnya dilaksanakan di PN Tondano, dialihkan ke PN Manado.

FT.NMR dan Presiden Direkturnya Richard Bruce Ness didakwa
secara sengaja melawan hukum dan atau kerena kelalaiannya melakukan

perbuatan  yang mengakibatkan pencemaran dan  atau  perusskan
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lingkungan dan  atay  dengan melanggar undang-undang  sengaja
melepaskan atuu membuang zat energi don atau komponen lain vang
berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam
udara, atan ke dalam air permukaan, padahal dapat diduga behwa PT.NMR
seharasnya mengelahui atau sangat beralssan untuk menduga hahwa
perbuatan terscbut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perisakan
hingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum afeu nyawa orang
fain, Perbuatan itu terjadi pada bulan Oktober 1997 sampai dengan tahun
2004. "

PTNMR (khusosnya} dan Presiden Dirgknurnya Richard Bruce
Ness menialankan  peruszhaan  vang  bergerak  di  bidang  usaha
pertambangan vang menghasilkan atau memproduksi emas sesual dengan
Konfrak Karya antara Pemenntah Republik Indonegia dan PT NMR
Nomor @ B-43/Pres/11/1986 tangps! 6 November 1986, namun baru
beroperasi pada tahun 1994 dan tercatat sebagai industri penghasil Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun {(B3) schagmimana yang terdaflar dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomeor 85 Tahun 1999 jo PP Nemor 18 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 dengan kode ilmiah D222, Adapun
bahan kimia vang digunakan oleh terdakwa PT.MMR vntuk memproduksi
emas antara lain Sianida (Cn), kemudian limbah tatling yang dihasiikan

antara lain mengandung Merkurl (Hg) dan Arsen (As).

Menurat Penuntat Limum PT.NMR delam melaksanakan usshanya
sengaja tidak melskssnakan upayas yang scharusnya dilakukan untuk
menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup serta fidak melakukan
pengelolaan limbah hasil usaha dan ateu kegiatan sebagaimana mestinya
untuk mencegah himbulnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1984
tentang Perindusirian, hal inl nyata karepa PT.NMR membuang dan
menempatkan/dumping tailing ke dalam laut {media lingkungan) tidak

dilakukan di bawah lapisan Termoklin {lapisan air yang di dalamnya
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thtandai oleh gradient suliu yang meningkat tajam} tetapl poda lapisan

teraduk ataw mix layer schingga terjadi dua hal yaitu;

« Bagian cair darl failing langsung disduk oleh ombak, arus dan pasang
surut sehingga kendungan logam berat yang terdapat  pada cairan

tatling tersebut ikut tersebar secara vertical maupun horizontal;

= Bagian padatan dati failing juga masih dapat diaduk-aduk oleh omnbak,
arus dan pasang surat sehingga kandungan logam beratnya juga bisa

terhempaskan dari padatan dan terfarut ke dalant air dan ikut tersebar

juga.

Kedua hal tersebut dapat membahayakan kesclamaten wmum dan

ryawa ofang lain.

Bahwa PT.NMR secara rutin sejak tahun 1998 hingga tabun 2004
secara rutin telah memberikan laporan kepada Deptamben/DESDM dan
KLH menyangkut Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL). Namun semenjak tahun 1997 ditemukan
adanya beberapa parameztv:r\ dari tailing yané sudah di detoksifikasi yang
tetap melebihi bakn mutu yang ditetapkan berdasarkan Kepmen LH
Nomer @ Kep-51/MENLH/AG/1995 dimana AS (Arsen) vang dilaporkan
oleh PT.NMR selalu diatas baku mutu, yang mengindikasikan bahwa
limbah B3 PT.NMR tidak tereduksi dengan baik karena hasil detoksifikasi
melebihi bake mutu.

Bahwa dengan adanya PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut pada Pasal 18
mensyaratkan bahwa pembuangan limbah B3 harus memiliki izin Menteri,
schingga PT.NMR yang dalam pengoperasiannya melakukan pembuangan

limbah B3, seharusnya sudah harus menyesuaikan dengan aturan tersebut.

Kemudian berdasarkan  surat Mentenn Negara Lingkungan
Hidup/Kepala Bapedal pada sagt itu yaitu Dr. Sonny Keraf, NoB-
1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 perthal Pembuangan Limbah
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Taibng ke Teluk Buyat PT.NMR diperkenankan untuk membuang lnnbsh
tailing ke Telok Buyat dengan ketentuan sebagai berikut:

L. Limbah tailing yang dibuang oleh PT.NMR ke Teluk Buyat dengan

debit 5000 m*hari dan harus memcauhi baku mutu sebagai berikut:

TFabel 3.1, Parameter Standar Baku Mutu Limbsh

Pa.raigig;er o _I}{onsex;i;{a.éi {mgﬂ)
pH o 6-9
Az (U 0.5
CN-WAD 0.5
N Free 0.5
Hg .008
Cu 1.0
Fe 3.0

2. PT.NMR harus melakukan stwdi Beological Risk Assesment (ERA)
untuk pembunngan limbah tailing ke teluk Buovat yang melibatkan
instansi terkat anfara lain: Kantor Menneg LH/Bapedal, Departemen
Pertambangan dan Energl, Gubernur KIDH Propinsi Sulawes: Utara,
Bupati Minahasa, Bupati Bolaang Mongondow, Kanwil DPE Propinsi
Sulawesi Utara, LSM, Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat

setemnpat.

3. Studi Risk Assesmemt tersebut harus dapat diselesatkan PT.NMR

dalam jangka wakiu 6 (enam} bulan sejak dikelnarkannya surat inl.

4. Melaporkan hasil studi ERA secara periodik {minimum sckali dalam

sebulan) kepada Meoneg LH/Kepala Bapedal dengan temuan
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Mentamben, Gubemur KDH Prop. Sulawesi Utara dan instansi terkait

lainnya.

5. Keterangan lehih Janjut tentang baku mutu dan pembuangan limbah
tatling ko teluk Buyat oleh PT.NMR akan ditetapkan berdasarkan hasil

studi Risk Assesment pada butir 3.

Bahwa atas  surat Menneg LH/Kepala Bapedal NoB-
1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 perihal Pembuangan Tailing
ke Teluk Buyat, PT NMR tclah menyelesaikan study FRA dimaksud pada
tanggal 11 Jaovari 2001 dan BAPEDAL telah membahas sindi tersebut
dengan melibatkan pakar dari P30 LIPI, Universifas Indonesia dan wakil
dari instansi terkait, Babwa pokar Hngkoogan hidup dan Bapcdal
menyimpulkan bahwa studi ERA PT.NMR belum dapat diterima karena

masih terdapat kelemahan antara lain:

1. Protokol studi tidak sesvai prosedur ERA vang lazim;

2. Kualitas data yang dipakal kurang memadai;

3. Data yangdigunakan tidak niewakili variesi musim; dan,

4. Tidak melibatkan instangi terkait sebagaimana diwajibkan dalam sorat
Menneg LE/Kepala Bapedal No-1465/Bapedal/07/2000 tanggal 11
Juli 2000 perihal Pembuangan Limbah tailing ke teluk Buyat. ‘

Dengan tidak terpenuhinya syarat studi ERA yang dilakukan
PT.NMR , maks Menneg LH tidok mengeluarkan ijin dumping tailing ke
laut, namun PT.NMR tetap saja melakokan dimnping faifing ke laut sgjak
tzhun 2001 sampai dengan tahun 2004 tanpa memiliki §jin.

Seperti  telah  dikemukakan dimuka bahwa dengan adanya
pembuangan tailing yang walaupun sudah didetoksifikasikan tetapi
ternyata masih melebibi baku mute yang ditetapkan dan melakukan
dumping tailing ke laut tanpa ijin telah menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan seswai dengan Berita Acara Pemeriksanan

Lahoratoris Kriminahistik Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri
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Nomor Lab 1 4171/KTEF/2004 tanggal 27 September 2004 dimana hasil lab

menymnpulkan sebagal berikut:

1. Sampel air fawt teluk Buyat telsh melebihi ambang batas Baku Mutu
sesual dengan lampiran Ul Keputussn Menteri Lingkengan Hidup
Noemor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut.

2. Tailing PT.NMR telah menurunkan kualitas air laut icluk Buvat,

3. Shudge dan sediment pond PTNMR telah menurunkan kualitas air

sungai Buyat

4, Sampel Biota Laut dari Teluk Buynat telah terkontaminasi lgam
Merkuri (Hg) dan Arsen (As).

Berdasarkan uratan di atas, Jaksa Penunh# Umum mendakwa
PT.NMR dengan dakwaan Primeir melanggar Pasai 41 ayat {1} jo. Pasal
45, Pasal 46 (1), Pasal 47 Undang-undang No0.23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Subsidiair melanggar Pasal 43 ayat (1} jo.
Pasal 45, Fasal 46 {1), Pasal 47 Undang-undang No.23 Tahun 1997
tentang Pengelofaan Lingkungan Hidup, Lebih Subsidiair melanggar Pagal
42 ayat {1} jo. Pasal 435, Pasal 46 (1}, Pasal 47 Undang-undang No.23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Linglkungan Hidup. Lebih Subsidiair lagi
melanggar Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 45, Pasal 46 (1), Pasal 47 Undang-
undang Ne.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa saksi yang dihadirkag ke muka persidangan oleh Iaksa
Penuntut Uhmum, batk dan masyarakat sckitar, saksi ahli kelautan dan
perikanan, ahli bukum  lingkungan maupun ahli  hukum  pidana,
menyatakan bahwa PT.NMR sepertinys memang telah melakukan
pembuangan limbah cair sisa produksi (dwmping tailing) ke sungai teluk

Buyat.

3.3.2. Tunfuian Jakss Penuntut Umum:
Berdasarkan surat pelimpahan perkara dari Kcejaksaan Negerd
Tondano No.Reg Perk.B-1436/R.1.12/Ep.2/2005 tanggal 05 Yul 2005 dan
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surat tuntutan Penuntut Umum terdanggal 10 November 2006, Jaksa

Penuntut Umum menuntut para terdakwa sebagai berikut:

33.2.1,

3322

Menyatakan terdalowa [ PT.NEWMONT MINAHASA RAYA
dan terdakwa H RICHARD BRUCE NESS, terbukii secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencemaran dan
perusakan fingkungan hidup” schagaimana diatur dan diancam
dalam Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 43, Pasal 46 ayat (1), dan
Pasal 47 Undang-undang No.23 Tehun 1997 tentang
Pengelolaan L%‘zzgjmngan Hidup dalam Dakwaan Primair untuk
Terdakwa 1 dan sehagaimana dintur dan diancam dalam Pasal
41 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 1997 dalam
Dakowaan Primagir untuk Terdakows II;

Menjatuhkan pidana terhadap:

a. Terdakwa I PT. NEWMONT MINAHASA RAYA berupa
pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
ropiah); dan,

b. Terdakwa II RICHARD BRUCE NESS selaku Presiden
Direktur PT. Newmont Minahasa Raya berupa pidans
penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa [
berada di dalam fahanan dan pidana éénda sebesar Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 {(enam)

bolan kurungan.

3.3.3. Analizsa Kasus:
3.3.3.1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum
Analisa atas putusan hakim dalam pertimbangan hukumnya/ratio

decidendi-nya delam putusan Pengadilan Negend Manado Nomor
2R4/PId B/2005/PN.Mdo tanggal 24 April 2007 berussha menguraikan

pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para

Terdakwa terutama dikaitkan dengan kedwdukan PT.NMR  sebagai

korporasi. Hasil pertimbangan hakim pada kasus ini menunjukkan adanya

pemshaman dan penerimaan sosok korporast sepenuhnya sebagai subjek
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bukum berbentuk badan hukum yang memiliki hok dan kewajiban
mandiri, meskipun dalam bal i PTNMR diwakili' oleh Presiden
Drirektumya sebagal nateurfijk person, nawmun setidaknya dalam kasus ini
PT.NMR sudah diposisikan sebagai badan hukum yang merupakan subjek
hukum mandiri, Sikap ini terlthat dalam pertimbangan hakim dalam
Putusan Sela Nomor : 284/Pid B/2005/PN.Mdo tanggal 20 September
2005 yang menyatakan sehagal benkut, “Bahwa Majelis juga tidak
menemukan sdanya hal-hal yang menyebabkan batal demi hukumnya

‘Surat Dakwaan JPU karena...telah memuat identday lengkap dad

Terdakwa [ yaitu PT. NMR yang telah diwakili oleh salah satu direksi PT.
NMR dan identitas lengkap dan Terdakwa Il st

Dimana sebelumnya dari eksepsi yang disjukan penasihat hukum

terdakwa pada intinya menclak untuk meletakkan PT.NMR sebagai

terdakwa I dengan alasan, “Tersangka dalam perkara inf adalalh PT.NMR
scbagal Terdakwa [ yang diwakili oleh Richard Bruce Ness, dan Richard
Bruce Ness hanya karena jabatannya sebagai Presiden Direktur. Dalam
Pasal 46 UUPLH dimana korporasi (badan hukum) sebagai terdakwa
détentuicaﬁ “diwakili oleh pengurus atau bila tidak diwakili pengurus,
Hakim dapat memerintahkan supaya peagurus menghadap sendiri
Artinya, menurut UUPLH, PT.NMR tidak haros -diwakili ¢leh Richard
sekalipun dia salah seorang dari pengurus™.'®

Namuer akhimya cksepsi penasihat hukum atas dakowsan JPU
ditolak dalam putusan sela yang menolak selurub keberatan/eksepsi dar
penasihat hukom terdekwa 1 PTNMR dan terdakws 11 Richard Bruce
Ness, memerintahkan upfuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya dan
menanggohian perincian besarnya biaya perkara imi Sampai dengan
adanya putusan akhie. Dalam hal int nyata bahwa tidak ada error in

persong terhadap Richard Bruce Ness khususnya sebagai wakil PTNMR,

¥ouasan Selz PN Manado Nomor ; 284/Pid. B/2005/PR. Mdo wnggal 20 Septentber 2005,

hat.138.

B rhid, hal $8.
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Dari teori subyek hukumnys, Hakim sekali lagi  tidak
mempersoalkan kedudukan Richard Bruce Ness scbagai wakil korporasi di
muka persidangan. Sesuai bunyi Pasal 46 ayat 4 UUPLH 1997 bahwa jika
penuntutan pidana terhadap korporasi diwakili oleh orang yang bukan
pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus {pengurusforang yang

dinnggap topat oleh hakim} menghadap sendiri di muka porsidangan.

Hakim menilai Richard sebagai wakil PT. NMR juga termasuk ke
dalam kriteria Iron Wire. Kriteria fron wire ini mencmpatkan wakil
korporasi z‘adalah sebagai pihak yang dapat dimintai perfanggungjawaban
pidana, apabila memenuhi dua tahapan, yaitu tahap persama, apakah baduan
hukum merupakan subyek dart nomma-norma yang dimuat dalam rumusan
delik, apakah manajemen memilild kewenangan mengatur peﬁiéka orang
orang dalam badan hukum (termasuk terhadap physical preperaior),
apakah manajemen menerima/lazim  menerima  perbuatan  yang
menyimpang tersebut. Tahap kedia, apabila manajemen telah mengetahui
| perbuatan dan apakah manajomen memiliki kewenangan untuk mencegsh
perbuatan tersebut, apakah manajemen memiliki kewenangan fapi tidak
mencegah, maka badan hukum dikategorikan melakukan tindak pidana.
Hakim dalam hal ini olsh karenanya menganggap Richard Bruce Ness
telah memiliki kapasitas untuk mewakili PTI[:JMR‘

Dihobungkan dengan teori identifikasi maka mepunut hemat
penulis kritenia iron wire meropakan syarat acfus reus seorang divecting
minef dalam melakukan findak pidana tersebut. Namun, Penuntut Umum
pada kasus ini tidak membuktikan terlebth dahuiua bahwa kapasitas
Richard yang mewakili PT.NMR telah memenuhi tiga unsur yang
disyaratkan oleh teori ini yaitu periama, direcling mind, apakah benar
Richard Bruce Ness adalah orang vang berwenang dan bertanggung jawab
ke dalam dan keluar untuk dan atas nama PT.NMR berdasarkan
AD/AR Tnya yaitu kapasitasnya sebagai Presiden Direktur, atau setidaknya
scharusnya penentuan wakil korporasi sebaiknya mengacu kepada aturan-

aturan terhadap hal tersebut di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun
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2007 tentang Parseroan Terbatas. Aedua, intra vires, apakah Richard
sebagat wakil korporast yang telah membuat kebijakan tentang pengolahan
limbah cair vang tidak sempurna yang mana melanggar ketentuan dalam
Kep.Men Neg Lingkungan No B-1456/Bapedal/07/2000 tanggat 11 Juli
2000 tentang Baku Mutu Limbah atau dapat dikatakan walaupun sudah
ada parameternyz namun limbah PTNMR tetap berada diatas ambang
baku mutu  dan kefige, apakah ia mendatangkan keuntungan bag:
PT.HMR dengan tidak dipenuhinya standar Baku Mutu Limbah,

Perontut Umurn dalam menafsickan Passl 46 ayat 2 UUPLH 1997
didasarkan pada pertunbangan fakta bahws Richard dianggap bertindak
sebagai pemimpin saja tanpa mengingal dasar hubungan kerja maapun
hizbungan Eam sesuai yang dipersyaratkan dalam teort iron wire.

?cnunmt Umum melihat meskipun Richard Bruce Ness mcngais:z}z
bahwa perusabaan menvediskan anggaran dana univk pengelolaan
lingkungan untuk kegiatan produksi, namun kenyataannya mereka sebagat
pihak vang memiliki kewenangan dan dapat bertindak untuk dan atas
_ nama perusahaan tidak berbuat apapun, minimal merubah kehijaksanaan

perusahaan teatang pengclahan limbahnya.

Melihat dan kasus di atas, maka oleh karenanya disini sikap JPU
yang tidak ragu-rage ontuk manempatkén Richard sebagai wakil korporasi
sebagai terdakwa perlu mendapat kredit point tersendiri. Keberaman Jaksa
im tentunya ditopang oleh svatu sistem vang komprehensit dalam
penanganan perkara-perkars lingkungan hidup yaitu Friangle Integrated
Enviyonmental Criminal Justice Sysitem  {sistem segl figa terpada
penegakan hukum pidana lingkungan hidup} yang lefah dikembangkan
menjadi suaty pola tetap dalam penanganan perkara lingkungan. Sistern iml

melibatkan penyidik, penuntut umum dan saksi ahli.

Namun kedepannya, dalam penunjukkan wakil korporasi penegak
hukum periu lebih cermat dan perlu didesarkan kepada aturan yang

mengatur secara detail dan secarg tegas terhadsp penunjukian siapa yang
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sebenarnya berhak untuk mewakili komporasi di muka persidangan, dengean
alasan menghindari error i persona dalam menstapkan tersangka.

Bahwa di dalam UU Nomor @ 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimang diubah dengan UU
Nomor : 20 Tahun 2001 menyatakan pada Pasal 20 bahwa vang mewakili
korporasi adalah, “...diwakili oleh pengurus, pengurus dapat diwakili oleh
pitiak lain,...dan seterusnya”, rumusan ini sudah menjelaskan seears riil
dan terang sispa sebznarnya yang benar-bener berkompeten  mewakilt
korporasi di persidangan merujuk kepada AD/ART korporasi yang

bersangkutan.

3.3.3.2. Penyinipangan Penggunaan Azas Subsidiaritas

Dari segt asas subsidiaritas, kasus ini dari perspektif Peauntut
Umum pun dianggap layak untuk disidik dan dituntut secara Premium
remedium karens telah memenuhi Hge kondisi yang disyaratkan untuk
pengecualian asas subsidiariias yaitu perfame, tingkat kesalahap pelaku
relatif berat, kedua, akibat perbuatannya selatil besarfmasty, dan fetiga,
porbuatan  /pelanggaran  dimaksud  telah menimbulkan  keresahan
magyarakat. Fakta yang mungul 4 persidangan memperiibatkan ketiga
kriteria fersebut terpenubi, teriepas dari putusan akhir yang diambil oleh

Hakim daltam perkars ini.

Saksi dan ahli yang dihadirk;m ke persidangan oleh faksa Penuntug
Umum dipersiapkan dan disusun sedemikian rupa sesusi kompetensinya
karena diharapkan mampu meyakinkan hakim untuk menjatubkan pidana
terhadap korporasi cg. pengurusnya, Baliwa pada faktany2 memang saksi
dan shii vang dizjukan penuntul umum telah banyak berkontribusi untuk
meyakinkan majelis bahwa benar telah terjadi pencemaran den/atau
perusakan lingkungan hidup di Teluk Buyat oleh aktivitas PT.NMR sesuai
arab Pasal 41 dan Pasal 42 YUPLH 1997,

Demikian  juga terhadap unsusunsur  upluk  mendukung
pembuktian atas swbstens? kasus pencemaran dan atau  perusakan

Hingkungan itu sendiri. Saksi ahlf yang dibadapkan ke muka persidangan

Universitas Indonssia
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antara lam adalalh DR, Abdul Gani Hahude, MMALATU, saksi adalab
aeeanografis atau ahll kelautan. Saksi ahli ind menjelaskan bahwa menurut
thmu kelautan anda 3 (tiga) lapisas laut didasarkan kepada tinggi
rendahnya/gradient schunya, yaitu pertama lapisan campuran (mix layer},

lapiszn Termoklin, dan lapisan dingin (cold layer).

Lapisan pertama adalah {apisan campuran, memiliki suhu 28° dan
memtliki kedalaman 0-100 meter. Pada lapisan ini terdapat biota lant
termasuk pivioplaniion dengan kondisi dipengaruhi arus, gelombang.
Sedangkan lapisan termoldin memiliki suhe 11° dag memiliki kedalaman
100-350 meter dibawah permukaan laut dao terakhis adalah lapisan dingin
yang memiliki suhu > 11° dengan kedalaman > 350 meter. Seharusnya
iimbah PT.NMR diletakkan pada kedalaman lapisan termoklin, sementara
teluk Buyat hanya memiliki kedalaman hanya 82 meter yang berarti lant
yang ada di Buyat masuk dalam kategon lapisan pertama, sehingga tidak
layak untuk dijadikan tempat pembuangan limbah. Hal ini sebesamya
harus dipertimbangkan oieh hakimn sebagai hal yang sudeh tidak perle
dibuktikan lagi karena tentu saja dengan kedalaman hanya 82 meter jelas-
ielas menyebabkan terjadinya pencampuran antara limbah dengan arus aiv
laut dan mengakibatkan menyebarnya limbah di selurmh wilayah teluk
Buyat, -

Saksi ahli vang berkaitan dengan bidang teknis salah satn lainnya
adalah Dy. Budiawan, yang memeriksa 9 (Sembilan} orang warga Buyat
yang diajukan cleh tim Mabes Poin di laboratorium Universitas Indonesia
dengan hasil diagnosa yang menegaskan bahwa ke sembilan warga Buyat
tersebut positif memtliki kandungan merkuri dalam  darah  mereka.
Sementara dari hasil unil lab terhadap biota laut (ikan) jugs didiagnosa
positif memiliki kandungan merkuri dan arsenik dengan nilai diatas
ambang batas yang ditetapkan oleh BPOM talun 1989 yaitu 0.01-2 ppm.

Masih dalam pembahasan substansi perkara pencemaran dan/atau
perusakan hingkuogan hidup, dalam Pasal 1 ayat (12) UUPLH telah
disebutkan kriteria pencemaran lingkungan hidup, Pasal ini sarat denpan

intepretasi dan menjadi svatu kelemahan tersendin dalam UUPLH 1997,
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Penentuan parameter “kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan
peruntihannya” dan warga masyarakat Buyat perlu direlokast perlu

diperjelas untuk menghindari multi intepretasi.

Bagi penyidik dan penuntut umum, ketentuan dalam Pasal 41 dan
42 UUPLH sangat berat dalam pembuktiannya. Sifat dari kedua Pasal
tersebut adalah delik materiil yang perlu dibuktikan adanya hubungan
sebab akibat (kausalitas) dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku
telah mengakibatkan tercemamya lingkungan atau rusaknya lingkungan
tersebut. terutama terhadap terjadinya rantai makanan (pathway) antara
tailing yang dibuang oleh PT.NMR yang kemudian dikonsumsi oleh
anggota biota (1kan) dan kemudian ikan dikonsumsi oleh manusia dan
menyebabkan keracunan, seperti dalam keterangan ahli Prof. DR. Winsy
Warouw, dokter dan Guru Besar Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
Universitas Sam Ratulangl yang menjadi saksi ahli a de charge untuk
PT.NMR.

Dalam kasus PT.NMR, Jaksa Penuntut Umum seharusnya
memberikan bukti yang lebih kuat tentang tidak dapat berfungsinya
lingkungan hidup sesuvai dengan peruntukannya yang diharapkan oleh
hakim. Bukti tersebut_berupa pemeriksaan laboratorium untuk menentukan
apakah akibat pembuangan limbah dari PT.NMR telah mengakibatkan

pencemaran terhadap Sungai di teluk Buyat.

Namun JPU dalam perkara ini justru menolak melaksanakan
Penetapan Majelis Hakim untuk mengadakan pemeriksaan ulang dengan
melibatkan laboratorium pemerintah yang terakreditasi maupun
laboratorium independen yang terakreditasi di perairan Teluk Buyat,
khususnya di titik-titik pengambilan sampel oleh Penyidik POLRI. saran
ini juga telah dikemukakan oleh Prof. DR. Mangantar Daud Silalahi

sebagai saksi a de charge.

Penolakan ini beralasan, mengingat sebenarnya alasan penolakan

untuk mengambil sampel uvlang ini oleh Penuntut Umum hendaknya
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justera dapat dijadikan alasan kuat untuk memperkuat dokwaannya.
Alasannya bahwa tingkat’kadar pencemaran air laut yang diambil pada
sant perfamia tente saja ldak akan sama dengan ketika diadakan
pengambilan sampel kedua kalinya. Variast musim yang dipengaruhi
angin dalam merubah kadar pencemaran (batk meningkatkan maupun
mereduksi vaniable pencemar larut dengon air laot) di dalam air laut v

sendiri akan mempengarubi hasil uji sampel ulang.

Asas kausalitas juga penting untuk teriebib dahulu dibuktikan
mengingal Fasal 41 dan Pasal 42 UUPLH 1997 vang ditunfutkan kepada
PT.NMR oleh JPU merupakan pasal independen {tidak tergantung kepada
hukum administrasi/Addministrative Independent Crimes) atau merupakan
genzriz corime atauw masuk dalam kategori delik materiil, dimana cukup
dibuktikan teriebih dahuls adanya kerusakan lingkungan yang bersifat

massive sehingga terpenuht asas res ipsa loguilor.

Namun termnyata dalam kasus ini, hakim dalam Pertimbangan
hukum putusannya justeru menganpggap penuntutan dan pemidanaan
terhadap korporasi oleh JPU terlalu dind jiks dilakukan dengan
menggunakan sarana  instrumen  pidana  sehingpa dianggap dak
mengindahkan asas snbsidiaritas. Olch karenanya untak dakwaan primair
yang menempatkan ancaman Pasal 41 ayat (1) jo, Pasal 43, Pasal 46 ayat
(1}, dan Pasal 47 bagi PT.NMR tersebut menjadi gugur.

Atas slasan Res Ipsa Loguitor ini juga JPU dianggap tidak
mengindabkan fakta bahwa sebelumnya memang telah ada penggunaan
instrument perdata yang telah berhasil ditempuh dan berfungsi secara
efeltif dengan menghasilkan Goodwill Agreement dengan klausul akan
adanya kompensasi dari PT.NMR terhadap warga Buyat. Bahkan laporan

pidananya sendiripun sebepamya telah dicabut oleh pelapornya,

Bahwa menurut penalis, hakim dalam hal ini sebenamnya keliro
menafisirkan atau bahkan tidak mengerti bahwa pasal yang digunakan oleh

JPU memang pasal yang tidak perflu menempuh proses adminstrasi
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maupun Alternatif Penyelesaian Sengketa laianya terlcbih dahulu karena

pasal terscbut termasuk kategori ddministrative Independent Crime (AIC).

Kendatipun menwrut Prof. Andi Hamzah bahwa asas subsidiantag
bukanlah harga mati namun tornyata dalam kasus PT.NMR ini majelis
hakim terlihat masih memegang teguh norma dan tahapan penyelesaian
perkara Hingkungan hidup yang baku. Asas ini boleh saja disimpangi
asalkan memenuhi svarat-syarat seperti contohnysa di Belanda dslam hal

pelaku mernpakan residivis kejahatan lingkungan hidup,

Pada akhir pertimbangan hukemnya hokim dalam kasus ini
menyatakan bahwa semua persvaratan {tiga kondisi) vang disyaratkan
unfuk pengecualian asas subsidiadtas yaitu\ ?éﬁama, tingkat kesalahan
pelaku relatif berat, kedus, akibsat ééﬁmaﬁmy& relatif besar, dan ketiza,
perbuatan pelanggaran memmbulkan keresahan masyarskat  justern

dianggap tidsk terpenuhi.

3.3.3.3.Pertanggungjawaban Korporasi dan Perwakilan Korporast di Persidangan

Dari aspek yoridisnya terhadap pertanggungiawaban korporssi, Jaksa
Penuntul Umum menghaditkan Prof. DR. Muladi, S3H vang dalam
keterangannya memberikan penielasan tentang korporasi scloka subyek
hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UUPLH. Bahwa
korporasi menurut pendspainya dapal dipnnial pertanggungiawaban
pidana jikalan terdapat orang yang menjadi pengurus dan mempunya
feading position yang tercermin dalam figa hal yaitur memiliki kekuassan
vntok mewakili perusabaan {(power of represeniation), kewenangan untuk
mengambil keputusan (authority 10 take decision), dan kewenangan untuk

mengendalikan {authority to exercise control).

Selanjutnya dijelaskan bahwa pengusaha yang mewakili korporasi
yang mengetahui teriadi pelonggaran termasuk dalam lingkungan bidup
tidak melakukan pencegahan dan tidak berbuat sesuate yang sebetulnya

merupakan  kewajiban  hukum  diangpasp melakukan tindak pidana
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ommistonis. Dengan menggonakan Keiteria Fzerdraad Asrest™, korporasi
dapst dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi dua syarat

seperti telab disebutkan di atas,

Sementara saksi ahli hukum a de charge vang diajukan oleh
PT.NMR terkait pertangmungjawaban korporasi antara Iain vaits Prof. DR
Mangantar Daod Silalahi menvatakan bahwa uniuk membuktikan ada
tidaknya pidana (kejahatan korporasi) diperlukan setidaknya tiga proses
dari hukum administrasi negara yang harms ditsmpuh terlebih dahulu yaitu
{1} adanya hubungsn kausalitas yang dilakukan dengan mengarmbil sampel
{legad sample} yang sesval dengan ketentuan; (i) menggunakan analisa
laboratorium  {fegad Iaé}&mtory} yaitu laboratorium vang secara sah
ditunjuk pemerintah untuk menganalisa dan; ({il} semuz analisis harus
diinterpretagsikan oleh ahli-shli terkait. :

Sementara menurut Prof. Andi Hamzah'® Pasal 41 UUPLH 1997
mensyaratian adanya kesengajnan {dofus), yang dalam hubungannya
dengan pertanggungiawaban korporasi diarttkan hanya dapat dipergunakan
terhadap korporasi vang bertindak aktif dan melakukan pencemaran dan
atan perusakan linglkungan iu dengan sengaja. Sementara tindskan
korporast yvang sifatoya omission atan dengan sengaja membiarkan, tidak
ﬁiapai dijadikan parameter untuk mempidana korporasi. Alasan pemnyataan
ini menurut Prof. Andi Hamzah dalam wawancaranya dengan penilis
adalah berdasarkan pendapat Scheffimeister bahwa terdapat hal vang sama
dengan kesengajaan, ownmisi lebih banyak dipertanggunpiawabkan kepada
pengurus. Onnmisi lebih banyak dipertanggungjawabkan kepada pengorus
olch karena dapat dihorapkon dari suaty korporast, misalnya, pelaksanaan
tindakan perusshaan sedemikan rupa baik, sedanpkan perorangannys

mempunyai kesengajaan untuk melakukan pelanggaran, Schingga oleh

¥ pverdaad Arrest roerupakan jurisprudensi yang mengatakan;
i. Babwe holam yang bzmsangkwten (ie. mongjemen dari badan hadkum) memilikd
kekuasean terhadap perilaky orang-orang yeng terdapat dalam: organisasi,
2. Babwa hukum yang bersangkutan {f e mangjemennya), dapat dikataken “menedma”
atau cenderung menerima periiaku menyimpang yang di dakwalin,
Hwawancara Peaulis dengan Prof Andi Hamzah SH  pads harl Selasa tanggal 17 Maret
2009,
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karenanya dalam ommnisi pertangeungiawaban lckih

dipertanggungiawabkan kepada penguorus,

Selengkapnys pertimbangan hakim pada pokoknys sebagat benkutt

Pertama, baliva solusi dan atan sanksi hukum lain seperti sankst
administrasi, sanksi perdato  dan  altematif penyelosaian  sengketa
lingkungan hidup telah efekiif. Dalam hal ini bakim mempertimbangkan
terhadap PT.NMR telah ada atau pernah ditempuh sebelumnya penegakan
hukum yaitu melalui gugatan secara perdata yang dilakukan oleh
Pemerintah, organisasi maupun perorangan, namun pada akhirnva semua

upaya perdats itu berujung kepada perdamaian diksrenakan k:zzz“arignya

atau lemahnya alat bulkti untuk mendukung gugatan babwa PT. NMR telah
melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hzzitzg; éz sekziar'

lokasi usaha pertambangan di Pantai Buyat, Minahass Selatan, Sulawest
Utara, .

Sebagai tindak lanjut proses perdamaian secara perdata ind
menimbulkan Goodwill Agreement (Perjanjien kikad Baik/Mol) yang
telah ditandatangani antara PT.NMR dengan Pememntah [ﬁci(;nesia
diwakili oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada saat it
vaitu Ir. Aburizal Bakrie tanggal 16 Februari 2006

Terlebih lagi, dalam salah satu klausul perjanjian tersebut terdapat
kesepakatan bilamana terjadi perselisihan maka akan diselesatkan secara
mediasi atau arbitrase, vang merapakan pilihan hukum dan harus
diterapkan terlebih dahulu sebelum melangkah ke proses hukum {pidana)
lingkungan hidup. Cleh karenanya dianggap dari fakia persidangan tidak
ada bukti mengangesp behwa sanksi administrasi, sanksi perdata dan
mediasi/APS lainnya tetah dijatubkan dan terbukti tidak efekti¥gagal
ditaati oleh PT.NMR,

Kedua, kriteria dalam hal tingkat kesalahan pelaku relatif berat.
Bahwa menurut hakim, tidak ada bukti bahwa kesslahan PT.NMR berat
dikarenakan PTNMR berdasarken parameter apuakah ada tidaknya
tindakan berupa teguran/peringatan ataupun ada atau tidaknya tindakan
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penegakan hukum administrast, perdata dan mediasi/APS lainnya yang
tidak efektif/gagal, miaka fakia persidangan menunjukkan PT.NMR vang
beroperasi sciak tahun 1996 tidak pernah mendapat satupun tindakan dari
kriteriz dimaksnd sebab tailing yang di tempatkan ke laot telah teriebih

dahulu mengalami detoksifikasi.

Ketiga, terhadap kriteria akibat dampak poerbuatan pelaku relatif
besar, maka hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian/penelitian terhadap
limbah usaha PT.NMR sebelum kasus ini di bawa ke persidangan, bahwa
hasil up Iaboratorium tidak menystakan limbab produksi PTNMR
merusak dan menceman lingkungan. Dikuatkan juga dengan saksi ahli
Dr.Mabis! Makarim sefaku Menneg LH pada tahun 2001 sampa: dengan
2004 tidak pernah melakukan teguran baik bersifat lisan maupun tulisan
terhadap PT.MR- |

Kssus ini menjadi topik sorotan berbagal media nasional hanva
dikarenakan Menneg LH pada tabun 2003 dan tabun 2004 membentuk 2
tim independen untuk memastikan ada tideknya pencemaran/perusakan
linghkungaa di sekitar daerah operasi PT.NMR, dimana hasil penlﬁzlitiaﬂ pun
mengindikasikan  tidak terdapat pencemaran dan atau  perusakan
lingkungan di daerah itu,

Hal ini didukung oleh hasil penelitian dar beberapa lembags
internasional seperti Laboratoritun Sarpedal, Universitas Sam Ratulang,
Institut Minamata/ WHO, Laboratorium ALS Indonesia dan CSIRO.

Keempat, techadap knieria menimbulkan keresahan masyarakat,
maka Prof. DR. Andi Hamzsh, SH dJalam persidangan menvatakan
parameter/kategont meresahkan masyarakat didefinisikan sebagai fakta
yang nvata-nyata darl akibat perbuatan itu membuat orang-orang menjadi
resah/tidak tenteram, seperii perkara Chermnobyl di Rusia dan perkara

meluapnys Lumpur Lapindo di Sidearjo.

Sementara Prof. M. Daud Silalahi, SH menyatakan babwa kategon

itu harus divkur dari perspekiif terancamnya fungsi lingkungan, bukan
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masyarakatnya, sepertt confohnya kasus kebocoran gas di Bhopal, India,
Juga dalam kusos adanys relokasi penduduk Buyat adalah karens inigiatif
warga Buyat sendiri dan bukan karena ada instruksi dani Pemerintah Pusat
¢gq. Pemerintah Daerah. Terhadap penyakit yang di derita warga Buyat
vang diduga diakibatkan oleh limbah produksi PT.NMR pada persidangan
terbukii bahwa penyakit-penyakit terscbut sebenarnya adalah penyakit

pada umumnya yang biasa di derita masyarakat,

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
maka hakim membebaskan PT.NMR dari dakwaan Primair Jaksa Penuniut
Uniuem, Saat ini telah dilakukan Kasasi terhadap perkara o quo oleh

Penuntut Limum namun belum mendapat putusan.

Model dam Teori Pertanggungiawaban Yang Diterapkan Dalam
Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Newmont Minahasa Rays

Palam kasus PT. Newmont Minahasa Raya, SBulawesi Utara,
dihubungkan sebagal subyek hukum pidana, model dan  teor
perfanggungijawsban pidana dan kesalahan yang dapat dilakukan oleh
korporasi diatas, dapat dilthat melalui beberapa teori perfazzggxmg}awa%aﬁ
korporast yang ada.

Puhut M P Pangaribuan SH.,LLM, sebaga advokat PT NMR pada
kasus itu, dalam wawancaranya dengan penulis mengatakan bahwa
sebenarnya model perlanggungjawaban yang diterapkan dalam kasus
PTNMR  adalah model “korporasi berbuat  dan  pengurus
bertanggungiawab™® Alasan Advokat ite adalah karena kendatipun oleh
Penuntut Umum yang didakwa adalah PT.NMR sebagai badan hukum,
namun dalam persidangan yang mewakili adalah Richard Bruce Ness
selaku pemimpin perusahaan, dimana ia juga berstatus sebagai terdakwa
Juga dalam kapasitasnya sebagai pemimpin perusahaan,

Menurut Lohut, hendaknya Penyidik dan Penuntut Umum menjerat
wakil korporasi berdasarkan ADYART PT.NMR atau jika tidak diater
secara tegas di dalam AD/ART-nya hendaknya dican dengan mengacu

Fowawancara dengan Luhut MP. Pangaribusn pada Tanggal 4 Maret 2009,
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kepada LU Perseroan Terbatas. Lebih jauh dikatakan dikarenakan kasus
ini terkait dengan usaha pertambangan dan energi maka agar dicarikan dari
ketentuan Peraturan Menteri  Pertambangan  dan  Energt Nomor:
1L2UK/MPE/ 1995 entang Pencegahan dan Penangeulangan Perusakan
dan Pencemaran Linglaungan pada Kegiaton Ussha Pertambangan Umuom
Pasal 4 ayat {1} jo. Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 yang mengatur hal siapa
perwakilan pengusaha dalam hal terjadi sengketa di muka persidangan d1
bidang indusiri pertambangan dan energi.

Sukma Viecletta di sisi laip, terhadap masalah  meoedel
pertanggungjawaban  ink febih tertarik mongupas subjek yang dapat
dimintai pertanggungjawaban pitdana adalah keduanya, baik manusia
maupun korporasi/badan hukum, namun g merujuk kepada bunyi Pasal
46 ayat (1) UUPLH 1997 yang menyatakan “ike delik dilakukan atas
rama badan hukum afau perseroan..maupun lerhadap mereka yang
memberi perintah melakukan delik itu atqu yong bertindak sebagai
pemimpin... ”, maka menurutnya korporasi dapat hanya diwakili olch
pengurus saja.m _

Prof. Mardjono Reksodipuro mmyai&an bahwa mengenal
perwakilan korporasi di depan persidangan hendaknya dapat dilihat dari
struktur organisasi korporasi itu gendini dengan bestitik tolak dari job
descriptionftupoksi pemegang kewenangan dari korporasi itu sendirt, '™

Penulis berpendapat model pertanggungjawaban yang diterapkan
dalam kasus ini adalah model “korporasi berbuat dan korporasi yang
bertanggungiawab” dimapa korporasi dalam hal ini diwakili oleh saleh
seorang  direksinya/pengurusnya. Ini terlihat dart rumusan dakwaan
penuntut  umum  yang menegaskan bahwa Terdakwa [ adalah
PT.Newmont Minabhasa Raya, dalam hal 1 diwakili olch salab sate
Direkst PT. Newmont Minahasa Raya vaitu Richard Bruce Ness.

Sementara, masth menurut Prof. Mardjono Reksodipuro  dard

wawancaranyd, dari beberapa teori pertangpungiawaban yang ada dan

Wiwawancara dengan Sukma Violelta pada hari Rabu Tanggal 4 Maret 2009 di Kanor
Reformasi Birokeast Keisksaan Agung,
* Wawancara dengan Prof. Mardjono Reksodiputro pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2009,
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telah dibahag pada bab terdshulu, identification theory merupakan salah
satu feorl atau  dokirin yang dapat digunakan uniuk memberikon
pembenaran  bagi pembebanan  pertanggungjawaban  pidara  kepada
pengurus korporasi yang notabene korporasi sendiri tidak dapat berbuat

[} -
" Teori

dan tidak mungkin memiliki »rens rea atau tidak memiliki kalbu
identifikasi merupskan pengejawantahan danl teors perenggungjawshan
viarious liabilitiy.
Terhadap teori pertanggungjawaban korporasi yang dianut, Luhut
borpendapat lebih cenderung untuk memakai teori stricf Hability dengan
alasan hukum publik selama ini tidak mengatur secara tegas perihal tekais
perwakilan korporasi dalam proses persidangan dalam hal terjadi sengketa,
sementara teori sirict liability ini lebih familier dan lebih dikenal karena
berasal dari hukum privat/perdata, Sehingga dengan alesan ini Lubut
berpendapat akan lebih topat menggunakan ajaran strict liebility ini.
Sementara menurut Prof. Andi Hamzah dalam wawancaranya, teorl
pertanggungjawaban vang dapat dikenskan kepada korporasi adalah teori
vicarious lability dimana pengunig merupakan personifikesi korporasi
dalam mewakili korporasi dimuka persidzingan.’% Sementara model
pertanggungjawaban vang di kenakan kepada PTNMR menurut beliau
adalah model “korporasi berbuat dan pengurus bertanggungjawab”,
Terhadap siapa pengurus yang mewakili korporasi di muka persidangan,
Prof. Andi menyatakan secara teknis ada tiga kategori uatuk dipedomani
yaitu
a. Dalam korporasi/badan hukum publik, maka yang bertanggungjawab
mewakili korporasi di muka persidangan adalah Direktur Utama;

b. Dalam hal korporasi‘badan hukum partikelir sedang dalam kondist
mendekati  bankruptcy  ataw pembubaran,  yang  dapat
bertanggungjawab mewakili korporasi di muka persidangan adalah

Direktur Perusahaan bersangkutan;

Wy
hid.
rawancara dengan Prof Andi Hamezsh pada hari Selasa Tanggal §7 Maret 2009,
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¢. Dalam hal korporasi/badan hukum sudah tidak diketahur lagi
pengurusnya, make komorasi  itu sendiri yang  dimintai
pertanggungiawaban,

Menurut penulis, secara konseptual, kasus PT. NMR iai Ilehib
cenderung menggunakan teori identification theory. Teori inl mungkin
dapat disamakan dengan corperare primary fiabifity, Menurut pandangan
ini, corporate primary lability”" biasanya muncul dalam kasus dimana
perbuatan dari bisnis perusahsan secara konstitusi mengatur hal yang salah
atay dengan kata lain perbuatan salah tersebut secara otorisasi telah
dikonsepkan oleh orang-orang yang punya kewenangan ustuk itu, Dalam
upaya untuk mempertanggungiawabkan perusahsan terhadap perbuatan
salal itu, maka kesalahas itw haruslah dapat memperlinatian bahwa semua
eiemen-elemen penting unhik menunjokkan perbuatan salah vang diatar
eich perusahaan tersebut dilakukan oleh perusahaan #tu sendirt dan bukan
hanya clch karyawannya. Hal il mungkin menemukan beberapa kesulitan
dalam hal mencart elemen-elemen dari pengetalwan st pelaku yang berbuat
kesalahan menunujuk pada kesalahagn perusahaan.

(Oleh karenanys, dokirin ini ri‘zeaga;‘arkan bahwa untuk dapat
membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korperasi haros
mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut dan
apabila tindak pidana itu dilakokan oleh mereka yang merupakan
“"directing  mind” dari korporasi  tersebut, maka  barulah
pertanggungiawaban dan tindak pidana itu dapat dibebanksn kepada
korporasi, ™

Hal int penting untuk menghindari ervor it persona dalam
mencnlukan  siapa  pengurus  yang mewakili korporasi di  muka
persidangan. Dalam kasus PT. NMR penunjukkan Richard Bruce Ness
sebagai wakil PT. NMR kendatipun tidak dipermasalabkan oleh hakim
dalam putusannya, namun oleh Prof. Andi Hamzah dikatakan dalam
wawancaranya bahwa pada saat ia menjadi saksi ahli dalam kasus PT.

NMR dikatakan penunjukkan Richard sebagai wakil PT. NMR sebenarnya

"'peactie M.C.Koh dan Vigtor €8, Yeo, Low Kee Yang (ed.),0p Cir, Hal.204-205.
"Sutan Remy Siahdeint, Op Cit. Jumat, 22 Okiober 2004, Hal 61.
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tidak teriahu tepat mengingat Direktur selalu berganti-ganti setiap saat dan
terkadang sulit untuk menentukan pads saat direkiur yang manakah vang
sedang meojabat ketika pencemaran/perusakan lingkungan dilakukan.
Terhadap wmodel peortenggngiawsbannya  penulis  jusieru
herpendapat bshwa model pertanggungjawaban “korporasi berbuat dan
korporasi yang bertanggungjawab” telah digunakan dalam kasus PT.NMR
ini. Scmentara teori pertanggungjawaban yang digunakan adalah teor
identifikasi sebagaimana diuraikan sehbelumnya. Ini merupakan terobosan
dalam hukum nasional kita bahwa untuk pertama kalinya akhirnya sebuah
badan hukum/korporasi diajukan dan didakwa sebagai subjek hukum yang

posisinya disgjajarkan dengan subjek hukum manvsia. Hakim daelam kasus

_ini telah memperlibatkan sikap menerima kedudukan badan hukum

schagai salah satu subjek hukum vang mempunyai hak dan kewajiban
sederajat di muka hukum.

Perumusan Dakwaan Terhadap Korporasi/PT. Newmont Minahasa
Raya sebagai Subjek Hukum Pidana

Pertimbangan hulum majelis halcim dalam putusannya terhadap
subjek terdakwa PT.NMR hanya menyebutkan “...bakwe pada intinya
pasal-pasal surat dakwaan yang ditujukan kepada terdalova I PENMR
don Terdakwa Il Richard Bruce Ness adaleh sama, hanya dibedakan dari
yegt subjek Indoemnya soid”. ot mencegaskan dan dapat dikatakan di
Indonesia telah menjadi junisprudensi bahwa korporasi, dalam hal ini
FTNMR telah diskui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan
kewajiban setara dengan subjek hukum manusia dan  dapat  di
pertanggungiawabkan secara pidana di muka persidangan.

Maka menuorut penunfut bmum, bentuk dakwaan yang sesual untuk
mendakwa korporasi dan pengurusnya yang melalukan findak pidana
lingkungan hidup sebaiknya adalah dakwsan yang digabung antara subysk
hukum orang dan korporast kKarens akan memudahkan penuntut umum

dalam formulasi dakwaannya di persidangan.
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Dakwaan dalam kasus PTMNMR JPU memformmlasikon dalam
bentuk /jenis dakwaan Kanulatif Primair dan Subsidiair, dimana pertama
dakwaan ditujukan khusus secara primair dan subsidiair terhadap
PT.Newmont Minshasa Raya dan dakwaan kedua khusus sntuk terdakwa
Richard Bruce Ness selaku Prosiden Komisards PT.INMER.

Format Dakwaan terbadap korporasi sebagai subjek  hukum
karporast daiam kasus PT.NMR disusun oleh JPU dengan susunan schagai
berikut:

Terdakwa i
PT.Newmont Minahasa Raya, dalam hal ini diwakili oleh salah satu

Direksi PT. Newinont Minahasa Raya, vaiin :

Nama Lengkap : Richard Bruce Ness
Tempat Lahir : Minnesota, Amerika Serikat
Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahunf27 September 1949
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Amerika Serikat
{Nomor Passport: 710139707}
Tempat tinggal : Ji. Patra Koningan X115
Jakrta Selatan
Agama - Istam
Pekerjaan » Swasta/ Presiden Direktur PT
Newmeont Minahasa Raya
Pendidikan : Bussines Muanagemeat

Tervdaiowa 11

Narms Lengkap » Richard Bruge Ness

Tempat Lahir : Minnesoty, Amerika Serikat
Umur / Tanggal Lahir : 57 Tabun/27 September 1949
Jenis Kelamin : Laki-taki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Amerika Serikat

{(Nomor Passport: 716139707}
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Tempat tinggal : Jl. Patra Kuningan XII-5
Jakrta Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta/ Presiden Direktur PT

Newmont Minahasa Raya

Pendidikan : Bussines Management

Menurut Homrat Harnid,'™ jenis dakwaan diatas secara eksplisit
dapat diketahul dari bunyi Pasal 46 UUPLH 1997 yang menempatkan
tersangka  secars  berurutan  vaitu perrona, Tersangkas 10 Badan
Hukum/Komporast, kedua, Tersangka 2: Mereka Yang Member! Perintah,
dan ketiga, Torsangka 3. Mereka Yang Bertindak Sebagai Pemimpin
Penpgabungan  tersangka (korporasi dan  pelakunya) ini selain
memudahkan jaksa untuk pembuoktian di muka persidangan juga
mengantisipasi lolosnya terdakwa dari jeratan hukurm karena adanya celxh
hukum yang dapat timbul apabila dakwaan tersebut dipisah.

Soehadibroto’* menjelaskan, keberanian jaksa sebagai penuntut
umum vntuk mencoba ﬁmndakwa korporasi juga penting dan patut diberi
kredit point. Penuntut urmurm juga bisa berperan sebagai social engineering
dimana dakwaan jaksa mampu membawa perubahan dalam hukum acara,
Memang dalam KUHAP cara menuntut korporasi masih belum diator,
namun apakah  karens belum  diatwr  menjadikannya tidak  boleh
dilaksanakan?. Pertanyaan fersebut hanys jaksa yang dapat menjawab
karena peoran joksa sebagal penuntut umum jugs bisa sebagal pelopor
perubahan hukum, dimana tentu saja di awali sccara dini pada tohap
penyidikan oleh POLRI pada tahap pra-penuntulan. Setidaknya budaya
hukum  terhadap prakiik  penuntutan  korporasi harus  segera i

implementasikan oleh penegak hukuvm mengingat banyak aturan yang

" Hamrat Hamid, Op Cit.

¥4 awancara dengan Sochadibroto, Anggota Komisi Hukum Nasional, Mantan Jaksa Agung
Muda Perdaia dan TUN Kejaksaon R, tanggal 23 February 2005, dalam Thesis Iwan Kumiawan,
Korpovasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungom Hidup (Studi Tentung Kewdala yang
Ditadapl), Iakaria: Universitas Indonesiy, 2005, hal 1335,
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sudah mengadopsi dan memasukkan korporasi sebagai subjek hukum yang
dapat dimintai pertanggungjawaban,

Dalam kasus PT. NMR Hakim tidak mempenunasalahkan format
dakwaan scbagaimana divraikan dimuks. Ini merupakan kemajuan dalam
bidang hukum nasiopal, karena penerimaan badan hukum sebagat sujek
hukum telal mulai diterima di ranah penegakan hukum terhadap korporasi
pelaku kejahaian.

Sementara Luhut MP Pangaribuan' lebih mengkotisi agar
kedepannya pémilihan atan penentuan siapa yang mewsakili badan hukum
di muka porsidangan hendaknya cukup didasari dengan melibat terlebih
dahulu AD/ART badan hukum vang bersangkutan, jika perlu dapat
merujuk kepada UL Perseroan Terbatas,

Prof. DR. Andi Hamzah,SH'” juga menyatakan bahwa sebaiknya
dakwaan terhadap PT. NMR ataupun terhadap korporast pada umumnya
dapat dirurnuskan dengan kalimat sebagai berikut:

*“Babwa Direktur ... pada waktu {tempus) dan tempat (locug) ...
telah memerintahkan ... untuk, misalnya, membuang limbah produksi, ke
sungai .... Bahwa perbuatan tersebut adalah atas perintah Direktor ... dan
oleh karenanya perbuatan tersebut adalah tanggungiawab korporasi/badan
hukum yang bersangkutan.” 3

Namun dalam hal kesulitan timbul karena perbuaten dilakukan
oleh bukan korporasi dan atav bukan pengurus itu gendiri pamun
sebenarnya ia berbuat untuk korporasi tersebut {semisal ; sub-kKontraktar
dan suatu korporasi induk], atau dalam hal tidak ada perintah dari direktur
korporasi yang bersapgkutan, atau dalam hal terdspat pengurus vang
menyalahi kewenangannya, maka penuntut uwmum harus lebih jeli, telith
dan cermat dalam meromuskan siapa yang akan & dakwanya khususnya
terhadap korporasi dan alau pengurusnya dan atau sub-kentraktor dari
korporasi induk yang akan mewakili di persidangan karens kemungkinan

korporast mengelak atas perfanggungiawabannya selalu terjadi,

"PWawancara dengan Sukma Violeita pada hari Rabu Tanggal 4 Maret 2005 di Kantor

Reformasi Birckrasi Kelaksaan Apung,
Frawancara dengan Prof Andi Hamzah pada hari Selass Tanegal 17 Maret 2009,
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3.6.

Delik dan Sanksi yong Digunskan Dalam Kasus Kejazhatan Korporasi
Berkaitan dengon Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana yang digunzkan untuk menjerat kejahatan korporas
dalam kasus lingkungan hidup balk menurut Lubut MP Panganbuan
maupun Sukma Violetta cukup menggunokan Pasal-pasal pidana yang
terdapat dalam UUPLH 1997, Sementara Prof. Andi Hamzah dalam
kesempeton yang berbeda juga menyatakan hal yang sama. Hanya sajg,
dikatakan selanjuinya oleh beliay, sebepamya dalam kasus pencemaran
dan atau  kerusakan lingkungan periu diperhatikan  jugs adanya
pemahaman dari empat stansi terkait, yaitu Kementerian Lingkungat
Hidup dan atau ingtansi yang terkait kewenangannya dengan media yang
tercemar/rusak, POLRI, Kejaksaan serta Hakim.

Alasan perlunya kesamaan persepsi terschut adalah menghindari
overfapping kewsnangan dari tiap-tiap instansi dan menghindari proses
litigasi vang sia-sia, Menurutnya hal ini penting dikemukakan karena
UUPLH 1997 menganut asas subsidiaritas sehingga kiranya apabila tata
kelola yang mongarah kepada prinsip-prinsip  kehati-hatian  atsy
precantionary principle terhadap lingkungan hidup telah secara benar
ditegakkan, maka pidana benar-benar dapat difungsikan sebagat ultimn
remedinvm saja. ;

Hal ini juga diiegaskan oleh pihak Keijaksaan Agung RI dalam
Surat Edaran Jaksa Apung Muda Tindak Pidapa Umum tentang
Pedorman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan
Hidup, Nomor : B-60/E/Ejp/01/2002, tanggal 29 Januan 2002, Butir 3
dinyatakan bahwa sebelum melakukan penuntutan terhadap pelaku

pencemaran dan/atav perusakan lingkungan, wajib dipedomani:

1. aparst yang berwenang menjatubkan sanksi administrasi sudah
menindak pelanggar dengen menjatuhkan suatu sanksl administrasi
tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang ferjedi atag,

2. antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak
masyarakal yang menjadi korban akibat terjadi pelonggavan, sudsh
diupayakan penvelesaian scngketa mclaln mekanisme alternatif
diluar pengadilan dalam bentuk
musyswarah/perdamaian/negosiasi/mediasi  namun  upaya  yang
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dilakukan menemui jalan bunty, dan/atau Btigasi melaiui pengadilan,
namun upaya lersebut jugs tidak cfektif, baru kegiatan dapat
dimuiai/instrumen pencgakan hukum pidena lingkungan hidup dapat
digunakan.

pMenurut penulis hal ini penting dipahami sebelum menerapkan
delik lingkungan karena khususnya berkaitan dengan penegekan hukum
pidana terhadap korporast pelaku pencemaran/perusakan hingkungan
adalah gpakah JPU telah memperhatikan asas subsidiaritas dan asas
precautionary  dalam  melakukan  peountutan  dengan  menggunakan
instrunien pidana schagas wlfinnon remedium.

Hal ini hendaknyn dipertimbangkan bagi setiap pthak yang hendak
menggunakan instrumen pidana sebagsi adiimum  remedim  dalam
pemidanazn korporasi agar tidak menjadi sta-sia. Setidsknya dapat
dijadikan pedoman untuk penuntutan kedepannya, sehingga tidak ada lagi
putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa korporasi
PT. NMR beberapa saat vang lalu dan yang pada saat ini tengah diajukan
Kasasi oleh JPU.

Sanksi vang dituntutkan oleh penuntut umum kepada korporasi
adalah denda yang diperberat. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh
Prof. DR. Andi Hamzah,SH walaupun .sebcnamya bisa juga ditambahkan
sanksi berupa penuiupsn perusahaan dan pengumuman putusan hakim.
Bemikian juga pendapat dari Luhut MP Pangaribuan dan Sukma Violetta
menyatakan bshwa denda masih merupakan opsl sanksi pidana yang
terbaik vang dapat diterapkan kepada Korporasi. Pendapat terhadap sanksi
yang dapat distubkan kepada komporasi dibatasi hanya berupa denda
dilandasi alasan bahwa tidak gsemua korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana
sebagaimana layaknya sanksi pidena yang dapat dijatuhkan terhadap
manusia vang memiliki mens rea.

Scharusnya disamping denda, JPU semestinya pada mausa
mendatang bisa menggunakan sarana pidana fain untuk dijatubkan kepada

korporasi antara lain:
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perampasan keuntungan vang diperoleh dan tindak pidana
penutupan selirub atau sebagian perusahaan

perbaikan akibat tindak pidana

mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak
meniadakan apa yang dilalaikan taopa hak

sanksi pidana penjara

me oo o

dan ditambah dengan tindakan tata tertib secara administrasi berupa:

a. leguran dari pihak pemerintah
b. pencabutan izin vsaha

Pasal 47 UUPLH 1997 sendiri menentukan tindakan tata tertib
vang dapat dijatuhkan kepads pelake tindek pidana lingkungan hidup

benips:

perampasan keuntungan vang dipercieh dari tindak pidana, dan atau;

perutupan scluruhnya atau sebagian perusahaan, dan/atay;

perbaikan akibat lindek pidana, dan/atau;

mewajibkan mengeriakan apa vang dilalaikan tanpa hak, dan/atag,

meniadakan apa yang dilalatkan tanpa hak, danfatan;

menempatkan perusabaan di bawab pengampuan paling lama 3 (tiga)
. tahun,

T o T

Menunat pendapat penulis jenis tindakan tata tertib pada Pasal 47
huruf a, b dan huruf f kiranys juga harus mulai dicoba untuk diterapkan
kepada korporasi. Alasan penulis adalah jika hanya pidana denda yang
dijatuhkan kepada korporasi dimana hanya berupa pemberatan 1/3 dari
pidana denda yang terberat vaitu Rp. 450.000.000,~, maka efek jera
pemidanaan vang diharapkan secara bukum dan dari perhitungan mateqil
hal imi tidak akan mempunyai efek menjerakan terhadap korporasi
bersangiutan, dan juga tidak membuat efek deferrent terhadap perbuatan
serupa terhadap korporasi lain, Kita ketahoi bahwa kekayaan korporasi
yang beroperasi/menjalankan kegiatan bisnisnya di daerah  terkadang
merupakan anak perusahaan induk yang kemungkinan memiliki kekayaan
melebihi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daersh  (APBD)
Kabupaten/Kotamadys  dimana  korporast v menjalonkan  aktifitas
bienisnya, schingga pidang denda vang diancamkan tersebut tidak akes

mempengaruht kegiatan bisnis korporast yang bersangkutan,
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Kendala-Kendala Yang Dihadapi  Penmuntut  Umum  Balam
Pemidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup

Menurut Prof DR. Andi Hamzsh, SH kendala yang ferpenting
dihadapi oleh Penuntut Umum dalem upaya penontutan  kejahatan
lingkungan oleh korporasi adalah datam merumuskan dakwaan terhadap
korporasi. Dalam hal sural dakwaan ditujukan kepada pengurus korporasi
maka tidak {erdapat permasalghan karena ditujukan kepada person. Namun
dalam hal objek dakwaan adalab korporasi/badan hukum maks seharosnya
digunakan rumusan seperti diuraikan pada sub bab 3.6.

Masih kurangnya pengetahuon Pepuntut Umum terhadap fige
kriteria dapst di premius: remedivm-Kannya tindak pidana lingkungan
berdasarkan azas res ipsa loguitor yang menjadi kriteria untuk dapat
digimpanginya azas wiiimum remediim menjadi kendala dan sumber masib
banysknya putusan bebas hakim dslam kasus findak pidana lingkungan
hidup oleh karporas:,

Sementara Luhut dan Kejaksaan Agung menyatakan bahwa tidak
adanya penegasan tentang alat bukti £ hasil laboratorium yang digunakan
untuk menentukan kriteria pencemaran / perusakan juga dapal menjadi
kendala yang tidak kalah penting. Dalam kasus PT. NMR bahkan terjadi
ketidaksamaan hasil uji laboratorivm dari beberapa laboratorium yang
berkompeten dan ditunjuk, dimana hasil uji lab dan pihak POLRI
menuniukkan kadar merkuri dan zat pencemar lainnya lebih tinggt dan
hastl wii iaboratorium {ain. Hal inl sangat signifikan untuk mendukung
pembuktian ads tidaknya pencemaran/perusakan lingkangan hidup. karena
tanpa Aarm atau polenst untuk rusak, maka korporasi tidak dapat
bertangpungiawab,

Sementara pada kebanyakan kasus pencemaran dan perusakan
lingkuagan kadang terdapat ketidakjelasan siapa yang berwenang
mengajukan bukti tentang terjadinya suaty pencemaran / perusakan
lingkungan hidup dan di sisi lain penentuan sebab akibat (penyebab yang
pertama  dan tenstama) yang ditimbulkan dard swato pencemaran /

perusakan fingkungan hidup juga sulit dilakukan.
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Apabils keterpaduan dalam sistem tidak dilakukan maka ada tiga

kerugian yang dapat diperkirakan: 197

{. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-
masing instansi schubungan <engan tugas mereka bersama;

kesulitan dalam memecabkan sendirdl masalah {-masalah} pokok

bt

masing-masing instanst {schagal sub-sislem dan sistem peradilan
pidana; dan,

3. karens tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas
terbagi, maka setiap nstansi tidak perlu memperhatikan efektivitas
menyeluruh dari sistens peradilan pidana.

Oleh karenanya Triangle Integrated Environmental Criminal
Justive System (sistem segi tiga terpadu penegakan hukum pidana
Hngkungan hidup) menjadi jawaban atas kekakuan pola keordinast yang
sedama ini dijalankan. Sistem inl melibatkan penyidik, penuntet umum dan
saksi ahli. Sistem segl tiga terpadul ini berpangkal pada adanya sifat-sifat
specifik dalam findak pidana lingkungan hidup, Palam tindak pidana
lingkungan hidup upaya pembuktian tidak hanya terbatas pada aspek
yuridis gaja tapi juga aspek teknisnya.

Untuk itu diperlukan juga nota kesepahaman bersama dan tiga
instansi tersebut yang dijladikan dasar hukum dalam mempermudsh
pengnganan perkara lingkungan hidup, vang saat int sudah dilakukan
antara lain:

Keputusan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup
NomorKEP-O4/MENLH/04/2004,  Jaksa Agung R.I  NomorKEP.
208/A71 A/0472004 dan Kepala Kepolisian R NoPol:KEP-19/1V/2(04
tentang Pencgakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (Satu Atlap)
tanggal April 2004 dun Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Umum Kejaksaan Agung R tentang Pedoman Teknis Yustisial
Penanganan Perkara Tindok Pidana Lingkongan Hidup, NomonB-

“"sMardjono Reksodipuiro, ap ciz, Buke 15, hal 85,
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GOZE/EjpA01/2002, tanggal 29 Januari 2002 yang menjadi dasar hukum
dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup.
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BAB IV
PENGATURAN KEJAHATAN LINGKUNGAN
QLEH KORPORASI DALAM RANCANGAN KUHP NASIONAL
SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem bukom Common
Law, pada negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law seperti di
Indonesia, respon yang dilakukan negara terbadap suatu fenomena perubahan
sosial yang terjadi di masyarakat baik yang melibatkan kepentingan-kepentingarn
negara-masyarakat, maupun kepentingan-xepentingan anfar-masyarakat dilakukan
dengan menggunakan pendekatan peraturan yang dibuat terlebih dahulu dengan
kerjasama antara pihak eksekutif dan pthak legislastif.

Hal ini merupekan ciri khas dan konsekuensi dari penganut sistem
hukum Chwil Law yang mendazarkan segale sesuatunya pada hukum tertulis. Kitab
Undang-undang Hukumn Pidana Indonesia (KUHP) adalah produk sistem ind dan
mernpakan sebuah kitab yang diharapkan dapat dipergunakan dalam waktu yang

lama dan dapat mengikuti perkembangan Jaman.

“Tidak dapat dipungkini bahwa KUHPidana Belanda (81} gue
 struktur dan perumusan merupakan karya besar dan sampa dengan
sekarang setelah 100 tahun lewat belum kefinggalan zoman
Babkan, KUHPidana tersebut masih diberdakukan di Suriname,
Kepulanan Antillen dan  Arvba, serta Indonesia, tanpa

memunculkan persoalan besar, setidal-tidaknya demikian menurut

Penulis”. '

Para sarjana pada umumnya memahami fujuan hukum pidana itu sebagai
suatu pernyataan celaan resmi masyarakal tentang pertlakn yang dilarang. Celaan
resmi ini didukung oleh sanksi pidana, dengan maksud mencegah terjadi atan
terulang perilaku tersebut, Perilaky vang dicela dan dilarang i tentuniya sangat
dipengaruhi oleh nilai-nilal dagar (fimdamental social vaiuesy yang hidup dan

ditanti mesyarakat Indonesia. Dalam kontcks pengakuan atas kemajemukan

1o Remmelink, “HUKUM PIDANA © Kameniar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab
Uindang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanunnya dalam Kiteb Undang-Undeny Hiukum
Pidana ndonesia”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 39- 40,
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masyarakat Indonesia, dengan budaya-budayanya masinganasing, maka asas
legalitas yang tetap nerupakan salah sais sendi hukum pidana Indonesia,
ditafsirkan meliputi pula "delik adat™."”

Dalam hal inllah diperlukan pesa! pelicy yang oleh Marc Ancel disebut
sebagai ihmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memvngkinkan peratoran
hukum positif dirumuskan dan diformulasikan lebih batk. (g scicnee and an art of
which the practical purposes, ultimately, are {o enable the positive rules to be
better formulatedy™.

Lebih lanjut Barda mengatakan dalaim bukunya pentingnys kajian yang
menyvangkit palitik hukum  pidane yang dikatakan bahwa, “Kajian vang
menyangkut politik hukum sangat penting, hal ini untuk melengkapi timu hukum
pidana positif. Hrmu hekum pidana positif lebih memipakan ilmu watuk
‘menerapkan hukum pesitif; sedangkan peiitik hukum pidana lebih merupakan
ilmu ontuk  ‘membuat/merumuskan/memperbaharni hukum posinf”, Merupakan
kesalahan strategis yang mendasar, apabila seielah Indoncsia merdeka, hanya
mempelajad penerapan hukum pidana positif, yang lebih terfokus pada ihmu
tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana wansan Belanda, padahat masalah
pembuatan/perumusan/pernbaharcan hukuen positif juga merupskan salahsatu
masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini”.*"

Usaha pembaharnan KUHP, di samping dirujukan terhadap pembaharusn
dan peninjavan kembali terhadap 3 (figa) permasalahan utama dalam hukum
pidans, yattu perumusan perbuatan yang dilarang feriminel act), perumusan
pertanggungiawaban pidana {criminal responsibility} dan perumusan sanksi baik
berupa pidana fpunishment) maupun tindakan (treazment), juga berusaha secara

maksimal membenkan landasan filosofis terhadap hakikat KUHP, schingga lebib

Mrdardiono Reksodiputre, “"Delik Aduas dulam Rancangas KUHP Nasional™, Makalah di
Fokulas Hukum Universitas Uddsvana, Desember 1594,

ixarda Nawawi Arief, Beberapa Caiatan Teriadap Fenomna Kebijakan Formulasi Hukum
Pidana dalom Berbagal Produk Legishodf o Indonesia, {Kollah Umom df STH Bandung, L
Qltober 20003, hal. ).

Plyarda Nawawi Aricf, #id, Hal 122,
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bermakns dart sisi nilanilal Kemanusinan Jumanitarion volues) baik vang

22

berkaitan dengan pelaku tindak pidana foffender) mavpmn korban fvictim)™™",

Menurut Mardjone Reksodiputro, konsep ke-1 RUL KUHPidana yang

digjukan pada tahun 1993 telah juga memperhatikan perdindungan terhadap hak

asasi warga masyarakat, dengan didukung oleh 3 (tiga) prinsip yaitu sebagai
berikut*”:

4.1.

Hukum pidana (juga) dipergunekan unftuk menegaskan altu menegakkan
kembali nilai-nilai sosial dasar (fundamental social values) perilaku hidup
bermasyarakat {(dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang dijiwai oleh
fatsafah dan ideologi negara Pancasila);

Hukum pidana (sedapat mungkin} hanyas dipergunskan dalam keadasm
dimana cara lain melakukan pengendalian sosial (social control) tdak
{belum) dapat diharapkan kefektifannya; dan,

Hukum pidana (yang telah mempergunakan kedua pembatasan, a dan b di
atas), harus diterapkan dengan cara seminimal mungkin mengganggu hak dan
kebebasan individu, tanpa mengurangl perlunya juga perlindungan terhadap

kepentingan kolektifitas dalam masvarakat demokratik yang modem.

Respon Hukum Di Indonesia Terhadap Perkembangan Kejahatan
Korpoyasi

Dalam  sistem  hukum  publik  Indonesia, khususnya dalam
kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ind
masih digunakan, korporasi belum termasuk sebagal subjek hukom. Di
Belanda sendid, sebagai tempat asat KUHP Indonesia, pada tenggal 23
Juni 1976, korporasi sudah diresmikan sebagai subjek hukum pidana dan

*®ituladi, Beberapa Tulisan Terkait Kebijukan Kriminal Dalmn RUULRUKP, (akaria: FGD-

ELSAM, 2086}, hal 1.

Mardions Reksodipuiro, Arsh Hukom Pidana Dalam Konsep RUU-KUHPidam dalam

Beherapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dulam RU-KUHE, (Iakaria; FGD-ELEAM,
2006}, hal.26.
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ketentuan ini dimasukkan kedalam pasal 51 KUHP Belanda {Wv8), vang

tsinya menyatakan antara lain;

1. Tindak pidana dapat dilakukan baik cleh perorangan maupun korporasi;

2. Jika suatn tindok pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana
dapat dijalankan dan sanksi pidasa maopun tindakan vang disediakan
dalam perundang-undangan sepanjang berkepaan dengen korporasi
daput dijatuhkan.

Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap:

2.1. korporast sendir, ataw,

2.2, mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan
tindak pidana yang dimaksud, termasuk mercka yang secara faktval
memimpin pelaksanaan tindak pidana dimeksud, atay;

2.3.korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara
tanggung renteng.

3. Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebeluminya, yang disamakan
dengan korporasi adalah: persckutuan bukan badan hukum, maatschap
(persekutuan  perdatq), rederi (persekulugn  perkapalan} dan
Doclvermogen {(harta kckayaan yang dipisahkan demi pencapaian

tujuan tertentu; social fimd atau yayasan),

Meskipun  KUHP  Indonesia : spat  int  tidak  (beium)
mengtkutsertakan korporasi sebagai subyck bukum vang dapat dibeband
pertanggungjawaban pidana, namun korporasi mulai diposisikan scbagai
subyek hukem pidana dengan ditetapkannya UU No. 7/Drt/1955 tentang

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Di Indonesia, korporas! justru ditetapkan sebagat subjek hukom
dalam ketentuan yang bersifat khusus, misalnya, Undang-undang tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ul No.23 Tahun 1997}, Undang-Undang
tentang Burea (UU No.13 Tahur 19513, Undang-Undang tentang
Pengusutan, Penuntut dan Peradilan Tidak Pidana Ekenomi (U No. 7/Drt
Tahun 1935), UU No.38 Tahun 2004 tentang Julan, UU No,31 Tahun 1599
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0. UU No.21 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups,

dan lain-lain.

Pasal tersebut merupakan uturan fex specialis deroglat legi
generall, artinya undang-undang istimews/khusus dapat

mengesampingkan ketentuan yang umum,

Konsekuensi hukumnya adaiah korporasi dak dapat diminta
pertanggungiawaban dalam wilayzh hekum publik dan tidak dapat
dikenakan  sanksi  pidana  menggonakan  KUHP.  Padahal,
keiahatan/pelangparan vang dilakukan oleh korporasi temyata membawa
dampak kemanustaan vang cukup hoas, baik dilikat dari jumish korban
vang berjatuhan.secara sosial ekonomi mavpun persoalan kerusakan
ingkungan yang ditimbulkan jitka korporasi ity (vang bergersk di bidang

industri) menjalankan bisnisnya dengan menghasilkan imbah,

Tindak pidana {crime) dapal diidentifikasi dengan timbulnva
kerugian  {(harm), yang kemudian  mengakibatken  lehimya
pertanggungiawaban pidana atau  oimingl  labifine. Hal yang pada
gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana
pertanggungjawaban korporasi ataw eorporate labifity, mengingat bahwa
di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang
dianggap sebapai subyek bukum pidana hanvalah orang persecrangan

dalam konotasi biologis yvang alami (naturfijkee person).

Doktrin pidana menyebutkan bahwa barulah dapat dikatakan
terdapat perbuatan pidana jika ditkuti dengan adanya pertanggungiawsban
{(eine straf ohne schrldy. Terlebih dahulu barus ada hubungan kausal antara
perbuatan, akibat dan pertanggungjawaban  untuk menentukas suatu

perbuatan pidana.

Baik dalarn sistem hukum commion faw maupun civil law, sangat

sulit untuk dapat mengatribusikan suatu bentuk tndakan tertentu {actus
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reus atau geilty ocy™ serla membukiikan unsur mens rea {eriminal intent
atau guilty mindy® dart suatu entitas abstrak seperti korporasi. Di
Indonesis, meskipun beberapa endang-undang yang disebut pada awal tadi
(ditlvar KUMP) depat dijadikan scbagal landasan hukum  untuk
membebankan eriminal Hability torhadap korporasi, namun Pengadifan
Pidana sampai saat ini masth terkesan enggon uniuk mengakul dan

mempergunakan peraturan-peraturan tersebut,

Hai ini dapat dilihat dari sedikitdya kasus-kasus kejahatan
korporasi di pengadilan dan tentw saja berdampak pada sangat sedikitnys
keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi®™®. Akibatnya,
ridak ads acuan yang dapat dijadikan sebagai preseden bagt lingkungan
* peradilan di Indonesia. Satu kagus yarigvfnuzzcuvi dan melibatkan korporasi
di peradilan sampai dengan saat ini hanya berkaitan dengan tindak pidana

tinglkungan hidup {yaitu kasus PT.NMR).

Dalam kasus PT.NMR inilah korporasi secara murni i posisikan
sebagai pelaku tindak pidana. Kasus ind telah dapat dijadikan jurisprudensi
(teriepas daﬁ belum adanya putusan Kasasi yang pada saat pennlisan tesis
imi masih dalam proses pemeriksaan). Hal ini menjawab puia pemyataan
DR. Dwidja Prijatno, S.H. M Hum,Sp.N dalam bukunya “Kebijaken
Legislasi tenitomg Sistewm Perianggungiawaban Pidana Kerporasi di
Indonesia™ penerbit CV. Utomo:Bandung, 20604, halaman 9 vang sempat
menyayangkan bahwa selama kurang lebih 48 {shun belum ada korporast

yang dimintai perianggungjawaban pidana.

Di samping #u, KUHP juga hanya menganut asay sociefas

delingueare non potest dimana badan hukum atan Korporast dianggap tidak

™ derns Reus atau guiliy act adalah perbustan melawan hukam yang mengakibatkan pelaka
bertonggung jewab secara pidarm jike unswr mens rea juge tusnd torbukti, Mens rea atan guilfy
atind adeialy saloh satu uwnsur dan perangeungiawaban pidass, disebul juga dengan pengetshuan
atau rjuan yang salahi{Penulis : dard berbagai sumber).

hiens res atan guilty mind sdalsh salak sate unsur dari pertanggungiawaban pidana,

disabist i‘;&f dengen pengoiahuan atau tujuan yang salab.{Penshis ; dari berbagal sumbser).

1.C Soesamto, Universilas Diponegore, The Spectrim of Corporaie Crime in

{ndonesia, Mipdiwwwy.aic gov asy/publicationyproveedines/ | 2soesanto pdf, di akses tangpal 6
Aprit 2009,
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dapat melakokan tindak pidana. Jika seandzinya kegiatan atsu aktivitas
yang diekukan wontuk dan atas nama suatu  korporasi  terbukti
mengakibatkan kerugian dan harus diberikan sanksi, siapa vang akan
bertanggungjawab? Apskah pribadi korporasi itu sendiri atau pars

pengurusnya?.

Namun dalam RKUHP versi mmhun 2008 terdapat doktrin
pengecualian terhadap azas societas delinguere non pofest yaito dengan
dimasukkannya dokirin sérict liabifity dan vicarious Heability. Tentunya hal
mi menggembivakan karena menegaskan bahwa hukum kita dinamis dan
selatu mengakomodas: perkembangan masyarakat. Ini terlihat pada Pasal
47 RKUHP versi tahun 2008 terutama pada FPenjelasan Fasal 47
menyebutkan bahwa berdasarkan ketenhsan dalam Pasal ini korporasi telah
diterima  sebagai subjek hokum  pidana, dalam arti dapat
dipertanggungiawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Dalam RKUHP draft 1999-2000 daleom Pasal 32 ayat {2) asas
vicarious {fabilizy dirumuskan, “dalam hal ferientu seseorang dapat
diperianggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain,
jika ditentukan  dalam suaty undang-undang”. Sementara asag strict
liability dirumuskan dalam Pasal 32 ayat {3), “ontuk tindak pidana
tertentn, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat
dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana
tersebul tanpa memperhatikan kesalahan-kesalahannya™ Namun dalam
RKUHP draft 2008, asas ini bergeser dan berada pada Pasal 38 ayat (1)
dan ayat {2).

Dianutnya kedus asas ini dalam RKUHP mendapat komentar dari
Guru Besar Hukum Pidana Belanda, seperti Nico Keijzer dan
Schaffimetster  yang menganggap diemutnya doktrin-dokirin tersebut
bertentangan dengan asas mess rea, namun tim perumus RKUHFP

berpendapat bahwa pengecualian atau penyimpangan itu jangan dilihat

- Universitas Indonesgia
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sebagai suatu pertentangan , tetapi harus dilihat sebagai pelengkap dalam

mewnjudkan asas keseimbangan®’.

Perkembangan hukuim memang aken selalu tertinggal dalam
rangka merespon perkembangan-perkembangan sosial, ekonomi, dan
teknologi di masyarakat. KUHP vyang beraku di Indonesia saat ini
merupakan produk Belanda akibat pendudukannya di Indonesia yang
mulai berlaku sejak kurang lebih tiga abad yang Islu dan merupakan
pencerminan dari Wertboek van Strafieche tahun 1886, Menimbang usia
dan perjalanan KUHP Indonesia yang telah cukup lama maka sekali Iagi
periu dHadakan pembaharvan agar lebih sesuai dengan kondisi dan

perkembangan jaman dan masyarakat Indonesia saat ini,

Pembaharuan, Filcam pidana yang menyelurch harus ‘niéiipufi
hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan
pidana®® Kefiganya harus bersama-sama diperbaharui, karena spabila
tidalc maka akan lmbul kesulitan dalam penerapannya den tenlu saja

tujuan pembaharuan hokum tidak akan tercapar,

Saiah sata upaya pemerintah untuk merespon segaia perubahan
menyangkut kebijakan peral baik di bidang sesial, ¢konomi dan ilmu
pengetahuan serta ieic;wlogi akibat kemajuan peradsban masyarakat dan
perkembangan tekoologi informasi tersebut adalah dengan menyusun
Rancangan KUHP. Sejgk tahun 1993 Indonesia telsh mempunyai
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Sejak
tahun 1993 RUU KUHP pula telah mengalami beberapa perubahan hingga
yang terakhir pada tahun 2008,

RUU KUHP tahun 2008 telah memuat ketentuan mengenat apa
vang dimaksud dengan “korporasi” dan “Tindak pidana korporasi”, Pasal
182 RUU KUHP tahun 2008 mendefinisikan bahwa “Korporast™ adalah

“Kumpulan terorganisiv dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan

8.

*'Barda Nawawi Arnigll Perbandingas Bukum Pidana, {Jakata; Rajawali Pess, 1950}, bai,

Msadaria, Loe il
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badan hukum maupun bukan badan hukum™  Sementara Ji Pasal 205
mendefinisikan bahwa “Oramg” adalah “Setiap orang persecrangan,

termasuk korporasi”.

Pasal 44 s/d 49 mengatur lentang “corporate crimingl Hability”.
Dimasukkannya hal ini dalam Buku 1 berarti bahwa bentuk
pertanggungiawaban  pidana terhadap komporasi berlaku umum untuok
semus delik, schingga dengan demikian dapat meniadakan pelbaga:
perkembangan yang terjadi i Juar XKUHP selama ini, yang bergifat
cenderung bersifat sclektif Pelbagal porumusan yang ada menuvnjukkan
bahwa sistern yang digunakan didasarkan atas Teori  identifikasi
{(Identification Theory). Atas dasar teord ini, maka semua tindakan atau
tindek pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat

£

diidentinkasikan dengan organisasi ateu mereka yang disebut “who

constifute ils  directing mind and will’ yang memungkinkan
dipertanggungijawabkannys korporasi. Jadi bukan atas dasar “vicarious
fability”. Hal im dapat disimpulkan dari Pasal 47 RUU yang menyatakan
bahwa “Pertanggungjawaban pidana pesgurus  korporasi  dibatasi
separgang pengurus mempunyai kedudukan fongsional dalam strukiur
organisasi korporasi”. Yang masth perlu diatur adalah pedoman kapon
korporasi bisa di;'}erzanggungjawabkaﬁ‘ Apa yang diatur dalam Council of
Enrope Criminal Law Convention on Carruption (1999) dapat dijadikan

pedoman. Pada Article 18 dinyatakan babwa:

“... that legal persons can be held liable for the criminal

offences... Committed for their benefit by any natural person,

acling either individually or as part of an organ of the legal

person, who has a leading position within the legal person,

based on ;

a. upower of representation of the fegal person; or

b, an guthority 1o decisions on behalf of the legal person; or

¢ an authority to exercisg control within the legal person; as
well as for involvement of such a nutural person as
accessory or instigator in the above-mentioned offences”.
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Ketentuan pidana terhadap korporasi dintur dalam Bab 11 tentang
“Tindak Pidana dan Pertanggungiawabaen Pidena” khususnya pada
bagian Kedua mengenai “Pertanggungjaowaban Pidana” pavagraf &
mengenat “Korporasi”, yang terdiri dard tujuh pasal, yaito mulat Pasal 47

sampal dengan Pasal 53,

Dalam Pasal 47 ditegaskan bahwa korporasi merupakan subiek
indak pidana. Dalam Penjelasan Pasal 47 dijelaskan berdasarkan
Letentuan Pasal ini korporasi telah diterima sebagat subjek hukum pidana,
dalam arti dapat dipertanggungiawabkan secara pidana atas perbuatan

yang dilakekan.

Bitamana korporasi melakukan kejabatan diator dalam Pasal 48
yaitu:

. .apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyat kedudukan
fungsional dalam strukiur organisast korporasi vang bertindak
untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingen korporasi,
berdagarkan hubungan kega atau berdaser hubungan lain, dalam

lingkup usaha korporssi tersebut, baik sendiri-sendiri mavpun
bersama-sama’.

Dalam Pasal 49 diatur bahwa baik korporasi dan/ataw pengurusnya
dapat dimintaiidikenskan pedtangpungjawaban pidana, dengan pembatagan
seperti dirnaksud dalam Pasal 50 yaitu;

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap
suatn perbualan yung dilakukan wsatuk danfatan atas nama
korporasi, jika perbuatan tersebut termasvk dalam  lingkup
usahanys sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ataun
ketentusn lain yang berlak bagi korporasi yang bersangkutan®.

Dari definist tersebut pemidansan sementara dibatasi terhadap
Pengurus scpanjang pergurus mempunvai kedudukan fungsional dalam

struktur organisasi korporast {Pasal 51) dan/atau terhadap korporasi itu
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sendint jika perbuatan yang dilakukan korporasi termasvk dalam lingkup
usphanya sebagaimana ditenmikan dalam anggaran dasar atau ketentuan

lain yang berlake bagi korporasi yang bersangkutan,

Dalam  Pasal 32  ayat {1} mengatur behwa dalam
mempertimbangkan suats tuntutan pidana, haras diperiimbangkan apakah
bagian hukum lain telabh memberikan perlindungan vang lebih berguna
daripada meniatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. Pasal ini
mengandung makna asas w/timum remedium harus diperhatikan dalam
melakukan funtutan pidana terhadap korporasi, jika memang ada bagian
hukum lain yang mampu memberikan perlindungan vang lebih berguna,
maka funfulan pidana atas Korporesi dapat dikesampingkan. Pasal im
merupakan I“Wﬂii};gﬁ ‘agat pertanggungjawaban korporasi diterapkan
sebagat “wltimum remedium” mengingat dampaknya yang luag terhadap
buruh, pemegang saham, konsumen, Negara sebagai pemungut pajak dan

sebagainya.

Hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam
keadagncara melakukan pengendalian  sosial.-tidak (belim).dapat
diharapkan keefektifannya. Ini berarti hukum pidana sebagai Ultinnem
Remedinm. Pandangan ini adalah pandangan yang wmum dianut di banyvak
negen, termasuk negerl Belanda, Dalam salah saty pidatonya, Menteri

Moddenman menyatakan sebagat berikut :

“Ancaman pidana harus tetap meropakan suatu ulfimunt
remedium. Memang, terhadap setiap ancaman pidana ada
keberatannya. Setiap orang ysng berpikiran sehat akan
dapat mengerti hal iu tanpa penjelasan febih lanjut. Int
tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi
selalu harus mempertimbangkan untung dan rugt ancaman
pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat
yang diberikan lebih jahat daripada penyakit,™**

1 M. van Benmmelen, “HUKLAM PIDANA 1 » Fekum Pidana Material Bagian Umipn™,
{Bandung: Binacipia, 1984), hal, 14,

Liniversitas Indonesia
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Namun, JM van Benpmelen mengingatkan bahwa hokum pidana
sebagai “uitimum remedisrr” itu hendaknya diperhatikan, karena hukum
acarg pidana jugs memberikan wewenang vang luas kepada Polisi dan
Kejakspan. Itu berarti, npakah hukum pidana sebagal ultiman remedium
pada akhirnya akan ditentukan oleh keputusan pihak penyidik Polisi dan
Jaksa selaku Penuptut dans Hakim. Tanpa adanya rambu-rambu yang jefas
dan  kontrol masvarakat, prinsip wlimum remedivm itu dapat
disalahgunakan. Karena itu, menurut van Bemmelen “Dalil remedium
harus dipandang tidak semata-mata scbagal ‘sarana’ untuk perbaikan
pelanggaran hukum yang ditakukan atau sebagai pengganti kerugian, akan
tetapt  scbagai sarana mencnangkan kerusuhan yang timbul dalam
masyarakat, kargna jika pelanggaran hukurn dibiarkan saja akan teriadi
“tindakan sewenang-wenang® {van Hemmelen 1984 : 13). Guna mencegsh
terjadinys penyimpangan dalam menerapkan konsep hukem pidana
sebagal uMimum remedium diperhukan aturan Acara Pidans yang jelas dan
secara ketat mengator kewenangan Polisi, Jaksa dan Hakim. Selgin it

diperiukan pula kontrol dard Parlemen dan masyarakat' .

Pasal 33 mengatur tentang alasan pemaal atau alasan pembenar,
yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untek dan/afau atas

nama korporasi,

Selain ketentuan pasal-pasal pads bagian kelima tersebut, pada Bab
III RULI KUBP tabun 2008 tentang Pemidanaan, Pidana dan Tindakan
juga terdapat ketentuan mengenai jenis pidana yanpg dapat dijatuhkan
kepada korporast. Perluasan tersebut diantaranys adalah pidana tambaban
berupa pemenuhan kewsjiban adat setempat dan/atau kewajtban menurut
hukum vang hidup dalam masyarakat ataw pencabutan hak yang diperoleh
korporasi dapat dijatuhkan walzupun tidak tercantum dalam perumusan

tindak pidana (Pasal 67 ayat (3)), pidana denda untk khusus unink

Mabdul Hakim Garuds Nusantara, Mengkritisi RUL KUEPidana Dalam Perspebtif
Fi4AM, dalam Beberapa Tulisan Terkait Xebifakan Kriminal Datam RUU-KUHP, {Jokanis: FGD-
ELSAM, 2006}, hal43-44,
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korporasi {Pasal 80 ayat {6)), pelaksanaan pidans denda dalam hal pidana
denda terscbut telsh dicicil namun tidak dibayar penub dalam tengzang

waktu yang ditetaplkan (Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2)).

Diatur juga ptdana pengganti denda untuk korporasi dalam Pasal 85
yang menyatakan babws jika pengambilan kekaysan atau pendapatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan,
maka untak korporasi dikenakan pidana pengganti berups pericabutan izin

usaha stau pembubaran korporasi,

Pidana lain yang dapat ditcrapkan kepada korporast adalah pidana
tambahan dalam Pasal 91 ayat (2) menyatakan jika terpidana korperasi,
maka hak yang dicabut adalah segala hak yang, dipercleh korporesi,
nuisalanya hak untuk melakukan kegiatan dalam usaha tertentu.

Model yang digunakan dalam RUU KUHMP tersebut adalah dengan
cara menambah pasal-pasal bary vang mengatur mengenai kejahatan

korporasi dengan ditarnbah perluasan isilah umum.

Kriminalisasi Kejahatan Lingkungan Olch Korporasi Dalam
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan berkembangnys kejahatan oleh korporasi maka sudah
sewajibnya bangsa Indonesia memiliki dan mengatur sepak terjang
korporasi itu di dalam legislasi nasional. Ada hal yang sangat urgen dan
substansiil bagi Indonesia untuk sepera membatasi sepak terjang korporasi
asing yang banyak beroperasi di Indonesia dan mengancamnya dengan

sanksi pidana,

Di Amenka Serikat sendiri muncul dugaan bahwa banyak
korporasi AS yang berperak di bidang pertambangan telah melanggar
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Bahkan Jaksa Agung AS vang
bary, Eric H.Holder, yang berada di bawah pemerintahan Barrack Obama,
sudah memertksa 530 penipuan keuangan oleh korporasi. FCPA in

i itas in ia
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penting karcna seperti ditulis oleh Katharine Q. Seelye dalem harign Vew
York Thnes edisi tanggal 19 Jarwan 2006 terhadap pengakuan seorang
cksekutif Freeport-McMoran  Copper&Gold  bahwa  pemerintah  AS
meneliti kasus suap yang diberi pengusaha ke okoum militer Indonesia

dimana kemudian Freeport membantah hat ite.™'!,

Remudian di situs Fhffington Posf, tenggal 28 November 2008
juga disinggung soal pesyuapan oleh Newmont Mining Company juga ke
oktiom  militer Indonesia dalam rangka melindungi bisnisnya yang
merusak lingkungan. Di situs Bloomberg, edisi 15 Februari 2008,
Newmont membantah telah melanggar FCPA,

-, Dikatakan oleh Prof. DR, Andi Hamzah bahwa pnnsipnya tindak
pidana terhadap lingkungan hidop vang diatur dalam RKUHP ditnjukan
untuk melindungi orang/individu, yang dalam pengertian Pasal 205
RKUHP draft tahun 2008 kata “orang” diartikan jupa sebagai badan
hukum. Sementara dalam UUPLH 1997 prinsipnya yang dilindungi
pertama adalab lingkongannya. Daxi perbedaan di atas dapat diketahui
perbedaan tujuan dari kebijakan penal KUHP dengan UU yang lain
khususnya UUPLH 1997 terkait pengaturannya terhadap pembangunan
lingkungan bidup.

Dalam RUU KUHP tahun 2008 Buku Kedua mengenai Tindak
Pidana Bagian Kedelapan membahias mengenai kejahatan lingkungan,
yang mana kejahatan lingkungan itu dibagi dalam 3 kategori yang dibahas,
yathu :

{1} Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

2} Memasukkan Bahan ke dalam Air yang Membahayakan Nyawa atau
Kesehatan,

3} Memasukkan Bahan ke Tanah, Udara dan Air Permukasn yang
Membzhavakan Nyawa atau Kesehatan.

2500,

Blestongubah Diplomasi AS yang Mendikie”', Kompas, Fari Minggu tanggal |3 Febnuari
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Permasalaban-permasalahan  tersebut merupakan gambaran apa
yang menjadi perhatian terhadap perkembangan kemajuan masyarakat dan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah juga menjadi perhatian
RKUHP. Seperti yang telah penuiis kemukakan pada Bab 1l terhadap
aspek-aspek terscbut di atas saat ini beberapa kasus bahkan telah terjadi,
arttara lain terhadap kasus FT.NMR yang karena belum ada pengafurannya
dalamy KUHP lama serta RKUHP vang baru pun belum diterbitkan, maka
penuntotannya masih menggunakan UUPLH 1997,

4.2.1, Pencemaran dan Perusakan Linglkungan Hidup

Dglam bidang hukum sebenamya sudah lazim digunakan
penafsiran asas dan porma ketika menghadap! persoalan yang belum
tertampusg di dalam peraturan yang ada, seperti misalnya dalam kasus
pencurian listnk vang sulit dikategorikan scbagai delik pencurian karena
definist benda dalam hukum ity sendinl tetapi akhirnya dapat diterima

scbagai perbuatan pidana,

Dari delik-delik terhadap linglamgan hidup yang telsh
dibahas pada Bab III sebelomnya, vang mana penuntuf smum
menggunakan Pasal-pasal pidana dan UUPLH 1997, kasus yang serning
terjadi adalah Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Pada RUU
KUHP draft 2008 terdapat beberapa pasal untuk merespon peristiwa

tarsohut

Pelaku baik individu moupun korporasi/badan hokum
melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuang limbahnya ke media
lingkungan, sehingge dapat disimpulkan bahwa perbuatan yaeng
dikriminalisasi dalam kejahatan terhadap lingkungan dalam RKUHP tahun
2008 dapat ditimpakan kepada perbuatan setiap orang (menurut Pasal 205
orang adalah setiap orang perseorangan, termasuk korporast), yang secara
melawan hukum baik sengaia maupun karena kealpaannya, mencemari

atan merusak lngkungan hidap.
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Teorhadap pelaku yang kedapatan secara melawan hukum
mencemari dan/atan mernsak Hngkungan hidup dapat dijerat dengan

pasal-pasal;

Pasal 384

{1} Settap orang yang sSecara melawan hukum  melakukan
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup, dipidanz dengan pidzzm; penjara paling
singkat 2 {duaj tahen dan paling lama 9 {Sembilan) tahun dan

pidana denda pal_ing sedikit kategori I dan paling banysk

kategors V1§

Pasal 384 tersebut mengkriminalisasi perbuatan sesecrang/badan
hukum yang menceman dan/atan merusak lingkungan hidep dengan secara

sengaja dan tanpa hak™™.

Memurut Pasal 192 R-KUHP Tahun 2008 yang dimaksud
pencemaran lingkungan hidup dalam adalah:

“.masuknya atau dimosukkannys makhluk hidup, zat,
energi dan/atau komponen lnin ke dalam lingkungan hidup
oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke
tingkat fertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak
dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya®™.

*Ppumusan inf sesuai bunyi Pasal | Buku [ KUHP bahwa unsor “kesengajean” tidak di
sumuskan secars tersurat Rtapl secara tersiral dalam Pasal-pasalnya, sehingga “secarz melawan
bukum” sudah dopat diartikan sebagai “secara sengaia dan tanps hak”.
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Sementara yang dimaksud dengan perusakan Hagrungan
diatur dalam Pasal 260 RKUHP 2008 adalah:

“...tindakan yang menimbulkan perubahan {angsung atau
tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang
mongakibatkan bingkungan hidup tidak berfungsi lagi datam
menunjang pembangunan berkelanjutan”,

Sedangkan maksud dari pelaku menurut pasal tersebut dapat
berupa dinyatakannya perbuatan mcmasukan makbluk hidup, zal, encrg
dan/atau komponen lain ke dalam lingkengan hidup oleh kegiatan

manvsia. Pasal ini merupakan sebuah delik materiil karena terdapat kata-

kata “melakukan perbuatan yang menyebablan...”

Menurut Pasal 384 ini dalam hal pelaku melakukan perbuatan
pencemaran dan/atau perusakan lingkongan hidup tersebut perbuatannya

itu mengakibatkan orang mati atau luka berat akan diancam pemberatan

pidana sebagaimana dalam pasal 384 ayat 2 yang berbunyi:

Pasgal 384

{2} Iika tndak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat {I)
mengakibatkan orang mati atan fuka berat, pembuat tfindak
pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 13 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Kategori 111 dan paling banyak Kategori VI

Sementara iwhodap  perbuatan  pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang dilakukan karena kealpaannya diancam

dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat {1}
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Pasal 385

{1) Setiap amﬁg vang karena kealpaannya melakukan perbuatan
yvang mengakibatkan  pencemaran  danfatav  perusakan
lingkengan: hidup, dipidans dengan pidena penjara paling lama

3 {tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategeni [V,

Dalamn hal karena kealpaannya tersebut terdapat orang mati

ataw luka berat, pemberatan sankst pidana ada pada Pasal 385 ayat (2
Pagal 388

{2} Jika tindak pidana sebugaimana dimaksud pada avat (1}
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pembuat tindak
pidana dipidara dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV,

Berdasarkan  pasal-pasal  tersebuy, - sebuah  peristiwa
pencemaran danfatan perusakan lingkougan dapat dianggap dilakukan
dengan dua sikap kalbu yang berbeda (dengan sengaja atau karena

kealpaannya).

Perbuatan-perbuatan vang dikriminslisasi tersebut pada
Iintinya perbuatan untuk mencemari dan atau memsak lingkusgan hidup.
Perbuatan mencemari adalah meimasukan atavr dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi dan/atan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia schingga kualifasnya turun sampai ke tingkat tertentu
vang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan
peruntukannya.

Sementara perbuatan merusak lingkungan adalah findakan
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat
fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak

berfungsi lagi dalam mebunjang pembangunan berkelanjutan
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Pengan  demikian, jika dirdnei  maka  Pasal  ind

mengkriminalisasi perbuatan yang terdiri atas dua hal yaitu:

a. Memasukkan suatu bahan ke delam sumur, pompa air, mata
air, atau ke dalam kelengkapan air minu untuk umum atau
untuk  dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang
lain {Mencemarkan lingkungan), dan;

b. Tindakan vang menimbulkan psrabahan langsung atau tidak
langsung terthadap sifat fisik danfataw haystinya vang
mengakibatkan hLingkengan hidup tidak berfungsi lagi
{merusak lingkungan).

Perbuatan terscbut adalah perbuatan yang dilarang schingga dapat
dikatakan Pasal in adalah Pasal dengan substansi delik materiil, sehingga
jika sudah terbukii ada media lingkungan vang fercemar atag rusak akibat
perbuatan pelaku maka dapar langsung dimintakan pertanggungiawaban
pidananya tanpa harus melewati proses penvelgsaian lingkungan secara

“perdata maupun APS lainnva,

Menurut Soerjone Soekanto salah saty unsur penegakan hukum
adalah “Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum™®. Penegak hukum mempunyai peranan
yang sangat penting karena mereks yang akan mengaplikasikan peraturan-
peraturan tersebut di lapangan. Dalam aturan yang mendukung penegakan
hukam lingkungan dalam pasal-pasal RUU KUHP seperti telah penulis
kemukakan df muka terdapat beberapa jenis kualitas perbuatan vang dapat
dijerat oleh beberapa pasal yang berbeda ancaman hukumannya maka
terdapat kemungkinan penegak hukum yang satu dan fainnys akan berbeda

dalam menerapkan peraturan tersebut dengan melibat per kondisi.

2‘33031379% Sackantn, Faktor-fakior vang Mempengarshi Peregakan Hukum, Cetskon 3,
{FakarmRajs Ceahindo Persadas, 1993}, bal.3.
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Namun remusan ink penting sebagai persyaratan lex certa {ases
kepastian hukum)™ datam img?emantaﬁnya schingga aparat tidak ragu
untuk menjerat pelaku kephatan lingkungan ini dengan mengpunakan

Pasal ini.

4.2.2. Memasukkan Bahan ke dalam Afr yang membahayakan
Nyawa ataa Kesehatan

Selain it juga terdapat Pasal lsin yang serupa yang

mengkriminalisasi pencemaran dan/atou perusakan Iingkungan secara

khusu dengan cara memasukkan bahan ke dalam air vang membahayakan

nyawa atau keschatan diator pada pasal 386 RKUHP Tahun 2008.

Pasal 336

{1}  Seliap orang yang memasukkan suatu bahan ke dalam sumar,
pompa air, mata air, atan ke dalam kelengkapan afr minum untuk
urpum ataw untuk dipakal oleh ateu bersama-sama dengan orang
lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan ifersebut dapat
mengakibatican air menjadi bahaya bagi nyawa atau keschatan
orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan peling lama 12 (dua belas) tahun,

Memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mam
atr, atau ke dalam kelengkapan aic minum untuk umue atau untuk dipakai
oleh atau bersarna-sama dengan orang lain, padahal mengetahui bahwa
perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagl nyawa
atau keschatan orang adalah persoalan mengenai kejahatan yang ditujukan

kepada lingkungan hidup secara formil {delik formil}). Selama ini terdapat

Bhpax Certa ¢ Clavity of the elements of erime or the Principle of moximum certalsiy

which iz, in paritcnilar, directed 1o the fegisfatuve, O conrse it should be remembered that here #
is not only the ‘warning’ aspect which is imporfant but alsc the foot that o clear and written faw
fimits and curiails the power og the suthorities, and it therefore a gaarantee agninst the abuse of
stote power”, dalam Roclof H. Haveman, The Legafity of Adat Criminet Law in Modern
Indenesia, Ookorla:PT, Tatanus, 20023, kel 32-52,
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beherapa kasus kejshatan lingkungan yang merupakan delik Pormil yang
dilaporkan kepada penyidik Polri dan telah Jdiselesaikan penuntutannysa.

Perbuatan  terschut merapakan perbunatan  yang  dianggap
sehagal perbuatan menyimpang oleh korban/masvarakat terutama dari s
administrasi terlebih dahuly harus dibukiiken bahwe perbuatan tersebut
telah melonggar ketentuan administrast terlebih dahulu. Sesuai dengon
kasus-kasus yang dibahas belum terdapat aturan yang memadal wntuk
menjerat pelaku. Korban dalam hal ini adalah pihak masyarakat yang
merasa daerah atau media iingknﬁgax;nya yang terbatas telah dimasuki
oleh limbah produksi pihak lain yang tidak berhak untuk membuang
limbanhnya di daerah iersebui atau tidak sesual dengan ketentuan
AMDAL. yang telah ditetapkan.

Dalam kejahatan linglungan, perbuatan memasukkan suatu
bahan ke dalam sumur, pompa alr, mata air, atau ke dalam kelengkapan air
minum untuk unum atau uniuk dipakal oleh atau bersama-sama dengan
crang lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan  terscbut  dapat
mengahbatl-:an ailr- menjadivbahasr‘é 'bagi n‘yaﬁrﬁ 'atﬁau kesehatan orang
mempunyal pengertian suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu
kesengaiaan vntuk mencemarkan, merasak/menghancurkan sesuaty yaito
lingkungan hidup sehingga akibat perbuatan tersebut lingkungan hidup
yang dimaksud menjadi tidak dapat dipergunakan lagi karena menjadi
berbahaya.

Pada RUU KUHP Pasal yang dapat digusakan untuk menjerat
pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan dan atau merusaknya dan
mengakibatkan orang mati atau luka berat diatur dalam Pasal 386 ayat (2).

Sementara pemberatannya diatur dalam Pasal 386 ayat 2:
Pasal 386

{2) Jika tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan orang mati atau luka berat, pembuat tindak pidana

_ _ _ Universilas indonesia
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dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 {tiga) tabun dan
paling lama 15 {lima belas) tahur.

Unsur kealpaannya diatur dajam Pasal 387:
Pasal 387

(I} Setiap orang yang karena kezlpaannya memasukkan suatu hahan
ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan
air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atay bersama-
sama dengan orang fain, padahal mengetehui babwa perbuatan
tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa ateu

C kesehatan arang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
{tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori I'V.

Pasal 386 tersebut mengkriminaligasi perbuatan memasukkan
suaty bahan ke dalam samur, pompa air, mata air, atav ke dalam
kél&ngkapan_ gir minem untuk umum ame untuk dipskei oich atau
bersama-sama dengan orang lain, sementars sepatutnya mengetabw bahwa
perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi -babaya bagi nyawa
atau keschatan orang,. Delik ini merpakan delik foraml sehingga cukup
menghendaki adanya perubahan dalam mediz lingkoengan (air) di
dalemnys vang haws dibuktikan lebih dahulu dengan tidak adanya
ketundukan pelaku terhadap hukum administrasi.

Untuk memaksimalkan dampak dari keiminalisagi tersebut
dapat dilakukan beberapa hal diantaranya membuoat Pasal 386 menjadi
delik mutlak dimana pelaku tindak pidana tersebut dapat dituntuf tanpa
periu adanya pengaduan dari korban/masyarakat yang meresa dirugikan.
Dengan adanya syarat tersebut dapat memaksimalkan pelaku yang
menjalani proses dan masuk dalom kondor sistem peradilan pidana yang

mempunya efek jera yang Ichih besar.

Penerapan Pidana..., Antonius B&d?’%&ﬁ%?ﬁ@%ﬁ’ié@esm



178

Selain itv tndakan lain yang dapat dilakuken adalah
memperbesar rentang pidapanya dari pidana penjars atau denda menjadi
pidana penjara  dan/atau  denda, schingga penegak  hukum  dapat
mempunyal pilihan ontuk memberikan hukuman yang sesuai dengan

kualitas perbuatan pidana pelaku teratama pelaku pertama (frs? affender).

4.2.3. Moemasakkan bahan ke tanah, udara, dan ajr permukaan
Memasukkan bahan ke tanah, udara, dun air permukaan vang

membahayakan nyawa atau keschatan sebagalmana dalam Pasal 388:
Pasal 388

(1) Sebiap orang vang secsra melawsn bukum memasokkan guate
. bahan di atas atau ke dalam tapah, ke dalarm udara atau ke dalam
air permukaan, padahal diketshui atau sangai beralasan untuk
diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan
urnun stau nyawa orang lain, dipidana dengan pidapa penjara

paling singkat 3 {liga) tahun dan paling lama 12 {dua belas) tahun,

Sementara pemberatannya diator dalam Pasal 388 ayat 2:
Pasal 388

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1)
mengakibatkan orang metinya orang, maka pembuat tindak
pidana dipidana depgan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling Jama 15 (lima belas) tahun,

Unsur kealpaannya diatur dalam Pasal 389;
Pasal 389

(1) Retiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan svaty
bahan masuk diatas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke

dalam air permukaan, padabal diketahui atav sangat beralasan

niversitas Indonesia
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vntuk didoga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan
kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 {tiga) tahun dan pidana denda paling
banyak kategori IV,

{23 Jika tindak pidana sebagaimena dimaksud pada avat (1)
mengakibatkan orang mati, maka pembuat tindak pidana dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) fahun atau pidana

denda paling banyak kategori IV.

Pada prinsipnya pengaturan dalam Pasal 388 ini memiliki
kesamaan substantif dengan vang diator dalam Pasal 386. Hanya saja
berbeds dalam hal media lingkungannya, vaitu ke dalam tanah, adara

dan gir permukaan.

Perbuatan secara melawan hukum, memasekkan sualy bahan di
atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air
permukasn, padahal diketahui atau sangat beralasan uvniuk diduga
bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan vmum atau
nyawa orang lain adalah juga persoalan mengenai kejahatan vang
ditujukan kepada lingkungan hidup secara formil (delik formnil).
Artinya teriebih dahulu hamus dibuktikan bahwa pelaku melanggar
salah saty tindakan vang terdapat dalam Pasal 388 tersebut unfuk

dapat dilakukan pemidanaan terhadapnya.

4.3, Formulasi Perfanggungjawaban Pidana Korperasi Dalam R-KUHP
Tahun 2008

Terdapat beberapa pokok-pokok kebijakan terhadap korporasi yang
telah diatur dalam rancangan KUMP Tahun 2008 vaitu;

a, Adanya penegasan bahwa korporasi sebagal subiek findak pidana dan
dapat diperfanggungiawabkan (Pasal 182 dan Pasasl 47}
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b. Penentuan siapa yang dapet dipertanggungjowabkan apabila tindak
pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi (Pasal 49.);

¢. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 50);

d. Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungiawabkan (Pasal $1);

¢. Penentuan pidana scbagal wlzimum remediion bagl korporasi (Pasal 52
ayat {13);

f.Penentuan alasan pemnbenar dan pemaaf bagi korporasi (Pasal 53).

Namun dikaitkan dengan pengaturannya terhadap subjek korporasi
yang melakukan kejahatan lingkungan hidup dalam RKUHP ini, dan juga
sepertl vang belum diatur dalam UUPLH 1997, belum ditemukan fornalasi
yvang jelas tentang dageimana menentukan wakil dar korporasifbadan
hukum yang dapat dianggap mewakili pertanggungjawaban korporasi secara
pidanza.

Dalam tesisnya, M. Hamdan SH. MH. merumuskan tangpung

jawab korporasi dengan mengelvarkan argumentasi® ;

“Tindak pidapa yang dilakukan oleh korporasi  menjadi
pertanggung jawaban orang persecrangan menurut KUHP Tindak
pidana yang dilakukan oleh korporasi menj z‘1di tanggung jawab pa@;'a
anggota atau pengures  korporasi memurat UU  Penyelesaian
Perburnhan serta UU Pengawassn Perburuhan dan peraturan
kecelakaan,

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi tangeung
jawab korporasi itu sendiri seperti yang diatur dalam UU Tindak
Pidana Ekonomi, UL Subversi dan ULF Narkotika™

“Maka rumusan pertanggumg jawaban korporasi telah semuanya
diatur dan dilegitimasi menurut ketentuan hukum indonesia saat
ini, dengan pendek kata ada tiga golongan yang dapat dimintai

pertanggung jawaban dalam terminologl kejahatan korporasi selain

tamdan,SH MH, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungen Hidup, (BandvrgnMandar
M, 2000), hal, 18,

. . . Unjversitas Indonesia
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orang, para pengurus kerporsst juga korporasi sesbagal badan

hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannyz”,

Dari tinjsuan di alss, maks tindakan korporasi vang tolah
melakokan suatu kejahatan yang ditujukan terhadap kepentingan masyarakat
dan lingkungan hidep dapat dipidana dan ketentuan pidananya dapat
dikenakan secara berlapis, tidak hanyn dengan jeratan ULJ sektoral namun
bisa dikepakan juga dengan ketentuan KUHP.

Mamun tetap saja pertanyasn gtas bagaimans dengan tanggung
jawab korporasi sebagal pelakn alas tindekannya?. Terutama adalab
bagaimana menentukan siapa vang berkewsnjiban mewakili korporasi ¢
muka persi:iaz;gén belum terjawab dalam thesis Harmdan di atas.

Penulis juga wmendapati pepmasealahan teknis tersebut dalam
undang-undang laipnya/sektoral yang dikatakan sebagai undang-undang
yang secara khusus mengatur pula perfanggungiawaban pidana korporasinya

dalam Pasal-pasalnya.

Sebut sata dalam UUPLH 1997 vang merumuskan dalam Pasal 46
ayat (1} tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam Pasal
46 avat (2). Dikataken vang dapat dipertanggungjawablkan menurut Pasal 46
baik ayat {1} dan ayat (2) CUPLH 1997 yaitn:

a. Badan hukum, perseroan, persenikatan, vayasan atau organisasi
tain;

b. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana
atau yang berhindak sebagal penvmpin dalam perbuatan itu
atat,

¢. Kedua-duanya {hurufa danb).

Dalary kasus PT.NMR  diatas, Majelis sccara tegas  tidek
mempermasaiahkan sinpa yang mewakili PTNMR. ini terlihat dari salah
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satu ratio decidendi hakim, “Menimbang bahwa pada intinya Pusal-pasal
surat dakwaan vang ditujukan kepada Terdakwa I PT.NMR dan Terdakwa II
Richard Bruce Ness adalah sama, hanya dibedakan davi segi subjek

hukumnya saja”,

Namun kemudian nyata bahwa Majelis membebaskan PTNMR
dari jerat dakwaan penuntut wnum adalah bahwa penetapan Richard Bruce
Ness sebagai yang mewakili PT.NMR di persidangan adalah dianggap tidak
tepat. Namun ketidaktepatan ini lebih dikarenakan karena permasalahan
penafsiran terhadap asas subsidiaritas yang tidak diperhatikan terlebih

dabnslu oleh Penuntut Uminn,

" Setidaknya delam  kasus  ini  Majelis ti&ﬂk' gteriampau
mempermasalahkan siapa yang mewakili PT.NMR. hanya sajé jil::a mef;gacn
dalam UL No. 40 Tabun 2007 fentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1
angka 4 dikatakan bahwa, “Direksi adslzh organ persercan yang
bertanggungiawab ponuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan
thuan persercan scrta mewakili perseroan balk di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai Anggaran Dasar”, Dalam kasus ini yang patut dikaji vlang
dengan lebih cermat oleh Penuntut Umum adalah kapasitas Richard Bruce
Ness apakah sebagai “direlesi” ssbagaimana amanat Pasal 1 angka 3 UU PT
schingga diajukan sebagai yang mewakili PT.NMR.

Jika melihat dalam pleidoi PTNMR maupua pleidoi pribadi
Richard Bruce Ness, ia menyatakan bahwa tidak tepat Richard Bruce Ness
sebagai yang mewakili PT.NMR sebagai korporast mengingat () Direksi
NMR berfungsi dan bertanggung jawab dalam mewakili NMR secara
kolegial sebagal organ perseroan terbatss, (b} tugas dan tenggung jawab
Richard sebagai Presiden Direktur NMR difokuskan dan karepanya terbatas
pada  bidang  hubungan dengan  Pemerintah  Indonesia  dan
mengkoordinasikan fungsi manajemen secara umum, (c) aspek teknis
operasi dan aktivitas penambangan NMR sepenvhnya menjadi tanggung
jawab Kepala Teknik yaog sckaligus juga General Manager NMR yang
semula juga anggota Direksi NMR, (d) semus akibat yang timbul dan
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tanggung jawab suya sebagai anggofa Direksi NMR uniuk tugas-tugas
pengarusan telah disetujm oleh MNMR, dengan demikian tanggung jawab
pelaksanaan tugas Ricard sebagai Presiden Direktur NMR telah diambil alih
olch NMR melalui Rapat Umum Para Pemegang Sgham Tahunan NMER
untuk tahun-tahun boku di mana is menjabat dalam jabatan tersebut sejak
tahan 1999, (¢) Undang-usndang Lingkungan Hidup tidak menyatakan
bahwa pemimpin tertinggi dari suatu perseroan berfanggung jawab alas
gnafu #indak pidana Lingkungan Hidup, ietapi hanya menyatakan bahwa
penimpin daet perbuatan pidana yang bersangkutan yang harus bertanggung
jawab, dan Richard tidak pernah ditugaskan stau bertindak schagai
pemimpin atav orang yang memberikan instruksi dalam pengertian Lindang-
undang Lingkungen Hidep, dan Tim Jaksa Penuntut Umum juga tidak
rpembuktikan fiemikiaﬁ,{P!eid'c;i Richard hal.82).

Bahwa sebenamnya penuntut umum dalam P-19 nya pada Penyidik
dengan nomor @ B-1.4/Epp 1/ 10 /2004 telah memberikan pehunjuk terhadap
siapa yang dapat ditunjuk untuk mewakili kerporasi (PT.NMR) sebagai
penanggungiawab pada angka 2 yaitu: :

(23. Dar sudut pandang Jaksa, Tindak pidana ini dilakukan oleh badan
Bukum {PT), ramun dalam berkas perkara penyidik menetapkan status
tersangka individu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada
tindak pidana korporasi seperti vang dimaksud pada Pasal-pasal 45
dan 46 dari UU No.23 tahun 1997.

Kemudian  dalam  P-19  keduz  kalinva  nomor: B
1E7/RAMEpp/1711/2004 tertanggal 30 November 2004, penuntul umum
juga telah memberikan petunjuk kepada penyidik wntuk secara teliti dan
sesuai prosedur menentukan siapa vang dapat dianggap mewakili PTNMR

untuk dipertanggungiawabkan secara pidana pada point | yaifu:

(1). Berdasarkan hasil evaluasi, tindak pidana dalam kasus ini digolongkan
sebagal tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Untok
menggolongkan Buyat sebagai tindak pidana korporasi, polisi harag
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memerikse/menanvai anggeta dari Direksi uniuk mewakili badan

hukum sebagal tersangka,

Namun pada skhimya penyidik tidak menindaklanjuti petunjuk
penuntut umum  berkaitan dengan penunjukkan siapa vang wmewakili
PT NMR dalam pertanggungjawaban pidananya, sehingga pada akhirnya
hakim pun menilat bahwa penunjukkan Richard Bruce Ness scbagai
perwakilan PTNMR dinilai tdak tepat. Namum juga dalam UUPT tidak
diatur lebih lanjut tentang “direksi” yang mans saja yang dapat mewakili
PTNMR datam kasus Teluk Buyat itu. Terutama belum diatur secara tegas
terhadap hal teknis apakeh semua direkst dan/ataukah siapa yang dianggap
paling kompeten saja vang mewakili schugh korporasi dalam  hal

pertanggungiawaban pidana di muka pers;{é;{ngan,

Dalam kasns PT.NMR terscbut pihak penyidik tidak memepuhi
petenjuk Penuntut Umum dan menetapkan saja Richard Bruce Ness sebagai
wakil dari PT.NMR. Scharusnva Penvidik dalam hal ini kemudian mulai
memeriksa dewan direksi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPT untuk
ditetapkan seizagaiﬁ personifikasi PTNMR sesuai doktrin ientifikasi.
Sebatkoya dalam kesus yang melibatkan korporasi di masa mendatang,
penentuan direksi yang mewakill suatu korporasi sebagi pelaku kejahatan
dapat ditentukan secara cermat dan lebih berhati-hati sehingga tidak

menimbulkan error i person,

Permasalahan bertkutnya vang terkait dengan pemidanaan terhadap
korporasi adaiah masalak eksekusi hukuman terhadap korporasi, terutama

terhadap mode] badan hukum/korgorasi non-badan hukom,

Sebagai contoh adalab eksekusi terhadap korporasi non-badan
hukum Jamaah Al 'Isloniyah (J1) yang dijatohi pidana berupa denda dalam
perkara findak pidana terorisme dengan terpidana Abu Dujana dalam
perkara No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dan terpidana Zuhroni dalam
perkara No. 2191/Pid B/2007/PN.Jkt Sel.
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Dalam kesaksiannya di persidangan terscbut, shli hukum pidana
Universitas Indonesia, DR, Surastini Fitriasih, S H. M.H selaku saksi ahli
hukom pidana dalamn kasus terscbut diantaranys menyatakan bahwa
“korporasi tidak wajib berbadan hukum. Organisasi yang dipimpin oleh
terdakwa {Abu Dujjana) selaku Ketua Syari’ah dant J1 adalah termasuk
korporasi, walaupun tdak berbenmtuk badan hukun”. Lebih lanjut Ji
dianggap schagali badan hukom karepa “dalam organisasi J1 dalam
strukiuraya disebutkan adanya bentuk {sobok, ada anggota syari’ah, ada
mayelis spari ok, dan bentuknya takiim sivi. Ttu semua temmmasuk korporast,
karena jelas ada pemimpin, ada stroktur organisasi, ada angegota”™, “Menurut
undang-undang teronsme komorasi tidak harus borbadan hukum atau

terdaftar di Depurtemen Kehakiman™?'®,

Dalam  amar pulusannya, Hakim dalam  perkara terscbut

menyebutkan dalam pertimbangan bukumnya antara labe

>

“Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah
unsur yang dikandung dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat {2} yaitu:

~ Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas
nama suaty korporasi;

- Tindak pidana dilakekan oleh Korperasi apabila tindak pidana
tersebut dilakiukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan
kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam [ingkungan
komporasi tersebut baik sendid-sendirl maupun bersama-sama;”

“Menimbang bahwa oleh karena dakwaan keempat primair terbukti
maka pidana yang dijatubkan kepada korporasi berupa pidana

denda™;

“Menirnbang bahwa pengertian korporasi dalam perkara int adalah

sekumpulan dan perkumpulan ini tidak berbadan hukam™;

Hoputasan PN Jakarta Selatan N, 2189/Pid B/2007/PN.Jkt.Sel dalam perkara an, Abu
Dujjana, hal. 8162,
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"Menimbang bahwa dengan melihat dan mencenmati perkara ini
maka Majelis berpendapat bahwa korporasi ind jelas dan tidak akan
muonpkin berbadan hukum kerena untuk mencapai tujuan dari
sekelompok  orang tersebut yaitu terdakwa dengan terdakwa lain
dalam perkara terpisab dilakukan dengan cara sembunyi-sembuny
dan faktanys adalah diantara mereka saling kenal tetapi juga adn

orang-orang tersebut tidak pertu dikenalkan™,

“Menimbang bahwa dengan tidak adanya kejelasan korporasi dalam
tindak pidana terorisme dipastikan belum terbentuk badan hukum,
maka kalaupun Korporasi tersebut dijatubi pidana maka kepada
terdakwalah yang harus menanggung pidana denda™;

"Menimbang babwa Majelis dalam menentukan besamyz tindak
pidana denda di dasarkan pada keadaan, kenyataan dad furan,

_ shodagoh, infag, disémping itu tidsk diperoleh bukti apakah- ada
kekayaannya oleh karena iu terdakwa schagsi orang yang
bertanggungiawab terhadap korporasi tersebut™

Maka pada akhimya, Majelis mengadili yang pada point Il putusan tersebut,

“Menyatakan Al Jamaa'gh Al Islamiyah selaku korporasi yang salah
satu pengurusnya  adalsh terdakwa terbukti sccmrm sah dan

meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana terorisme’™;

point VI,

nivarsitas Indonesia
H'U1, 2609
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“denghukum Al Jarnaa’ah Al Islamiyah selake korporasi yang salah
safu pengurusnya adaiah terdakws dengan pidana denda sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepulub juta rupiah)”;

point VI,

“Menetapkan Al Jamaa’ah Al Islamiyah selaku korporasi yang salah
satu pengurusnya adalah lerdakwa dinyatakan sebagal korporasi

terlarang”.

Dalam prakick eksekusi putusan Majelis tersebut point VI yang
menjatuhkan pidana denda terhadap J1 tidak dapat dilaksanakan oleb
eksekutor/Penuntut Umnum karena tidak terdapat pénéﬁman yvang fegas
terhadap siapa yang dianggap mewakili korporasi dalam hal ini JI selaku
korporasi non-badan hukum. Apakgh berdasarkan teoni identifikasi denda
terscbut  dibebankan Iepada terpidang Abu Dujana? Ataw  kepada
- Zohroni? {Lihat pertimbangan Majelis. “Menimbang bahwa dengan tidak
adanya kefelasan korporasi dalam tindok pideme lerorisme dipastikan
belum terbentuk badan hukum, maka kalaupun kerporasi tersebut dijutuhi
pidana maka kepada terdakwalah yang harus menanggung pidana denda ™)
sehingga akhimnya putusan Majelis terkait pidana denda terhadap korporasi
belum dapat dilaksanakan. Apalagi terhadap pidana denda tersebut tidak
disettakan subsidiaimya (berupa kurungan).

Perkara int merupakan contoh dan tantangan reformulasi hukum
pidana, dalam hal ini RKUHP, yang sampai saat ini masih dalam tabap
adfustment dan penyempumaan terus menerus $ebagal upaya menjaring
segala aspek perkembangan yang terus timbul dalam masyarakat, Terutama
dalam hal kebijakan pidana terhadap korporasi agar menjadi upaya yang
berhasi! guna dan mendukung serta dapat secarn efektif mencegah dan

menanggulangi kelahatan korporast.
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Sebagai bahan/materi yang ditemukan 4i lapangan, harapan
terhadap reformulasi RKUHP agar personlan cksekusi denda yang
diputuskan oleh Majelis terhadap korporasi ke depannya dimuat dan diben
dasar hakum secara leges sehingge tidak ada keraguan bagi penegak hukum

dalam menerapkannya di lapangan.
Perluasan jenis sanksi pidana seperti:

perampasan keuntongan yang diperoleh dari tindak pidana;

teguran dari pihak pemerintah dan/atau pengumuman perusahaan
vang dianggap bertindak melanggar etika  bisnis/merusak
kepercayaan masyarakat kepada khalayak luas;

penutupan selurch atav sebagiat perusahaan,

perbatkan akibat tindak pidana;

pencabutan izin usaha;

mewajibkan menzerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
meniadakan apa yang dilalatkan tanpa hak;

sanksi pidana penjara;

sanksi pidana denda.

S o

epEm h e ap

Kiranya diperfukan sebagat aspek pemberatan dan memberikan
efek deferrence térhadap pelaku kejahatan korporasi di kernudian hari dan
seharusnys dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalaro RKUHP Nasional

yang baru,
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PENUTUP

5.1, KESIMPULAN

Penuntutan serta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam
upaya unfuk penegakan hukum pidans hingkungan hidup sebagal w/tfnum
remedium di Indonesia setidaknya harus didokung oleh strukiur hukum,
substansi hukum dan budaya hukom yang secara positif bersinergi. Kerangka
pikir Lawrence Friedman tersebut digunakan untuk mempermudah upaya
menyimpulkan fakta-fakta serta data yang ada dsp identifikasi tevhadap
permasalahankendala-kendala yang timbul dalam  penegakan hukum
fingkungan, khususnya terhadap kejahatan lingkungan oleh korporest I
mengingat dalam ranah penegakan hukum lingkungan sendint adalah rumit
dan kompleks schingga memerlukan bentuk koordinasi spesifik dari berbagat
pihak yang memiliki keahlian multi-disiplin-ilmu wntuk penuntesan perkara-
perkara  lingkungan. Disamping dibutahkan pula friangle Integrated
Environmental Crimingl Juctice System dalam gperasionalnya oleh aparat
penegak hukum untuk suksesnya penunttan terhadap korporasi schagai
pelaku kejabatan lingkungan hidup.

5.1, Terhadap Model dan Dokinn/Ajaran Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam memidana

korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan.

Dari 4 (empat) kosus yang dijadikan sampel dalam tulisan im untuk
dianalisa, model pertanggungjswaban yang massih lazim digunakan
adalah  model “Pepgurus berbuat  dan  penguwruslah  vang
bertanggungjawnb”, dan/atau “korporasi berbuat dan pengurus yang
bertanggungjawab, vyaitu dalam 3 kasus antara Jain:  kasus
PT.Sidomakmur dan PT. Sidomulyo di Sidoarjo, Jawa Timur, kasus
PT. Senayan Sandang Makmur di Bale Bandung, Jawa Barat, serta

dalam kasus PT. Adei Plantation and Industry, Riau. Sementara dalam

Universitas Indonesia
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kasus PT.NMR, SBulawesi Utara, Penuntut Umum sudah memakai
model pertanggungjawaban “korporasi berbuat dan korporasi lah yang

bertanggungiawab”.

Sementara tcori pertanggungjawaban pidana yang digunakan terhadap
korporast sebaga pelaku tindak pidana mandirt adalah  feori
identifikasi {identification theory), dimana menurut tcorl ini sebagai
perwakilan korporasi dalam hal ini dapat diwakilkan oleh pengurus
atau direksinya atau siapa pun vang digsepakati ditunjuk oleh AD/ART
korporasi serfa merujuk kepada Undang-undang Perscrotan Terbatas

sebagai identifikasi darl korporasi.

Bentuk Dakwaan, yang digunakan oleh Penuntut Umum terhadap
Koporasi sebagai Subjek Hukum

Terhadap perurnusan dakwaan yang dapat digupakan terhadap
karporasi  {khususnya dalam bhukem lingkungan) kiranya dapat
merwjuk kepada bunyi dari Pasal 46 UUPLH 1997 itu sendiri yang
menempatkan fersangka secara beruratan yaita pertama, Tersangka 1t
Badan Hukumy/Korporasi, kedua, Tersangka 2: Mereka Yang Memberi
Penintah, dan ketiga, Tersangka 3: Mereka Yang Bertindak Sehagai
Pemimpin. Pcnggabunéan tersangka (korporasi dan pelakunyal.

Sehingga dakwaan dapat dibuat dalam bentuk dakwaen campuran
dengan konstruksi dakwaan pertama adalah dakwaan terhadap badan
hukumv/korporasi dan kedua adalah dakwaan terhadap pengorus yang
mewakili badan hukum/korporasi itu sendiri dan terhadap substansi
masalah pencemaran denfatau  perusskan  lingkungannya dapat

digunakan dakwaan primair subsidiair.

Sementara rumusan dakwaan itu sendin dalam hal pelaku sudah

terang dan nyvata dapat df ramuskan dalam kalimat ;

“Bahwa Direktur ... pada waktn (empus) dan tempat {Iocus) ... telah

memerintahkan ... untuk, (misalnya), membuang limbah produksi, ke
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sungai .... Bahwa perbuatan tersebut adalah atas perintah Direktur ...
dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah  tanggungjawab
korporasi/badan hukuwm yang bersangkutan.”

Namun dalam hal kesulitan timbul karena perbuatan dilakokan oleh
bukan korporasi dan atau bukea pengurus itw senditi namun
scbenarnya ia berbuat untuk korporasi tersebut (semisal : sub-
kontraktor dari svate korporasi indukd, atau dalam hal tidak ada
perintah dan direktor korporast yang bersangkutan, stau dalam hal
terdapat pengurus yang menyalahi kewenangannya, maka penuntut
umum harus iebih jeli, teliti dan cermat dalam merumuskan siapa yang
akan di dekwanya Kkhususnya ferhadap korporasi dan  atau
pengurusnya dan atau sub-koniraktor dari korporasi induk yang akan
mewakilt di persidangsn karepa kemungkinan korporssi mengelak

atas pertanggungiawabannya selala terjadi.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh penuntut wmwm  dalam

menerapkan pidana sebagai “ultimum remediven” terhadap korporasi

Budaya pola pikir yang masih konvensional yang dianut dalam KUHP
masih menjadi kendala dan tantangan dalam implementasi teori ini.
ini wajar mmg&néat KUHP yang dipakai oleh Indonesia hingga saat
ind beJum pernah mendapat pembaharsan. Dalam penelitian yang telah
dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa minimnya perkars-
perkara pidana lngkungan hidup yang menjadikan korporasi sebagai
tersangka/terdakwa adalph adanya kekurangpahaman aparat penegak
hukum tentang teori dapat dipidananya korporast ini sekaligus belum
berkembang luasnya budaya memidora korporasi  kendati
pengaturannya telah terdapat banyak dalam persturan perundang-

undangan.

Dari kasus yang dibahas dalam tesis ini, Penuniut Umum khususnya
telah secara profesional mengupaysken penegakan hukum lingkungan
terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan (PT.NMR), terlepas

Penerapan Pidana..., Antonius Budi Satria,pﬁil’fﬁﬁﬁ&?s Indonesia



192

dart apapun putussn peagadilan terhadap upaya ini. Kasus PT.NMR
masih merupakan satu-satunys kasus di Indonesia yang menyeret
korporast schagal pelaku pidana. Diakui bahwa masih terdapat
ketidaksepabaman dard  penegak  hukum  fainnyas  mengenai
permasalahan ini, terutama dalam ha! siapa yang dianggap mewakili

korporasi ¢i persidangan,

Khusus terhadap delik dan sanksi yang diterapkan terhadap korporasi
dalam ke empat kasus contoh diatas lebih ke arah pomberian sanksi
berupa denda. Wacana pembenan sankst berupa 9enczzbuta;n iin usaha
dan pengumuman vorxis memang mengemuka dan khususnya dalam
hal ini penulis berpendapal agar diperfimbangkan dengan masak,
mengingat pemberiani jenis sanksi lain selz;iﬁ denda {khususnya
terhadap korporasi} harus mempertimbangkan berbagai aspek lain,
semisal, kredibilitas pemepang sabham, kepastian masa depan
karyawan, dan efek domino lain yang berpotensi timbul dan
berdampak buruk bagi perekonomian kese¢luruhan dan terutama bagy
burah vang sebenarsya tidak bersalab dan hanya menjadi korban.

5.2. SARAN
Dari beberapa instrumen berupa kasus, data, serta fakia, yang

digunakan dalam penelifian ini, telah berhastt dihimpun dan dirunuskan
secara bulat pemahaman tentang deskripsi proses pentidanaan sebagat upaya
witimum remedium serta kendsla-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak
hukum khususnva penuniat ummum dalam menerapkan aturan pidana sebagal
sltimaper remadium  terhadap korporasi sebapai pelaku tindak pidana
lingkongan hidup di Indonesia. Untuk itn dapst dikemukakan beberapa

Sardrn
521, Perlu adanya peningkatan pernahaman dan persamaan persepsi aparat

penegak hukum khosusnya penuntut umum dan hakim tontang trend

merebakuya corporate crime dan spesifikasi perkara lingkungan hidup
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yang membutuhkan bantoan beberapa disiptin ilmu guna membantu
keberhasilan penyelesatan kasus dalam tahap penuntutan. Demikian
juga dalam penggunaan model dan fcori pertanggungjawaban pidana
vaig telah ada dapaf mendorong penegakan hukomnya menjadi lebih
variatif dan pasti. Dapat dilakukan sosialisast bersama secara khusus
antara Penyidik POLRI, PPNS, Jsksa dan Hakim terhadap isu-isu
substansi penegakan hukum lingkungan seadiri dan atas penggunaan
pidana sebagal altimum remedinm dengan mempedomant Pasal 40
UUPLH 1997 sendin serta melalui pembentokan tim terpadu sesuai
amanat Surat Keputusen Bersama {SKHB) aniera Kementrian
Linglaangan Hiduop, Jaksa Agung RI dan POLRI demi validitag hasil
penyidikan. Juga periu dipedomanm SEJAMPIDUM Nemor : B-
SOMR/BPI0172002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman Teknis
Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup bulir
3 yang mengamapatkan mendahwdukan  instrument lain  dalam

penyelesaian sengketa inglangan hidup.

Khusus terhadap trend corparate orime dalam bidang lingkungan
hidup, hendaknya aparat penegak hokum tidak ragu-ragu untuk selahs
mencoba menerapkan pasal-pasal pemidanaan korporasi schingga
akhimya dapat membawa deterence effect baik kepada pelaku legal
perseon maupun  kepada  nmetwrafijk persoon. Oleh  karenanya
profesionalisme harus ditingkatkan lebih lanjut dalam wadah
Triangle Integrated Environmental Criminal Justice System anlar
aparat dengen jalan mengintensitkan simulasi penyelesaian tindak
pidana korporasi terutama dalam bidang lingkungan hidup antar
aparat penegak hukum, sehingga akan tercipta koordinasi sinergis
dan positif dalam penegakan hukum lingkungan, Terutama juga
peningkatan pemahaman terhadap asas subsidiairitas dan wtimum
remediun harus dikugsal secara mendalam sehingga membuat aparat
penegak hukum memiliki sate kesepahaman dalam memproses

perkara lingkungan hidup ferutama dalam menyimpangi bunyi asas
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tersebut dalam hal-hal tertentu. Sikap yang tegas terhadap penegakan
hukem preventlfl (hukum administrasi dan Alernatif Penyelesalan
Sengketal/diternatif Dispute Resolution) dan represif (perdata dan
pidana) akan icbik baik bila dapat berislan dengan simultan,

Termasuk juga fterhadap kemampuan pesuntit umum  dalam
memahami model dan teori-teort pertanggungjawsban korporasi yang
ada seria hagaimana merumuskan dakwaan khusus terhadap
korporasi serta variasi sanksi pidana terhadap korporasi selain pidana
dendd vang harus juga memperhatikan potensi/dampak yang dapat
timbul sekiranya variasi sanksi pidana ity d%zérapkan, Hai ind dapat
dilakukan secara dini seiak awal pada pendidikan dan pelatiban
pembentukan Jaksa dan harus segerz diimplementasikan melalui
kurikulum terpadu dengan memberikan mata kuliah khusus mengenal
kejahatan korporast dan, seria tcori dan model pertanggungjawaban
komporasi  dalam  pencgakan hukum  lingkungan serta  pelatihan
peroynusan dakwaan kbusus (orhadap korporasi sebagai subjek

hukum.

Terkait aturan penunjukkan perwakifan korperasi yang dapat
bortindak di pengadilan, dapat dipedomani bahwa korporasi dalam
hal int dapat diwakili oleh pengurus atau direksinya atau siapa pun
yang disepakati ditunjuk oleh AD/ART korpomsi serta merujuk
kepada Undang-undang Perseroan Terbatas sebagai identifikasi dari

korporasi.(l
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